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ABSTRAK

Lahimya Undang-undang Nowmor 3 Tehun 2006 feantang perubahan atas
Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 1989 tentang peradilan sgama mengatur bahwa
tidak ada lagi pilihan hukum (optional Juw) bagi orang Islam dalam arti setiap orang
Istam harus tunduk pada hukum Islam dapn menyelesaikan permasalehanmya di
Pengadilan  Agama salab  satunys mengenal masalah  harta  waris  yang
diimplermentasikan pada akta wasiat yang notariil, yaitu Bagatmana konsep hukum
kewarisan Islam yang mendasari pembuatan akta wasiat yang notaritl? Bagaimana
kekuatan hukum akta wasiat yang notariil terhadap para pihak dalam akia tersebut
dan terbadap pihak ketiga? Aspek-aspek hukum apa saja yang perlu dituangkan jika
Buku Il Kompilasi Hukum Islam teniang kewarisan apabila akan dijadikan sebagai
Undang-undang kewarisan? Untuk menjawab permasalaban i maka penulis
menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana lebih menekankan
kepada tinfauan kepustakaan. Data vang digunakan adalah data sekunder dan analisis
dilakukan secara kualitatif, Data yang dianalisis adalah al-Quran dan al-Hadist serta
peraturan perundang-undangan, wawancara kepada Kepala Badan Pertanaban
. Nasional Kota Depuk dan Paniters Pengadilan Agama Kota Depok dan bahan-bahan
lain yang herkaitan, Hasil Penelitian disimpulkan bahwa notaris dalam membuat akia
wasial bagi crang-orang Islam harus mengacu kepada Buku II Kompilasi Hukum
Islain, apabila wasiat dibuat di bawsh tangan harys disaksikan oleh orang ius,
suamifistri den herab/eamat setempat untuk memperoleh pembuktisn yang kuat,
pembuktian lebih kuat apabila dibuat dalam akia notariil karena akta notariil dibuat
oleh peisbat yang berwenang dan dijamin kebeparan formalnya. Kekuatan
pembuktian akta wasiat vang notarii] adalah kuat baik bagi para pihak ataupun pihak
ketiga, dan apabila Buku Ul Kompilasi Hukum Islam akan dijadikan sebagai Undang-
undang kewarisan maksa aspek yang perlu dimasukan adalab fungsi pengawasan,
konsep wasiat dibuat aturannya spakah harus berbenivk akla vang notariil awu
dibawah tangan, siapa yang benwenang membuat wasiat, prosedur pembuatan wasiat,
kewajiban melaporkan ke Dafiar Pusat Wasiat dan sankst apabila tenjadi pelanggaran.

Kata Kunci: Notaris, Akta Wasiet, Hukum [siam
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ABSTRACY
The Birth of Law No. 3 Year 2006 sbout changes on Law Number 7 Year 1989 on
the Religion that does not have more choice of law {optional law) for the people of
Islam in the sense that each person must comply with Islamic law and Islamic courts
in the complete problem Religion. one of the problems that can be completed is the
property inheritance is implemented in the probate of teaching license notariil. Its
implementation is in the mold of teaching license will probate before the notary, so
that skianya of teaching license Is authentic, Preparation of teaching license notariil
this cause some problems that the author will examine how the concept of Islamic
inheritance laws which underiie the making of the magic of teacking license notariil?
How legal notariil the magic of teaching license to the parties in and of teaching
license to a third party? Aspects of the law are necessary if poured Book 1l
Compilation of Islamic Law, when inheritance will be made zs inberitance laws? To
answer this problem the authors use a normative juridical research put more ¢mphasis
to the review of Iiterature. Data used is of secondary data and conducted a qualitative
analysis. The dats is analyzed and the al-Quran al-Hadist and regniations, interviews
the head of the National City Depok court clerk and the Religious Depok and other
materials related. Research results can be concluded that in the notary of teaching
license to make magic for the people of Islam should refer o Book B Compilstion
Islam Jika probate law made under the hand must be witnessed by parents, spouses,
and headman / local camat to obtain verification that a strong . This verification will
be stronger when made in notaritl of teaching license because of teaching leense
notariil made by the authorized official and formal guarantee of truth, The strength of
the magic of teaching license verification notariil is strong for both the parties or third
partics. Book II, when the Istamic Law Compilation akan made as inheritance law
and aspects that need to be entered is a function, the concept of probate must be made
whether aturannya shape the notariil of teaching license or under the counter, who is
authorized to make magic, magic of meking procedures, the obligation to report o
Register Center Testament and sanctions when violations ocour,

Keywords: Notary, Certificaie Testament, the Law of Islam
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BAB 1
PENDAHLULATAN

1.1 Latar Belakang,

Hukum Kewarisan ialah Hukom yang mengany tentang pemindahan hak
pemilikan harta peninggalan (irkah) dari pewaris kepada ahli waris, dan menentukan
siapa-siapa yang dapat menjadi ohli waris, dan menentukan berapa bagiannya
masing-masing.’ Hukum waris adalab salab satu mata pelajaran yang diakui sangat
sulit, dan mermpakan salah satu mata kuliah dalam studi notariat karena akan
diperiukan sewaktu-waktu dalam prakiek notariat, Notaris adalah pejabal yang
berwenang untuk membuat akea wasiat.” Akt wasiat adalah akta-akta yang berisi
kehendak terakhir atau semua skia yang berisi pencabutan kembali dari kebendak
terakhir oleh yang bersangioutan.”

Kedudukan seorang Notaris sebagai seorang fungsionaris dalam masyarakat
hingga sekarang masih disegani. Seorang Netaris biasanya dianggap sebagal seorang
pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasibal vang boleh diandalkan. Segala
sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir adalah benar) ia adalah pembuat
dokumen vang kuat dalam proses hukum. Cstra scorang Lafip-style notary vang
terdapat di Indonesia {sebagat lawan serang Anglo-Saxon natary public),

The Latin notarial office i characterized primally by the fact that the
nofary performs a public function. He Is appointed through intermediary
of the government and iy ai public’s service. The Notary in ine Latin

' Lihat:, Pasal 171 Wiruf a, Kempilasi Hukm Jsians

* Kitabh Undang-nrdang Hukum Perdata {burgerlijh Wetboeky, diterjernalkan oleh R. Subeisi
dan R. Tiitresudibio. Cet, 31, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), Ps. 938 '

® G.H.§ Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Netaris, (Jakarta: Erlangga, 1983), hirs, 238,

i Universitas indonesia
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notarial sistem is characterized by Impartiality. In performing his
Junciion he tokes accuntof the interest of afl parties involved,

The Dutch notarial systems is a so called Latin Notarial system. The
notary holds a public office and thus performs part of the task of the
State. The official is appointed by the goversment and is allocated o
place in which 1o practice. There is no question of his choosing where 16
set up practice.

In legal sistem Inspived by Romuan Law, the notary has the power io give
deeds ¢ as specific evidentiol value. In this context the notary has
traditionally been primarily a witness who, by definition, finds himselfin
a passive role. For a very long time the notary acled as a sort of
Dicraphone. The client spoke and the notary wrote. It is in the last thivty
years or so thai servitude has moved in to the background without,

however, abandoning the field altogether.

As the supreme court ruled in case in Groningen (Holland). “The

Junction of notary inlegal maltters means after all that he s

professionally bound, ty the best of his ability, to prevent misuse being
made of ignorance of the lw and actual ascendancy” (HR 20-1-1989,

NJ 1988,766).

It is the notary’s job to promote orderly legal transactions. He is an

independent and impartizl councellor and the norarial deed is the
symbol of legal security. The notary. can be comparoted with the
atiorrey, the coprperate lnwyer, the accountant, the judge and the

priest, but the concluston will abways be thar in the final walvsis there
fs not a great deal of similarity. However useful and rowerding
cooperation beetwen Notaris and atiorneys may be, there are essential
differences in professional attinde. To an attorney, § is simply
unthinkable that ke should represent the interest gf more than one parly.

He often doesn’t even understand how a noiary can possibly thik that he

can do this. He will go to the limits of what is permissible in his efforts
o cateh the other party our or make him eat dirt. Similar vbservations 1o
rax  consullant, but even nen-legally trained professionals tike estate

agents and accountants, will seldom deny their structural partialtiy.”

Kedudukan Notaris digolongkan sebagai seorang fungsionaris yang
disegani dalam masyarakat. Ia dianggap pejabat dimene juga dapat
berperan sebagad pelayan masyarakat dalam masalab hukum. [a adalah
seorang penaschat yang mandirl dan fidak memihak dan akia Notaris
merupakan simbol keamanan yang kuat. Notaris dapat dibandingkan
dengan jakss, pengecars, akuntan, hakim dan tokoh agamsz, tetapi
Notaris tidaklah sama. Scheraps menguntungkan dan bergunanya kerja

¥ Teiah digambarkan oleh MLLA Van Mourik dalam ceramabnya yang diucapkon di Jakara
pada tanggal 3 Maret 1852

Universlias indonesia
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Lad

sama antara Notaris dan Jaksa Agung tetap ada perbedean sikap kerja.
{Tericmahan penulis)

Setiap masyarakat membutuikan seseorang (figwer) yang  keterangan-
keteranganys dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serts
segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak
dan penasthat yang tidak ada cacatnya (onkrenkbaar atau unimpeachable), vang tutup
mulut dan membuat suatu perjanjian vang dapat melindunginya di hari-hari yang
akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak ssseorang ketika timbul suatu
kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah feriadinya kesulitan itu.
Dalam soal warisan peranan Notaris tidak kurang pentingya. Di negara-negara
Common Lmy soal penetapan ahlt warls dilakukan di pengadilan (eourr) dan di
Indonesia oleh Mabkamah Syari’ah untuk mereka yang membagi warisannya
menurit hukum Islam atan pengadilan negri untuk yang ingin membagi warisannys
menurut hukum adat daerahnya. Bagi mereka vang tunduk pada hukum Barat sustu
keterangan Notaris dalam akia waris (Cerrificate Van Erfrechi) cukup untuk
mencairkan vang yang disimpan dalam rekening suatu bank yang tertulis atas nama
seseorang yang telah meninggal duria, memastikan para ahli waris yang berhak
menjual harta dalam suatu warisan, atau membuka safeloker di suatu bank.’ Hasii
yvang mecolok pekerjaan seorang Nolaris ial harus mendorong para Notans opluk
secarg teliti memeriksa dan lebih 1ekun serta telap mempelajar hukum waris.

Dasar hukum kewenangan Notaris untuk membuat akta keterangan hak mewaris

adatah Pasal 135 Undang-undang Nemor 30 Tahur 2004 &entang Jabatan Notaris yang

berbunyi:

1. Notaris berwenang membuat akia olentik mengenal semua perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharugkan oleh peraturan perundang-undangan
dan/atau yang dikehendald oleh yang berkepentingan untuk dinystaksn dalam aktz
otentik, meniamin kepastian tanggal pembuatan akia, menyimpan zkia, memberikan
grosse, salinan dan kutipan akia, semuanya itu sepanjang pembuatan akla-akia itu

* Fan Thong Kie. Serba-serbi Prakiek Notaris (Jakarta: Ichtiar Baru Van hoeve, 2000), him
163
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tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atan orang lain vang
ditetapkan oleh undang-undang.
2.  Notaris berwenang puia ;

8.

b.

(I L=

8-

mengesal kan tanda tangan dan menetapkan kepastian tnggal surat di
bawah tangan dengan mendafiar dalam buku khusus;

membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus;

membuat kopi dari ash surat-surat dibawah tangen berupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat
yang bersangkutan;

melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
membierikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan aldta;
membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

membual akta risaiah lelang,

3 Selain kewwangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayst (2}, Notaris
mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila diperhatikan bunyi dari Pasal 13 ayat 3 tersebut, yang dimaksud dengan

Peraturan perundang-undangan dapat dijumpai dalam;

4.

Pasal | angka 2 UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Permndang-undangan, yang memberikan deBnisi sebogas
berikut -

{2;.  Peratoran Penindang-undangan adalah peraturan terinlis yang
dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
dan mengikat secara umun,

Pagal 1 angka 2 UU No, 8 tabun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, yang memberikan pengertian sebagai berikut :

(2).  Badan atau Pajabat Tata Usaha Nepara adalah Badan atau
Pejabat vang melaksanakan urusan pemerintahan berdssarkan

peratyran perundang-undangan yang berlaku;

Penjclasan Pasal 1 angka 2 UU No. § tabun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, yang memberikan definisi sebagai berikut :

Angka 2
Yang dimaksud dengan “persturan perundang-undangan” dalam

undang-undang ini falah semua peraturan yang bersifat mengikat
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secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat
bersama Pemeriniah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,
serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di
tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat
SECAra WM.

d. Pasal ] angka ! Perpturan Presiden No. | tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarlussan  Peraturan
Perundang-undangan, memberikan definisi sebagai berikut
{1}  Peraturan Perundang-undangan adaiah peraturan tertulis vang

dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

dan mengikat seeara urmum,

g, Dari penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No, 5 tahun 1986 temyata yang dimaksud
dengan “peraturan perundang-undangan” bukan banya “undang-undang” saja,
tetapt juga melipub sez?zzza keputusan badan atau Peiabat Tata Usaha Negara,
baik i tingkat pusat maupun i tingkat dacrah, yang jugs bersifat mengikat
SGCATA TANUIM.

£ Pasal 7 avat | dan 4 UU No.10 tahun 2004 disebutkan bahwa ¢
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai

berikui:

a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1948,
b.Undang-Undang/Peraturan Pemeriniah Pengganti Undang-Undang;
¢.Peraturan Pemeriniah;

d. Peraturan Presiden;

@. Peraturan Dasrah,

(4)  lenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), digkui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat  sepangang  diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-
undangan yang lebih finggi.

g Pasal 42 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
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{1} Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenal bidang
tanzh hak yang sudab didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun
sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud
dalamn Pasal 36, wajib diseralikan oleh yang menerima hak atas tanah
atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebapai
warisan kepada Kantor Pertanshan, sertipikat hak yvang bersangkutan,
surat kematian orang yang namanya dicatat sehagai pemegang haknya
dan surat tanda bukti sebagai ahli warls,

Penjelusan Pasal 42 ayat | alinga 3 dari PP No. 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah

Surat tanda buknn sebagal ahli waris dapat berupa Akts Keterangan Hak

Mewaris, atau Surat Penctapan Ahli Warls atau Surat Keterangan Ahli Waris,

Dengan demikian, mska PP No. 24 tahup 1997 dapat dianggap sehagai

Peraturan Perundang-undangan yang lebib tinggi dari ketentuan Pasal 111

ayat 1 huruf ¢ Peratuvan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Masional No. 3 tahun 1997 yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 UU No. 16

Tabun 2004,

Alas Jasar uraian lersebut, maka Sweat Direktur Jenderal Agrarin atas nama

Menterl Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 196 No. Dpt/12/63/12/69

tentang surat keteranpan warisan dan pembuktian kewargancgaraan juncto

Pasal 42 ayat 1 PP Meo. 24 tshun 1997 tentang Pendaltaran Tanah Juncio

keteniuan Pasal 111 ayat 1 huruf ¢ Peraturan Menter] Negara Agraria/Kepala

Badan Pertapahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tenah, vang

berbunyi ;

¢. Suret tanda bukii sebagai abii waris vang dapat berupa

I. VWasiat dari pewaris, atau
I, Putusan Pengadilan, atau
IT1. Penetapan Halkim/Ketua Pengadilan, atau
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,

1. Bagi warga negara Indonesia penduduk ashi : surat
keterangan ahll warix yang dibuat oleh para ahli waris
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan
oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal
pewatis pada waktu meninggal dunia.

ii. Bagl warge negera Indonesia keturupan Tionghos : Ak
keterangan hak mewaris dari Notaris,

iii. Bagi warga negara Indonesia keturuman Timur Asing
linnya : Surat Keterangan waris dari Balal Harta
Peninggalan,

Juga termasuk dalam pengertian “peraturan perundang-undangan” yang
dimaksud dalam Pasal 13 ayat 3 Undang-undang Jabatan Notaris.
Berdasarkan penjelasan  dan  definisi mengenal pengertian  “peraturan
perundang-undangan” vang dimusl dalam penjelasan Pasal | angka 2 UU No.
5 tahun 1986 dan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 10 tahun 2004 tentang
pembentukan  Peraturan  Peundang-Undangan  tersebut  diatas, prakiik
pembuatan akta keterangan hak waris oleh Notaris bagi mereka yang tunduk
pada Hukum Waris menurut KUHPerdata, masih dapat diberikan dan
dilanjutkan berdasackan kefentuan Pasal 15 ayat 3 ﬁndang»«undang Jabatan
Notaris juncto Surat Dirjen Agreria an. Mendagri tertanggai 20 Desember
1969 No. Dpt 12/63/12/6% juncto Pasal 42 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997 juncto
Pasal 111 ayat | huruf ¢ angka 3 PMNA/KRBPN No. 3 izhun 1997 tersebut
diatas.

UU No 30 tahun 2004 tidsk mengatur secara tegas fentang kewenangan

Notaris untuk membuat akta keterangan hak mewaris sebagaimana pernah ada pada

kettka masih dalam bentuk Rancangan Undang-undang, hal ini mungkin dengan

pertimbangan karena hukum waris merupakan bagian dalam bidang hukum yang

sangat rawan karena berkaitan dengan agama dan kebhinekaan adat istiadat, karena

ity untuk sementara ini dibiarkan saja dan secara bertahap dikondisikan untuk secara
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mantap menuju cita-cita kesatuan dan persatuan bangsa dengan cara melakukan
unifikasi hukum.

Dalam membuat wasiat yang perfu diketahui oleh seorang Notaris adalah
mengenal pengaturan atas kewarisan itu sendiri, karena Indonesia adalah nepara
plutal yang memiliki berbagai macam keanckaragaman, sehingga hukum waris yang
berlaku di Indonesiapun ada berbagal macam yaity, hukum waris Islam, hukum waris
Barat, dan hukum waris adat. Setiap hukum waris tersebut memiliki beberaps
perbedaan dan karakteristilk,

Pembuatan wasiat yang tunduk pada hukum waris yang berbeda harus
memperhatiken ketentuan-ketentvan dari hukum waris #u sendiyi karena masing-
masing hukem waris memilili perbedaan yang mencolok dari masing-masing
keterntuannya. Dalany bal ini Notaris selaku pejabat pembuar akta wasiat harus
memahamt setiap ketentuan darl hokum warls vang berlaku di Indonesia hal ini
berkaitan dengan fangsi Notars scbagal seseorang (figer) yang keterangan-
keleranganya dapat disndalkan, dapat dipercayal, -yang tanda tapgannva serta
segeinya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memilak
dan penasihal yang tidak ada cacainya (onkrenkbaar ataw unimpeachable), yang tutup
mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-han yang
akan datang ® .

Membicarakan masalah kewarisan tidak terispas dari Harta Peninggalan. Harta
Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang merupakan Harta
benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.” Dalam masalah harta
peninggalan zerkadang sescorang lebih  memilih  bentuk  pembagian harta
peninggalannys kepada para abli warisnya dalmn bentuk surat wasiat (festament).
Kecenderungan untule memilih wasiat dalam pembagian harta peninggalan, umumnya
dipilih wntuk menghindari konflik yang berkepanjangan ates harta peninggaslan
tarscbut, Hal ini dapat dipahami karena pads umumnya pewaris tidak ingin harta

¢ Tan Thong Kie, Op Ciz,, him162

7 Lihat: Pasal 171 burufd, Buku [ Kempilasi Huknm Isiam,
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peninggalannya dapat dinikmati oleh pihak-pihak lain selain abli warisnya. Pewaris
bissanya berkeinginan hanyalah garls keturunan kebawah yang dapat menikmati harta
peninggalannya, Secara praktk, memang lebih mudah melakokan pembagian harta
peninggalan yang berdasarkan pada surat wasiat dibandingkan dengan pembagian
harta peninggalan berdasarkan pewarisan mengingat dalam pewarisan sering timbul
suatu perselisihan sekitar soal sinpakab ahli warisnya den siapakah yang berhek
memperoleh hak milik atas harta warisan, Dalam menyelesaikan pembagian harta
peninggalan, umumnya pihak keluarpa meminta kepada crang yang dienggap
berwibawa, Dalam buku-buku Hukum Indonesia sering ditemukan uraian yang
mengemukakan bahwa pada jaman kolonial Belanda, Hukum Islam dipandang
sebagas bagian dari sistem Hukum adat (terutams sekali dalam masalah hukum
perkawinan.8 Hal ini dikenal dengan Teori Resepsi. Teori ini dikemukakan oleh
Christian Snouck Hurgronje {1957-1936). Teod ini merupakan suatu penjelmaan dari
kehendak Pemermtah Kolonial Belanda unwk lebih dapat menguasal wilayah
jajahannya, Mepurut H.J, Benda, pada abad ke-19, banyak orang Belanda, baik di
negerinya sendiri maupun di Hindia Belanda yang sangal berharap scgera dapat
menghilaugkan pengarah Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan berbuagai
cara, diantarenya wmelalzi proses kristenizasi. Banvak orang Belunda vang
beranggapan  bahwa  pertukaran  agama penduduk  menjadi Krislen  akan
menguntungkan Belanda karena penduduk pribumi yang sudah merasa erainys
hubungan agama mercka akan dapat menjadi warga negara vang loyal lahir batin
kepada pemerintahannya. Maka dimwlailah pelaksanasa “politik hukum yang sadar”
terhadap Indomesia yaitu politik hukum yang dengan sadar hendak menata dan
mengubah kehidupan hukum di Indonesia,

Berdasarkan hasil penyelidikannya terhadap orang-orang Acch dan Gayo di
Banda Aceh sebagaimana termuat dalam bukunya “De Adgehers” dan “He
Gayoland”, dia mengemukakan teorinys yang mengatakan bahwa yang berlaku bagi
orang Islam dikedua daerah itu bukanlsh hikum Islam, tetapt hukum adat. Ke dalam

¥ Subrawardi K. Lubis den Komis Simanjutak, kukum Waris Jsiom, cet. 2 (Jakanta: Sinar
Gyafika, 2007), hba 11
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hukum adat memang telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh ity baru
mempunyai kRekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat.
Pendapat inilah yeng kemudian terkenal dengan sebutan Theorie Receptie (teor
Resepsi) yang banyak pengilast di kalangan ahli hukum. Teori itu kemudian
dikembangkan lebih lanjut secars sistematis dan ilmigh oleh Comelis van
Volienhoven dan Bertrand ter Haar,

Dengan teori ini, banysk ketentvan perundang-undangan yang dirubah das
discsuailcan dengan jiwa teort receptie mi. Sebagai contoh, teori ini terumus dengan
Jelas pada perubahan bunyi Pasal 78 ayat (2} RR, Tahun 1855, menjadi Pasal 134
ayat (2) 1.8, (Indische Staais regeling), Tahun 1929 yang isinya kemudian menjadi:”

“Dalam bal tepjadi perkara antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh
hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh
tidak diteptukan lain dengan sesuatu ordonansi®,

" Berdasarkan bunyi Pagal ini kermudian Prof. Hazairin (guru besar iimue Hukum
fzlam dan Muokum Adat di Fakultas Hulkum Universitas Indonesia), menvebut teor ind
sebagai teori “Iblis™ dismbil dari singkatan .S, yang disisipi huruf “bli” dikarenakan
berakibat menjauhkan orang Islam dari menisati kefentuan kevakinan agamanya
bahkan menpajak orang untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintab Adlah dan
Sunnah Rasul-Nya.'® Beliay mengatakan bahwa menurut teori ini, hukum fsiam
bukanlah hukum kalau belurn diterima ke dalom hukn adat, namun kalau bukum
Islam sudah diterima oleh hukum adat, maks tidak lapgl dikatakan sebagai hukom
Istam melainkan sudah menjadi hukum Adat yang bam. Teori il mendapat banyak
tantangan dari tokoh dan pemikir Hukum Islam di Indonesia. Hal ini dikarenskan
teori ini mengandung maksud-maksud politik untek menghapuskan hukum Islam dart

Indonesia.

? Sajuti Thalib, Receptio @ Comrario-Hubungoms Hukum Adar dengary Hutum Isiam, {Jakoria
PL Bina Aksara, 1985), him. 38,

® Davd A, Hukwm Islam-Pergantar Himu Hukam don tata Hukwnr Istam df Indonssta, Bdist
ketiga, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1993) hlm. 220,
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Dalam  kaitan dengan  kebijakan pemerintah Hindia Belands untuk
melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam ini upays yang dilekukan
adalah sebagai berikut:'*

a. Tidak sama sekali memasukkan “fudud” dan “gishask” dalam lapangan
huknm pidana. Hukum pidana yang berlaku dioper langsung dani Werboek van
Straafrecnt dari Nederland yang diperlakukan sejak Januari tahun 1918

b, Dalam hukum Tata Negara ajaran Islam yang menvangkut hal tersebut
dibancurkan sama sekali. Pengajfan ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan
pelajaran agama dan menguraikan hadits dalam politik tentang kenegaraan
atau ketatanegaraan dilarang,

¢.  Mempersempit hukum muamalah yang menyangkut hukum perkawinan dan
hukum  kewsrisan, Hukum kewarisan Islam  diusshskan tidak berlaku,
Langkah-langkah yang diambi! dalam masalah hukum kewarisan adalah:

i Menanggalkan wewenang Read Agama di Jawa dan Kalimantan Selatan
untuk mengadili masalah waris,
i Memberi wewenang memeriksa masalah waris kepada Londraad.
iil Melarang penyelesaian dengan hukum Jslam, jika di tempat adanya perkara
tidak diketahui bagaimang bunyi lukom adat.

Secara {uktual umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar kelompok mayoritas di
Indonesia, tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari wmat Islam di duma oleh
karenz itu periu diketahui bahwa. Hukum Waris islamn sebagai hukum yang dibuat
dan berleku terutama bagi umai tersebut adalah merupakan hukum dengan subyek
vang besar,'? sehingya betapapun dalam kondisi yang demikian Hukum waris Islam

menempati posisi yang sangat strafegis bukan saja bagi umat Islam Indonesia tetapi

B fchtilame, Hukum Islam dan Hubum Nasional, Uakavta: Ind-Fil Co, 1980), him 38

¥ Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia yang mengadakan sensus setiap 10 Tahun
sekall, data 1erakhir tahon 2000, yvang surveinya dilakukan terhadap 201.241.999 responden (BPS
memperkirakan bahwa sensus tersebut tidak diikuti oleh 4,6 juta orang) dalam iaporannya, terdapat
88,22 % {(persen) jumlah pendnduk Indonesia mengaku sebagal musliny (beragama Islam),
httpfiwww BPS oo iidata/penduduk®lslampdf. Diakses pada tanggal 10 Feluuari 2009
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bagi dunia Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi vang strategis
delam sistem Hukum Indonesia. Sckalipun negara Republik Indonesia bukan
merupakan sebuah negara Islam, akan tetapl dengan menetapkar Pancasila (terutama
sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagal dasar negara dan satu-satunya asas
dalam kehidupan berbangsa dan bemegara, Hukum Waris Islam secara tidak
langsung menempati posisi penting sekali, dimana dalam Undang-undang Dasar 1945
ditegaskan pula bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan unluk beribadat menurut agama dan
kepercayasnnya. Landasan konstitusiomal ini adalah merupakan jaminan formal bagi
setigp muslim dan omat Islam di Isdonesis untuk melaksanakan keteptuan Hokum
[stam dalam hidup dan kehidupainya di tengah-tengab masyarakat dan bangsa
[ndonesia serta dalam kehidupan bernegara terutama di bidang hukum waris. Oleh
karana itu para Notaris diharapkan dapat berperan melayani masyarakal vang
membutehkan Akta waris sesual, sedangken apabila tepadi sengkeia dalam
pembagisn harla warisan [tu, penpyelessiannyas menjadi kompetensi Pengadilan
Agama®,

Pengadilan  agama merupokan salah satu pengadilan yang berwenang
menyelesaikan sengketa waris Isiam dan merupakan salah satu lembaga peradifan
yang ada di Indonesia. Lembaga peradilan telah menjalankan peran sebagal pembagi
waris sejak 1882, Pada tahun tersebut, pemerintah Hindia Belanda telah
mengeluarkan Stb. No. 152 tahun 1882 yang memberiken wewenang pada peradilan
untuk membagi waris, Peraturan tersebut diperbabarui dengan Stb, No. 116610
ighun 1937, Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda lembage peradilan
mempunyai lingkungan dan susunan serta lingkup kekuasaan yang berbeds-beds, H

Dalam perkembangannya Lembaga Peradilan Agama di Indonesia sempat
beberapa kali mengalami penyempurnaan-penyempurnaan, terutama sekali dibentuk

Y Afdol, “Pengembangan Teorl Implementasi Hukum Waris Islam di Indonesia” {pidato
disampaikan pade pengulauban gury besar ilmu kukum universitas Alrlanggs, Surabays 23 Februari

2008).
“ Sunomo, Bob-hab Tentang Hukum Istam, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hirai7.
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secara berangsur-angsur, dan klimaks dari penyemopurnaan tersebut terjadi pada
tanggal 29 Desenber 1989, yaitu dikelnarkannya Undang-undang tentang Peradilan
Agama yaity undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Lembaran Negara tahun 1589
Nomor 49, Undang-Undang ini menelapkan wewenang Pengadilan Agama, yait: "

1} Pengsdilen agama bertuges dan berwenang memerikss, memuius dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkaf pertama antara orang-orang yang
beragama {slam di bidang:

a. Perkawinan

b. Kewarisan, wasist, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum
Islarmy;

¢, Wakaf dan shadagah.

2; Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud ayat | huruf g jalah hal-hal
yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan
yang berlaku,

3) Bidang kewarisan yang dimaksud dalam ayat (1) hurof b ialah penentuan
siapa~siapa yang menjadi ahli warls, penentuan mengenai harta peninggalan,
penentuan bagian masing-masing ahll waris, dan melaksanakan pembagian
harta peninggaian tersebut

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 masih membuka kemungkinan
tentang hak opsi, hak dimana para ahdi waris memiliki hak untuk memilih hukum
waris mana yang mereka sukai untuk menyelesaikan perkara warisan mereks, Hal ind
karena berlakunya asas personalitas keislaman yang dapat dilihat Dalam penjelasan
Pasal 49, dimana disebutkan:

Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama islam” adafah
termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan
diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang merjadi
kewenangan peradilan agama sesuat dengan ketentuan Pasal ini.’

Datam hal ini terlihat bahwa pembuat Undang-undang ini scbenarnys masih ragu-
ragu (belum konsekuen), sebab dengan adanya ketentuan hak opsi ini maka ketentuan
yang terdapat di dalam Pasal 49 ayat {2} huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun

* Litat: pasal 49 UU No. 7 Tahue 1989 Tentang Peraditan Agama.
* {hat- penjelasan Pasal 4% huruf ¢, d, & Undang-undang Nomor 3 Tahun 2066 smenting
perubahan atas Undang-undang Norsor 7 Tahun 1989 teatang peradilan agama.
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1989 tersebut telah dianulir.”? Mengenal hek opsi ini biza menjadi masalah barn
dalam pembagtan harta warisan, sebab para pihak cenderung memilih hukum sesuai
dengan kepentingannya sendiri, yaitu hukum yang bisa memberikan peluang untuk
mendapatkan pembagian warisan yang lebil: menguntungkan dirinya. Jika para pihak
berpendapat dengan sadar, nilzi-nilai hukum Eropa lebth adil, itulzh yang akan
diterapkan dalam menyelesaikan pembagian warisan. Jika hukom waris Islam yang
dipandang lebih adil, undang-undang tidak melarang. Sepenuhnya terserah kepada
mereka untuk menentukan pilihan, Hakim tidak berwenang untuk memaksakan
pitthan hukum tertentu. Pemaksaaa deri pthak hakim adalah tindakan vang melanmpoi
batas kewcnangan dan diangpsp bertentangan dengan “ketertiban umum”™ dan
undang-undang. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan serta
meminta agar pembagian dinyatakan batal dan idak mengikat Dalam pilihan hukum
iny, tidak akan menjadi masalah jika semua pihak sepakat untuk memilih salah satu
hukum vang akan dijadikan dasar dalam memecahkan masalah kewarisan, dan
mereka juga mau menerima dengan sadar konsekuensi vang timbul dari pilikan
hukum yang mereka lakulkan. Akan tetapi akan menjadi masalah, bila masing-masing
pihak memilih hukum yang berbeda-beda.

Pada perkembangannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian
dimandemen menjadi Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU
No 7/198D tentang Peradilan Agama dimana Kewenangan Peradilan Agama
diperiuas. Tidak hanya sebatas mengadili masalah perkawinan, warls, wasiat, hibah,
sedekah, wakal orang Islam, fotapi juga bidang usaha ekonomi syari’ah yang dapat
dilihat dengan adanya 42 perubahan, perubahan itu terdapat dalam beberapa Pasal.
Salzh satunya adalah Pasal 49 ayat 1 huruf b mengenai kewenangan pengadilan di
bidang kewartsan adaleh menjadi mengenai:

a} Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
h) Peneniuan harta peninggalan

¢) Bagian masing-masing ahli waris

d) Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

' Subrawardi K., Lubis dan Komis Simanjutak. Op. Cit., hlm 16
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Dalam penjelasan Pasal 49 memang menyebutkan mengenai wasiat Narmun
demikian mater] Hukum Waris Islam tetap berada dalam buku 11 Kompilasi Hukum
Islam yang berpayung hukum pada Inpres No. 1 tahun 199]. Dalam
perkembangamnya, saat ini buku | Kompilast Hukum Islam (tentang perkawinan)
telahy diundang-undangkan menjadi UU No.1/1974 zcniang perkawinan, buku [}
Kompilasi Hukum Ilelam (tentang wakafy ielab diundang-undangkan menjadi UU
No.40/2006 tentang wakaf. Sudah selayaknya buku II Kompilasi Hekum Islam
{tentang waris) juga dibuat Undang-Undangnya.

Notaris sehagai pejabat negara mau tidak mau dengan adanya perubaban pada
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama terkena dampaknya
juga, yaitu dalam hal akta wagiat yang dibuat oleh Notaris. Dengan adanya Undang-
Undang Nomeor 3 Tahun 2006 setizp orang Islam harus tunduk terhadap hukum Waris
Islam yang bebeda dengan hukwp warls baral maupun bhukam waris adac
Penpetahuan vang cukup dari seorang Notaris mengenai hukum warls [slam sangat
diperfukan untuk menentukan keabsahan akta wasiat yang dibuatnya itu, dimaena akta
" wasiat vang dibuat oleh Notaris tidak melengger ketentuan hukum Islam apabils
penghadap adalah orang Islam. Belain Notars, diperfukan juga shering diantara
peiabat teras di lingkungan Notaris (Ikatan Notaris Indonesia}, Departemen Agama
-dan Departerier Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk sestalisasi Hukum Waris
 Islam.

Selama ini bagi Surat keterangan waris bagi penduduk asli Indonesia yang dibuat
oleh para ahli waris dan diketahui oleh RT/RW, lurah dan camat didasackan pada
sural Mendagri Dirjen Agraria Kep. Direktorat P.'T ub. Kepala Pembinaan Hukam
{R. Supanii) No. Dit/1 2/63/69 (20-12-1969). Surat edaran Dirien int dapat dikatakan
kurang tepat, dikarenakan dalam isi surat tersebut dikatakan bahwa “Penduduk ash
‘bagaimana berlaku’ hukum adat™ Padahal pribumi yang Islam tidsk tunduk pada
hukum adat, melainkan hukum Iglam,

Kemudian apabila dicermati dengan teliti, akan ditemukan bahwa
a. Format keterangan waris yang diketahui oleb RT/RW, lurah, camat ind tidak

memiliki standar, bentuknya bermacam-macats.
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b, Data-data yang terdapat dalam keterangan waris kurang akurat, Tidak terdapat
data yany berkaitan denjan wasiat, Padahal wasiat adalah hal yang nmum ada di
masyarakat,

¢. Demikian pula dari sisi kebenarannya, keterangan waris masih dipertanyakan
otentitasnya, Seringkali apa yang tertulis datam keterangan waris berbeda dengan
kenyataan sebenarnya, seperti : tidak sehuruh hli waris tercanturm dalam
keterangan waris, bahkan ahli waris tidak menandatanginya di hadapan lurah dan
camat vang bersanzkotan,

Oleh karen itu, sudab saainya pemerintah mengeluarkan peraturan setingkat

Peraturan Pemerintah yang meéngatur fentang pengurusan keterangan waris sepertl

hainya Notaris membuat keterangan waris untuk warga keturunan Tionghoa dan

orang barat demi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para ahli waris
1.2 Permasalahan:

1. Ragaitmana implementasi Pasal 4% Undang-midang Nomor 3 Tahun 2006 jo
Pasal 193 Buku I Kompilast hukum Islam lerhadap alita yang dibuat ojeh
Notaris?

2. Bagaimana konsep hukumn kewarisan Islam yang mendasari pembualan akta
wasiat yang notarid?

3. Bagaimana kekuatan hukum akts wasiat vang notariil terhadap para pthak
dalam akia tersebul dan terhadap pihak ketiga?

4. Aspek-aspek hukum apa saja vang perlu dituangkan jika Buku l Kompilasi
Hukum Islam tentang kewarisan yang skan dijadikan sebagal Undang-undang

kewarisan?

1.3 Tujuan Penelitian
Dari Pokok Masalah yang telah dikemukakan di ates, raaka dapat ditarik

tujuan penelitian ind adalsh untuk;
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1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh atas akta wasiat yang dibuat oleh Notaris
dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

2. Mengetahut dan memahami konsep Hukum Wars Islam dalam hal pembuatan
akta wasiat yang notasiil. ‘

3. mengetahui kekuatan hukumn akia wasiat yang notariil terhadep para pihak
dalam akta wasiat

4. Untuk menganalisis Aspek-aspek hukum apa saja yang perlu dituangkan pada
Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan apabila akan dijadikan

sebagai Undang-undang.

1.4 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunskan adalgh metode penelitian yuridis normatif

dimana penelitian dilekukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan dan
bahan-bahan laip yang berkaifan dengan permasaiahan yang akan dibahas sebingga
diperoleh dasar hukum dari pepelitian yang dilakuken. Sebagai data dasar dalam
penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau studi dokumen yang merupakarn
data sekunder yang bessifat publik.'® Sumber informasi dalam penelitian hukum yang
berupa data sekunder terdiri dari:

.. a) Bahan-bahan hukuy primer, yaitn babap-bahan hukum veng isioya
bersifat mengikat, meliputl norma dan kaidah dasar, peraturan dasar
2iseria peraturan perundang-undangan. Yang termasvk bahan hukam
primer vang digunakan disini adelah Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Menten, afsupun peraturan oforitas khusus
Kode etik Notaris yang berhubungan dengan pembuatan akta wasiat.
Peraturan perundangan yang dimaksud mencakup ketentuan dalam
Kitah Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentng Jabatan Notaris,Undang-undang Nomor 7 Tahun

* Soerjono Soekants, Pengantar Peneltion Hubwm, cer. 111, (fekarta; Universitas lndonesia.
20063, him. 12,
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1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi hukum
Islam

b) Bahan hukum sekunder, dapat berupa hasil penelitian atau hasil karya
lain di bidang hukum. bahan hukum sekunder penulis peroleh dari
bahan-baban pustaka untuk mengkaji ketentuan hukum Islam yang
penulis ambil dart kitab terjemati Al-Qur’an, kitab-kitab hadits dan
buku-buku ataupun kumipulan tulisan yang ditulis oleh para ulama
Islam,

¢} Bahan hokuem fortier yaitn baban hukum yvang memcberikan petuniuk
atau penielasan terhadap bahen hukaun primer atau sekunder, berupa
kamus, ensiklopedia dan sehagainya juga dipakai dalam penelitian ini.
Bahan-bahan tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan hal-hal vang
kuraug dapat difelaskan oleh bahan hukum sekunder,

Seluruh bahan-bahan hukum vang telab dikompulkan baik berupa peraturan
perundang-undangan. hastl penelitian dibidang hukum, buku-buku, majalah, mwedia
elektronika, wawancara dan sumber lain yang berkaitan dengan pokok hahasan,
dianalisis secara sistematis berkaitan dengan permasalahan vang ada. Kemudian data
dioiah secara kualitatif sehingga penelilan ini akan menghasilkan data yang
preskriptif analitis, dimana penulis memberikan jalan keluar alan saran-saran untuk

mengatasi permasalahan yang ada,”

1.5 Sistematika Penuldisan

Tesis ini terdiri dari 3 {tiga) bab vang berkaitan dan untuk melihat kaitan dari
tiga bab tersebut digunakan sistematika sebagai berikutt Bab 1 merupakan bab
pendahuluan yang menguraikan metgenai latar belekang permasalehan schingga
bahan permasalahan inl menjadi bahan penulisan, rumusan permasalaban denpun
maksud agar pembuca dapat melihat pokok permasalahan dari penelitian yang

dilakukan, metode penelitian yaitu perihal metode yang digunakan oleh penulis dalam

® 1bid, hlm 10,
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melakukan penelitian dan sistematika penulisan yang dimaksudkan untuk
memberikan gambaran keseluruhan dari uraian dalam tesis ini. Bab 2 terlebih dahulu
memaparkan mengenai segi teoritis dari tesis ini, baik mengenai hukum waris Islam,
perkembangan hukum Waris Islam, akta wasiat yang notariil. peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang mengatur mengenai hukum Waris
Islam dan Notaris sebagai pejabat pembuat akta wasiat, Dan pada bagian akhir bab ini
akan menganalisis aspek hukum yang perlu dimasukkan jika Kompilasi Hukum [slam
tentang Kewarisan. Bab 3 merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari uraian
dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis mencoba memberikan jawaban
terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 1, sedangkan jika ditemukan
fakta baru yang berkaitan dengan permasalzhan yang dibahas maka oleh penulis akan

dimasukkan kedalam saran-saran.
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BAB2
HUKUM WARIS

2.1 Hukum Wark Secara Ummn
2.1.1 Pengentian Hukum Waris,

Hukum waris adalab serangksian ketentuan yang mengatur peralihan warisan
sescorang yang meninggal dumia kepadn seorang lain atau lebih ferfrechn.™
Sedangkan menurut R Soerejc Wongsowidioie hulum warts adalah hukum yang
mengatur mengenai apa yang harus ferjadi dengan harta kekayaan seseorang vang
meninggal dunia atay dengan kalimat [aip hukum waris mengatur tentang peralihan
haria kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibat-akibat
bagi para ahli warisnya®' Sedangkan menurut para sarjana hukum warls pada
pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang
meninggal dunia kepada satu atay beberapa orang lain.2? Menurut Ffendi Perangin-
angin hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang
ditinggalkan seseorang vang meninggal serta akibainya bagi para ahli warisnya,™
“Warisan” menurut Magifuk Zuhdi alah “semua harta benda yang ditinggalkan ciel
seorang yang meninggal dunia, baik berupa barang bergerak maupun barang fidak
sergerak, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut-pautnya

dengan hak orang lain, misalnya barang vang digadaikan sebagal jaminan atas

B van Thang Kie, Op O, bim. 80

M oLihar BH Soerpio Wongsowidiofo, Hukum Wards Perdata Barat {8.37). Dikiat Cet2,
{iakarta, 19901, Bim. &,

2 5 satvio, HukumWaris, (Bandung: Alumni, §992), blm. 8.

= Effend: Perangin-angin, Hukem Worlks, (Jakarig; PT Raja Grafindo, 1997}, him. 3.

20 Universitas Indgnesia

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH Ul, 2009



21

hutangnya pada wakiu ia masih hidup.® Sedangkan menurut pendapat Wirjono
Projodikore, bekas Ketua Mahkamah Agung Indonesiz bahwa hukum waris adalah
hukum-hukum  atau  peraturan-persturan  yang mengatur tentang  apakah dan
bagairmanakah berbaga% hak-hak dan kewajiban lentang kekayaan seseorang pada
wakiu iz meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup®
Menurut Idris Ramulye hukumn kewarisan adalah himpunan atran-aturan hukum
yang mengalur tentang siapa ahli waris yang berhak mewsrisi harta peninggalan
seorang yang mati meninggalkan harta peninggalan, bagaimana kedudukan masing-
masing ahli waris secara adil dan sempurna.®®

DPengan wraian terscbut dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai hukum
waris dengan harta warisan atau harta peninggalan mempunyai hubungan erat satu
sama lain, jadi hukum kewarisan adalah hukuam yang mengatur tentang kekayaan
seseorang, apabila orang tersebut telah meninggal dunia, siapa subyeknya, berapa
hesarnya dan batgsan-balasan yaog dapat diberikan ferhadap haria kekayaan kepada
subych warsis,

Dalam membicarakan inasalah Hukum Warts Islam sama saja dengan hukum
waris pada umumnya tdak terlepas dari harta peninggalan, harta peninggalan dalam
bahasa Arab disebut dengan sirkehtarikah’ Yang dimaksud harta peninggalan
adalah sesuatu yang difinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang
berbentuk benda Charta benda} dan hak-hak kebendaan, serta halc-hak yang bukan hak
kebendaan.”® Pengertian harta peninggalan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah
harta vang ditinggalkan oleh pewaris baik vang bemipa harta benda yaug menjadi

M Masjfuk Zuhdi, Stud Ielarm, jitid 1, cet 1. {Jakaria: Rajawali Pers, 19883, him. 57.

2 Widono Projodikore, Mubum Waris D4 Indonesia, {Bandung: Gravenshage Vorkin Van
Hoeve, 1958), him. 27,

* M. 1dris Ramulyo, Mukum Kewarisan Isiom, cet ke-2, {Jukarta; Inde Hill-co, 1987}, him.
30.

7 Sutrewsrdi dan Komis Simanjutak, Op, Cir, im, 50,

E thid
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miliknya maupun hak-haknya.?® Sedangkan menurut R.H Soercje Wongsowidjoio
harta peninggalan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan poedel-nulatenschap)
Harta peninggelan menurut pendapat penulis adalah harta kekayaan baik berupa harta
benda maupun hak-hak vang merupakan hak milik pewaris yvang ditinggalkan pada

saat pewarls meninggal dunia.

2.1.2 Hukum Wasis di Indonesia.

Sebelum membahas mengenal hukom kewarisan Islam maka terlebibh dahulo
harus mengstabui sumber hukum dan perkembangan hukum waris di Indonesia dari
kondisi kekeluargaan hukum kewarisan di Indonesta. Untuk orang-orang Indonesia
asli tidak memiliki sifat kekelvargaan, tetapi ada juga di beberapa daerah yang
memiliki berancka ragam kekelusrgaan, yang dapat dimasukkan dalam beberapa
macam golongan, yaitu:”

1. Sifat Kebapakan (pafricrehoa, Vaderreohthijky

2. Sifat Keibuan {Matrierchoat, moenderrechtelifh)

3, Sifat Kebapakan-ibuan (parental, ouderrechtetijk)

Meninjau uraian kalimat wersebut, maka dapat dipghami peraturan hukum warns di
Indonesia terdir! dari tiga macam yaity, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan
Hukum Waris Baral yang diatur dalam Burgefifk Wetboek {BW). Antara Hukwin
Waris Barat, Hukom Warls Islam, dan Hukum Warls Adat terdapat perbedaan,

sebagaimana ternyata dalam tabel berikut ini:*

o Huloum Waris Barat Hukym Waris Isiam Hukinn Waris Adat

% 1 that Pasal 171 Tarsif 8, Buku [T Kompilasi Hubum {slam.
® Lihar: R.H Soeroio Wongsowidiale, Zoe. Cir., him. 86,

¥ Oemarsalim, Dosar-Dusor Hukum Woris DI Indonesie, cet 2 {Jakarta: Rineks Cipta,
1997), him. 6.

% 1 ikt jugn Saifudin Arief, Hukum Woriz Isiom dan PrakickPembagian Harta Peninggalon,
{Jakarta: Darunasiah Production house, 2007), hlm. 386.32,

Universitas indoneala

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH Ul, 2009




23

Sumber Hukum: Kitab | Sumber Hukum: al-Qur’an, | Sumber Hulkum:

Undang-undang Hukum | Hadist, dan Ijtihad Adat/Kebiasaan dan
Perdata. Yurisprudensi.
Sistem Kewarisan: Sistem Kewarisan: Sistem  Kewarisan
a. Bilateral, a. Bilateral, mewaris | bervanasi:
mewaris menurut menurut  garis  ibu a. Bilateral,
garis ibu maupun maupun bapak. mewaris
bapak. b. Individual, ahli waris menurut
b. Individual, ahli adalah perseorangn garis ibu
waris adalah bukan kelompok maupun
perseorangn bapak.
bukan kelompok b. Patrilinial,
mewaris
menurut
garis bapak.

¢.  Matrilimal,
mewaris
menurut
garis ibu.

d. Mayorat,
ahli waris
adalah anak

sulung.

Terjadinya pewarisan | Terjadinya pewarisan karena: | Terjadinya

3 Tan Thong Kie, Op. Cit., hlm 92.
3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (burgerlijk Wetboek),Op. Cir., Pasal $13.

» Ibid, Pasal 139-185.
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Lh

korena:
A, Menurut
Undang-undang,
yaitn:  adanya

hubungan daral
dan adanya
perkawinan {458
Intesiato}
B. Karena ditunjuk
(testamentair)
Berbeda

Mendapal Wansas

Agamsl

Sistern  Golangan  Ahli
Waris:™

I anak sah pewaris atau
keturunan mercka dan
yang
ditinggal (Pasal 852 BW)
I mendapat

tidak

suami afap  istrl
giliran
pda

dari

apabila

seorangpi
golongan pertaina yang
dapat mewarisi. Mereka
adalah: kedus atau saiah
sata  orangtua  pewsaris
yang masihk ada bersama-

dengan
pewaris atau  keturunan

sama saudara

A. Adanys hubungan darah.

B. Adanya perkawinan.

Perbedaan  Agama  Tidak

Mendapatken: Warisan

Tidak ada sistem golongap
ahli waris tetapi ads sistomn

hiiab.

Pewarisan karena:

A.Adanya Hubungan
Parah.

B. Adanva
Perkawinan,

C. Adanva
Penganpkatan
Anak

RBerlseda

Mepdapal Wartyan

Agama
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saudara u (Pasal 834
BW).

i mendapat giliran jika
tidak ada seorangpun dari
golongan kedua yang
dapat  mewarist  dan
mereka adalah kelvarga
sedarah dalam garis lurus
ke atas dengan kefentuan
stape  yang  terdekat
derajatnya dengan
pewaris, menerima
sefuruls  warisan  {Pasal
853 ayat 2 BW)

Y.  mendapat gilivan
apabila tidak ada orang
dari  golongan  ketiga

yvang dapat mewarisi.

Mereka adalah hubungan 1

darah ke samping lainnya
Ahli  warls mempunyal
langgungjawab

kebendaan {ulang,

pinjamarn)

Bagian  laki-laki  dan

pererpuan adalah sama

Sebagiannva ahli warns,

Ahii waris hanya
bertanggungjawab  sampai

latas harta peninggalan

Bagian laki-laki dan anak
perempuar adalah 2:1

Bagian ahli waris tertentu

Abli  waris hanys
bertanggungjawab
Sampai batas baria

Peninggalan

Bagian laki-laki dan
perempuan  adalah

sama
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10

i1

12

sebagiannya tertentn
{Pasal §54 BW)

Ansk/snami/istri

{golongan 1) menutap
Orang tua {golongan 1)

Anzk Angkat Mendapat
warisan

‘Wasiat dibatasi oleh laki-
laki dan wanita (Bagian
mutlak/ Legitimie Portie
adalah suatu bagian dari
harta peninggalan yang

harus diberikan kepada |

pare waris dalam garis
lurus menurut Undang-
undang ferhadap bagian
mang 8 yaong meninggal
tak diperbolehkan
menetapkan sesuatu, baik
selaku pemberian antara
yang hidup,
maupun selaku wasiat.*
Harta  dalam

masih

Jenis
Perkawinan;
4. Harta Campus,
b. Harta pisah.

¢. Perjanjian Kawin |-

(untung mgi, hasil

12, 1/4, 143,273, 16, 148,

Anek {cucu) dan Orang tua
tidak saling menutup.

Wasiat maksimum /3 dari
harta peniuggalan (kecuali
ahli waris setuju)

Harts daiam
Perkawinan:
2. Harta Bawaan,

b, Harta Campur

Jenis

Tidak
fertonta,

ada bagian

Anak Angkat |
Mendapat warisan
Wasiat dibatusi
jangan sampat
menganggy
kehidupen anak.

Harta dalam
Perkawinan;
a. Hata

Tenis

Bawsan,
L. Harta gono-
gini/harts
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pendapatan, diluar pencarian/har
persekutuan  harta ta bersama.
Benda, diiuar

persekutuan  haria
benda dengan
bersyarat)>

Secara umum antara hukum kewarisan barat, hukure waris Islam dan hukum
waris adat wmemiliki kesamaan valiu  pada sistom kewarisannya, ysitu sistem
kewarisan bilateral. Pada hukum waris adat selain menganut sistem bilatersl juga
menganut sistem patrilinial, matrilinizl dan mayorat. Persaumanan lainnya adaleh dalam
gistem kewarisan Islam jugs mengenal penghalang kewarisan (sistem hifsh) seperti
vang berisky pada sister kewarisan bara, Perbedaan vany mendasar adatah sumnber
hukum yang digunakan, pada hukem waris barat bersumber pada Xitab Undang-
Undang Hukum Perdata, hukum Islam bersumber pada al-Qur’an, sunnah dan ijtifad.
Dalam sistern waris Islam agama sangst menenfukean, baik si pewaris maupun ahli
warisnya, apabila ahli waris dengan pewaris tidak seagama, maka tidak berhak saling
mewaris. Hukum waris barat dan hukum waris adat perbedaan agama bukanlah
penghalang bagi si ahli waris untuk mewaris. Selain perbedaan tersebut. mengenai.
anak anpkat dalam Islam bagian warisannya tidak same besarnya dengen anak
kandung, anak angkat hanya dapat diberikan melalui wasiat watibah. Sedangkan
dalam hukum waris barat dan hukum waris adat anak angkat bagian warisannya sama
besarnya dengan anak kandung, apabila anak tersebut telah diadopsi menurut hukum.
Dalam hal bagian anak laki-laki dan perempuan bagian yang didapatkan dalam
hukum Islam pun berbeda dimana antara anak laki-laki dan perempuan bagian
warisannys adalah 2:1, pada hokum waris barst dan adat (semenjak adanya
vurisprudenst) tidak eda perbedaan bagian antara anak Igki-laki dan perempuan.

Sajuti Thalib memiliki pendapat yang sama dengan Saefudin Arief dalam hal
sistem kewarisan pade hukum waris Islam, beliau berpendapat bahwa sistern

kewarisan pada hukum waris Islam adalah sistem kewarisan bilatersl, tetapi menurut
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pendapat beliau di Indonesia dalam prakieknya jauh sebelum berlakunya hukum
kewarisan bilateral teish berlaku sistem kewarisan Patrilineal Syafi’t yang merupakan
pengarch mahzab Syafi’t yang berasal dari hukum budaya masyarekat Arab,
penarmnaan tersebut digunaken beliau untuk memudahkan membedakan dengan sistem
Kewarisan menurut ajaran bilateral, di samping #fu untuk memperlihatkan keadaan
susunan masyarakat yang berada dikalangan umat Istam.”® Dalam at-Quran sendiri
bukum kowarisan yang beriaku adalsh hukuem kewarisan bilateral, dimana dapat
dilihat dalam Surat an-Nisg (4) : 7, vang mengatakan bahwa baik pthak laki-laki dan
perempuan berhak mendapat bagian warisan. Mengenai sistem kewarisan patrilineal
syafi*i ini untuk lebih lanjut dapat dibaca pada halaman/52 tesis inis

2.2 Hukum Waris Islam
2.2.1 Pengertian hukum Waris Islam.

Islam adalah agsma yang mengakui hak milik pribadi, dan hak milik pribadi ini
dapat pindah kepada ahli waris, karena pemiliknya mén?ﬁggal dunia. Tetapt untuk
menjaga nama baik orang yang meninggal (beserta kelnarganyd) dan untuk
melepaskan dia darl semua beban tanggung jawabnya di hadapan Allah di alhiat
kelak, maka Islam mewsjibkan kepasa keluarga/ahli waris untuk secepat mungkin
mengurs ;iemakamzm dan pelunasan semma hutengnya. Untuk membina dan
mempererat tali persaudsraan antara ahli warls, maka Islam telah membuat aturan-
aturan warisan yang cukup jelas dan tengkap, dan 3&;}&2 mencerminkan rasa keadilan.
Diantaranya, Islam menersngkan faktor-faktor yang menyebabkan hak warls-
mewartsi, dan faktor-fakior yang menyebabkan seorang kehilangan haknya sebagal
ahli waris. Islam juga telah menectapkan siapa yang berhak menerima warisan dan
jumlah bagiannya masing-masing, cara pembagiannya dan ketentuan lain yang
berkaitan dengan masalah warisan.

flmu Agama yang membahas masalah warisan dinamakan iimu foraid Kata
faraid berasal dari kats “Faridah”, vang artinya suatu ketentusn/vang telah

¥ Sajuti Thakh, Hukum Kewsrizan Islam i Indonesia, et ke 8 {Jakanta: Sinor Grafika,
20043, him 2.
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ditentukan. Dinamakan llimu Feraid karena membahes antara lain: bagian-bagian
warisan vang felah ditentukan oleh agama untuk tiap-tiap ahli waris. Mengingat
pentingnya Bmu Faraid ini dipahami, dihayati dan dizmalkan oleh setiap kelvarga
Muslim, maka Islam mewajibkan (farde kifayeh) kepada umat Islam agar
mempelaiari Hmu Fargid dan menyebarluaskannya kepada masyarakat, sebagaimana
hadits nabi vang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Nagai dan 2l-Dara Quint dari
Thou Mas'ud:”’
Pelajarilah al-quean dan gjarkaniah al-guran itu kepada manusia. }’ziagmiah
(ilraw) faraid, dan ajarkantah [lmu Faraid ite kepada manusia. Karena
sesungguhnya aku seorang manusia yang akan dicabut nyawaku dan ilmu itu
pun akan terangkatltercabut pula. Hampir-hampir dua orang berselisih tentang
bagian warisan dan ke dua orang tersebut fidak menemukan seorang pun vang
dapat memberi keferangan (tentang pembagian warisan yang benar).
Pengertian warns berasal dari bahasa Arab wzzri&&m‘fs&warsanffmzmm,
yang betarti mempusakal. Ketentuan-ketentuan tentang pembagian hartta pusaka
yang meliputi ketentuan tentang siapa yang berhak 5@11 tidak berhak menerima
warisan dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima. Istilah yang sama
dengan waris ialah fura’id, yang menurut bahasa artinya kadar atau bagian. Dengan
demikian, hukum waris sams lciengazz hukum faraid Sedangkan ada pendapat lzin
yang mengatakan bahws Hukum Waris Islam dalam babasa Arab dinamakan ilmu
Foraidh, ertinya ilmu “pembagian”, ataw lebih jelas diartikan: sustu ilmu yang
menerangkan tata cara pembagian barta dari smra;tg yang telah meninggal dengan
pembagian-pembagian yang telah ditentukan untuk dibagikan kepada yang berhak
menerimanya.”
2.2.2 Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia
Di Indonesia mengenal soa!l kewarisan, bagi orang-orang Islam uwmumnya
dipakai ketentuan-ketentuan mazhab Syaft’i yang tidak dikodifikasi oleh pemerintah

* Masjfuk Zuhdi, Op. Cit,, b, 58,

* Yyusuf Hyas, “Masalah Jjtihadiyah Dalam Hukum Waris Islam (sebush ksjian singkat),”
Himbar Hulom, {Jund 1995): 62.

¥ Saefudin Arief, Op, Cif. Hm. 6.
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kolonial Hindia Belanda, Dengan demikian maka di Indonesia kita jumpai satu
campuran dari pengerfian-pengertian hukum Islam dan hukum-hukum adat seternpat
yang banysk sekali terdapat diselurch wilayah Indonesia yang luas ini.

Di zaman penjajzhan Belanda, hukum Islarh dipandang sebagal bagian dari
hukum adal, umumnya hal-hal yang mengenai perkawinan, tetapi jarang sekali
mengenal urusan Kewarisen. Seterusnya kita ketahui bahwa hukum kewarisan
masyarakat vang menganut agama Islam umumnya bukum adat, oleh karens itu soal
kewarisan oleh pemerintahan Belanda dimasukkan ke dalem kekuasaan Pengadilan
Negeri dan diadili berdasarkan hukum adat. Pengadilan Agama memang dikuasakan
mengadili perkara warisan orang-orang beragama Islars, tetapi keputusannya bam
mempunyai kekuvatan hukum bila keputusan itu ielah diperkuat oleh Pengadilan
Negeri, .

Berdasarkan uraian tersehut maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum
waris Islam lebih tinggi daripsds hukwm waris adat, schingga sudah seharusnya
keputusan Pengaditan Agama ity mengenai perkara warisan tidak diperkuat Jagi ke
Pengadilan Negri guss mendapat kekustan hukum, dan hal tersebut terjawab dengan
Jahirnya Undang-undang Nomor 14 tahun 1870 tentang Pokok-Pokok Kehakiman
dimana kedudukan Pengadilan Agama telah diakmi keberadaannya. Hai tersebut
sernakin dikukuhkan dengan lahimya Undang-ondang nomor 7 tzhun 1989 tentang
Peradilan Agama, dalam undang.-undang terschut mengenal perkars warls telah
diater, hanya sajz tidak- dalam bentuk penstspan atau putusan melainkan dalam
hentuk fatwa waris,

Pads Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama masih
terdapat kelemahan dimana undang-undang ini memberikan pilihan bagi oreng-orang
yang beragama Islam mengenal perkara kewarisan untuk tunduk pada hukum
kewarisan lain, misalnya saja hukum waris barat ataupun hukum waris adat. Pengaruh
hukum adat dalam hal kewarisan sangatlah kuat, oleh karena itu mengingat
pengaruhnya yang sangat kuat pada tahun 1968 di Indonesia pernah diadakan suatu
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seminar kewarisan vaitu Seminar Hukum Adat Minangkaebau, dimana hasil dari

seminar tersebut mengenai hukum kewarisan antara lain sebagat beriknt:®

1. Harla pusaks merupskan harta badan hukum yang divrus dan diwakili oleh
Mamak Kepals Wards di luar dan di dalem peradilan.

2. Anak kemenakan dan Mamak Kepala Waris dalam badan hukum itu bukanish
pemilk dari harta badan hukum.

3. Harta pencaharian diwarisi oleh ahli waris menurut hukum fara id.

4. Yang dinmksud dengan haria sepencaharian ialab seperdua dari harla vang
didapat oleh seseorang s¢lamma dalam perkawinannya ditambah dengan haria
bawaannya sendid,

3. Seorang dibenarkan berwasiat kepada kemenakannya maupun kepada yang lain-
lainuya hanya sebanyak-banyaknya sanipai sepertiga dari harta pencahariannya.
Pada zaman penjajahan Belanda hukum waris Islam di Indonesia tidak

berkembang, bahkan dipengarubi oleh perkembangan hukum adat.. Politik . Belanda

memang sengaja merintangi kemejuan Islam di Indonesia, terutama hukum Islamaya,

- yaitu dengan “theorie recepie” mercka yang terkenal itu, dan yang telah menjadi

pendirian oleh' sementara sarjana hukum Indonesia yvang dididik di zaman kolonial,

baik di Jakaria maupun di Leiden, Negeri Belanda. Menunut teori.resepsi ini hukum

Islam “ansich” bukaniah hukum, hukum Islam #u bary boleh dianggap- sebagal

hukum jika i telah diterima masuk ke dalam hukum adet®’ Dengan perkataan lain,

tergantung kepada kesediaan masyarakat adat penduduk setempat untuk menjadikan
hukum Islam yang bukan hukum itu menjadi hukum adat. Satu prinsip vang sangat
bertentangan sckali dengan fiwa ajaran Islam, karena menurut aiaran Islam hukum

Istam 4i dalam ab-CQuran adalah hukum Alflah yang berlaku bagi kaum Muslimin.

Berkata Coulson:*

“ Hajito Notopuro, Masaleh-masalah dalam hukum Waris di Indonssia, eet 5 (Jakarta:
widiaya Yakarta, 1971} him. 9.

Y Hazairin, Hukum Kewarisarn Biloteral Menurut Al-Our’an dan Hadis. {Fakearta: Tirtamas,
1981), him. 4.5,

2 Coulson, Sucession in the Muslim Family, (Cambridge: t.p, 1971), him, 3,
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“Nowhere is the fundamental Islamic ideology of fuw as the manifestation of
the divine will more clearly demonsitrated thar in the laws of inkheritance. The
skeleion scheme of priorities and, in particular, the fixed fractional shores of
the estate to which various relatives ar entitled were latd down in the Qur an
iself, Thus the sistem is firmly bosed on whal is fo the Muslim, the very word
of Allah himself, end this is reflecied in the terminology of the law ™.

Dimanapun juga ideolopf dasar hukum Islam sebagal manifestasi kekuatan
akan lebih jelas ditunjukan apabila dibandingkan dalam hukum waris. Skema
kerangka prioritas dan kebanyakkan pembagian ketetapan tansh fraksional
kepada para kerbat telah dijelaskan didalam Al Quran itu sendiri. I'tu semua
menupakan sistern yang sebengr-benarnya yang harus dilakokan untuk umat
muslim, berdasarkan ficman. Allah itu sendiri, dsn ini dituangkan pada
terminologi hulkum: terjemahan bebas penulis }

Teori resepsi vang sangst merugikan kemajuan hukum Islam, khususnys hukum
waris tersebut sekarang sedah dibapus fewat Ketetapan MPRS no.1l tenggal 3
Desember 1960, Dengan teleh adanya kefetapan tersebut maka terbukslah
kesempatan bagl hukum Islam untuk berkembang dan bagi hukum kewarisan untuk
dikodifikasi. dan hal tersebut terbukti dimana pada tahun 1962 Badan Perencana
Lembaga Pembinagn Hukum Nasional (LPHN} mengeluarkan keputusan mengenai
asas-asas hukum kekeluargaan, dimana asas-asas tersebut berguna untuk menentukan
pembagian kewarisan secard nasional.

Sementars itu Badan Perencana Lembaga Pembingans Hukum Nasional (LPHN)
dalamn keputusannya tanggal 28 Mei 1962, mengenai hukum kekelvargaan telsh
menetapkan asas-asas hukum kekeluargaan. I Pasal 12 ditetapkan asas-usas hukum
kekelfuargaan, diantaz‘anya:“3

a. Diseluruh Indonesia hanya berlaku satu sistem kekeluargaan yaitu sistem

parental, yeng diatur dengan undang-undang, dengan menyesuaikan sistem-
sistem lain yang terdapat dalam hokum adat kepada sistem parental,

b. Hokum waris untuk seluruh rakyat diatur secara bilateral individual, dengan

kemungkinan adanya variasi dalam sistem  bilateral tersebut untuk

kepentingan golongan Islam yang memerlukannya.

_ “* Abdullah Siddik, Hukum Waris Isfam dan Perkembangarnya di Seluruk Dunia Islom,
{Jakarta: Widiaya Jakarta, 1980}, bim. 33,
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c. Sistern keutsmean dan sistem penggantian dalam hukum wards pada
prinsipnya sama untuk kepentingan golongan Islam yang memeriukannya.

d. Sistern keutamaan dan sistem penggantian dalam bukem waris pada
prinsipnys sama untuk seluruh Indonesis, dengan sedikit perubsban bagi
hukurm waris Islam.

e. Hukum adat dan jurisprudensi dalam bidang hukum kekeluargaan diakui
sebagai hukum-pelengkan di sisi hukum perendang-undangan;

Selanjutniya mengenai hukum kewarisan nasional, LPHN dan Persahi (Persatuan
Sarjana Hukum Indonesia) dalam seminarnya pada tanggal 18-24 Deserber 1962 di
Takarta, telah mengakui bahwa peraturan furad sebagai variasi dalam sistem
kewarisan parental individual bagi kaum Muslimin di Indonesia. Dalam seminar itu
seterusnyva dikatakan: Hukum kewarisen Islam yang berupa hukum fikih yang
patrilineal ity adalah bertentangan dengan Pasal 12 f, vang menuntut bahwa juga
hukum Islam Hu mestilah menurutl sistem individual bilatersl, selaras dengan
tuntutan Pasal 12 a bahwa sistem kReloeluargaan di sehoub Indonesia mestilah menurut
" sistemn parental, yang akan distur dengan Undang-medang. Menyusun hukum
kewarisan Islam menurut sistem individoal bilateral adalah bukan saja tidsk
bertentangan denpgan al-Qurian dan Sunnah Rasul, malahan setaras benar dengan
ayat-ayat hukum perkawinan dan hukum kewarisan dalam al-Gue'an, yang hanya
meredal hukum  kekeluargaan yang parental, dan demildan juge Muhammad
Rasulullah memahamkan hidup kekeluargaan Islam Hu secars parenial Bahwa
bangsa Indonesia sanggup menyusun Hukum Kewarigan Bilateral menurut al-Qur’an,
ternyata dari karva Prof. DrHazairin yang juga berjudul *Hukam Kewarizsan Bilateral
menurat ab-Qur'an” yang diperjelasnya lebih lanjut dalam bukunya “Hadith
Kewarisan dan Sistem Bilateral”, Penguraian dari beliau mengenai bukti bahwa
sistern kekeluargaan yang dianut oleh al-Qur'an ialah semata-mata sistem parental,
dapat dibaca dalam karya yang beriudu) “Hendak Ke mana Hukum Jslam??

Banyak para sarjana Barat menganggap hukum waris Islam tidak mempunyai
sistem, dan bahwa hekum Islam itu dasarnya patrilineal, Sementara it di kalangan
vmat Islam sendiri banyak pula yang mengira tidak ada sistem tertentu dalam hukum
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warls Islam, sehingga timbul /mage seolah-oleh hukum warls Islam merupakan
hukum vang sangat rumit dan sulit. Dengan demikian mereka hanya menghafal
ketentuan-ketentuan mengenai kewarisan yang telah digariskan oleh suatu mazhab.

Padahal menurut pendapat penulis hal tersebut tidak benar karena setiap hukum
mempunyai sistemanva sendiri-sendir], demikian juga dengas hokum Islam. Bagi
masyarakat Islam al-Qur'an meletakkan dasar sistem bilateral. Bahwa al-Qur'an
menuiu kepada pembentukkan dan penyempumaan masyarakat Islam yang bilateral
jelas nampsk pada ayat-ayat Qur'an yang mengenal perkawinan, terutama pada al-
Quran surat An-Nisa' {IV), ayat 23 dan 24. dengan demikian al-Qur'an tidak
membenarkan clan, dan tidak menganut sistem patrilineal dan matrilineal, kerenz
sistern tersebul mengadakan sysrat eksogami (larangan kawin dengan angpota satu
clan) bagi perkdwinan,

Pari pengalaman yang dikéfahui secara ilmiah, di dalam mesyarskat yang
patrilineal atau matrilineal, makin lama makin berkembang pemakaian perkawinan
yang endogamy (boleh kawin dengan anggota satu cfarn}. Make masyarakat tersebut
berubah menjadi mesyarakat vang bilateral, juga ditempsat-tempat dimana pengaruh
Islam tidak ada sama sekali. Sejarah telah membukiikan bahwa bangsa Arab pada
asainya adalah masyarakat yang unilatersl patritineal (clan), wwpiwz;esudah memeluk
agarma Islam lenyaplah ofan dan menjadi masyarakat bifateral parental.

Seterusnya perhstikan timbulnys masyarakat yang bilateral pada hukum adat di
Indonesia, yaitu evolusi dalem masyarakat vang ber-clan it senditi seperti di pulau
Jawa, di pesisir-pesisic Sumatra dan Kalimantan, dikalangan rakyat Bugis di Sulawest
Selatan dan di daerah Melayu Sumstra Timur, Bahkaa&ipcrkyat dezigan kenyataan
perkembangan masyarakat di Baral yang susunan masyargkatnya bergorak bilateral
dan parental.

Dengan fenomens ind maka mudab-mudshan bertambah lagi keyakinan manusia
umumnya dan kaurs Muslimin khususnya akan kebenaran dan kesempurnaan ajaran-
ajaran Islam sebagai agama yang terakhir dan sebagai pedoman hidup yang
sempurna, karena Islam sejak empat belas abad vang lampau telah meletakkan dasar
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perkembangan masyargkat ke arah masyarakat yang bilateral parental dengan
menjalankan endogami,

Sistem yang berlsku bagi hukum kewarisan Islam sampai sekarang dalam
perkembangannyz yang masih memiliki pengaruh vang cukup besar di Indonesiz
adalah golongan dhfussunnah, -yang sedapat mungkin bertaban kepada asas hukum
adat Arab vang susunan masysrakatnya adalah pafrilinesl, schingga hukum waris
Istamm mazhab Syafii di Indonesia disusun atas dasar sistern patrilineal dengan
perubahan-perubahan yang disesunaikan dengan al-quran dan sunnah rasul. Maka
terdapatlah dua sistermn hukum kekeluargaan, yaitu dalam soal perkawinan konsisten.
Karena jika dalam seal perkawinan konsep warisan Islam dipakai sistem patrilineal.
Suatu cara berpikir yang tidak konsisten. Karena jika dalam soal perkawinan konsep
Islam tegas bilateral, maks socers logis penerapan Islam dalam soal kewarisan
seharusnya juga bilateral. Bukankah sistern kewsrisan bagi suato masyarakat tidak
terpisah dari sistemn perkawinannya?

Kalau kita pelajari secara mendalam ayat-ayat al-quran mengenai soal kewarisan,
maka ternyata memang sistem kewarisan dalam ajaran Islam adalah bilateral juga,
Perhatikan ketentuan umum didalam al-quran yang berkaitan dengan soal kewarisan,
yaitu al-Qur'an An-Nisa (IV), 7

“Bagi orang lelaki ada hak bagian dani harta peninggalan ibu bapak
dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dad
harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnys, baik sedikit atav banyak
menunut bahagian yang telah ditetapkan”.

Ketetapan ini ditegaskan oleh al-Qur'an surat An-Nisa (4), ayat 11, satu
ketetapan, ditinjau dari sudut ilmu antropologi sosial dan hukum adat, yang
didasarkan kepada sistem kefurunan yang bilateral atau parental. Demikian juga
halnya denpan ketentuan umum di al-quran An-Nisa {4}, avat 7 di afas, karena sistem
patrilineal tidak mengizinkan anak perempuan meniadi ahli waris sf mati.

‘Hazairin berpendapat bahwa ayat 24 surat an-Nisa' ada hubungen dengan ayat-
avat 11, 12, dan 176 dalam fafeiren. Semuz hukum dalam al-quran vang ada
kaitannya dengan soal kekeluargaan, fermasuk ayat-ayal mengenai kewarisan,

scharusnya ditafsirkan sama, yaitu menurut sistem bilateral kbas al-Quc’an, yang
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dimaksud dengan suatu sistem bilateral khas al-Qur’an, yaitu adanya kelompok ¢z~
Jfaraid dan ketetapan orang tua dan anak-anak si pewaris serentak sebagal ahli waris si
mati. Perkembangan masyarakat bilateral di dunia sampai sekarang masih belum
mencapai tingkat yang ditetepkan al-Quran bagi masyarskat bilateral. Contoh yang
nyata Kita ambil al-quran suret an-Nisa’ (IV), ayat 11:

“Dan umtuk duam orang ibu dan bapak, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yeng ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak”,.. (fentang) orang tuamu dan anak-anakem, kamu
tidak mengetahui siapa diantars mercka yang lebih dekar (banyak)
manfaatnya bagimu. Ini edaish ketetapan Allah. Scsungpuhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”,

Kalau kita renungkan sedalam-dalamnya ayast terscbuf, meka sunpguh maha
bijaksana Allah. Bukankah anak mensruskan keturuman dan -membangunkan
keluargs, sedangkan jbu bapak menjadi sebab adanya kits, dan tidak mungkin kita
mencapai kedudukan yang kita capai. Maka ita sudah sewajarnya kalau mereka masih
dijadikan ahli waris sebagal sumbangan vang kecil sckaii dalam kesyuluran kita
(anak-ansk) #tas jasa-jasa mereka yang begite banysk dan tak ternilai terhadap kita
pada hari-hari tuanya sampai mereka dipanggil Tuhan kembali. Seterusnya ketetapan
Allah itu merupskan satu pendidikan akhlak yang tinggi bagi manusia. Yaitu
penghargaan anak terhadap ibu bapaknya.

Bagi orang Islam ketenfuan Allah terhadap ibw bapsk itu merupakan satu
kewajiban vang hags dileksnskan, Di dalam perkembangan masyarakat bilateral
vang ada di duniz sekaranp hal yang ditetapkan Allah diatas fidek mungkin kerena
orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika si pewaris mati punah,

Pengan timbulnya pandangan beru terhadap sistem bilateral yang dijumpal di
dalam al-guren, maka dikemukakanlah secara {lmigh beberapa perubshan dalam
hulan warls Tslamm mazhab Sysfii yang bercorak patrilineal. Diantaranys yang
terpenting inlah:

i Tidzk ada kemungkinan untuk menjadikan datuk, nenek, dan cucu
perempuan menjadi dzu-faraid, tegasnya berpegeng leguh kepada
ketentuan al-quran, Kita lihat behwa golonpan Syigh telah berpendapat
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demikian didasarkan atas doktrin representasi dan tidak terdapatniya
penunjukkan teges dalam al.-quran.

VA Tidak ada kemungkinan memberikan tempat istimewa kepada datuk di
samping saudara seperti vang terdapat dalam sistem dhfugsunnah dan
Sviah.

3. Mengenzai pengertiah  Acfalgh menurut sistem  bifateral meliputi
-saudam-saﬁdam'kandung, sebapak dan seibu. Dalam hubungan antara
para saudars secara vang bilateral sama saja rapatnya hubungan
dengan ssudara kandung. dan hubungan -dengan saudara seibu atan
sebapak. Dengan memskai pengertian  bilateral maks maselsh
musyarakkah tak aken terjadi.™

Pepinjauan dari sudut ilmu antropologi sosial dan hukum sdat itulsh yang
menimbulkan salgh pengertian ferhadap kecsman-kecaman atas beberapa soal
kewsrisan dalam mazhab Syafii, karena pada zaman Syafit kedua ilmu tersebut masih
belum maje dan- berkembang seperti sekarang. Adanya perbedaan pendapat sudah
tentu, karena adanya:perbedaan antara sistem patrilineal dan sistermn bilateral,

Berdasarkan uraian tersebut para sarjana hukum yang berjiwa Islam dan para

ulama fikih tetap dituntut pengabdiannya untuk memperdalam ilmu pengetahuannya
tentang hukum Islam den memperkembankannys menurut kemajuan zamaen, Khusus
hukom waris Islam perlu diperkeya lagi dengan ilmu pengetahuan yang banyak
berkembang dewasa ini dan kemajvan-kemajuan ekonomi dan teknologt yang
mempengaruhi  susunan miasvaraskat moderen. Di Indonesin yang berfandaskan
Pancasila ini pada hakekatmya memang felah dimulai menjalankan gabda Rasulullah
saw, Untuk mempelaiari dan mengajackan ilmuo faraid Kini yang dituntut adalah
penerapan ilmu tersebut dalam ruang kehidupan masyarakat Muslim Indonesia secara
konsekuen.

Adalah satu kenyataan dan keyakinan umat Islam bahwa hukom waris Islam
mempuryai kedudukan yang lebih baik dari hukum waris adat, karena diatur dzlam

% 1 ebih lanjut mengensl perubahan-perubahan yang dikemukakan Hhat karve-karys Hazainn
vang berjudul: Hukwm Kewarisan Biluteral menurat Al Quran dan Hadits Kewarisar don Sistem
Bitateral,
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al-Quran dan Sunnzh, Apalagi dalam UUD 45 Pasal 29, negara menjamin kebebasan
beragama bagi penduduknya untuk beribadat melakukan kewajiban agama. Maka
secara yuridis berlaku hukum waris Islam dan bukan lagi peraturan pembagian waris
vang ada dalam hukum adat,

Dremikian pula dengan sendirinya teori resepsi peninggslan kolonial Belanda telah
lenyap, dan tercapailah keseragaman dalam hukum waris bagi pemeluk-pemeluk
Islam di Indenesia yang selama ini mempunyzi bermacam jenis hukum waris adat
schagai latar belakangnyas. Kini bersamaay dengan seiring berjalannya waktu, sudah
pada tempatnya Hukum Waris Islam makin disebarluaskan di seluruh lapisan
- masyarakat muslim, agar dapat lebib banyak diketshui dan dimengerti apa hukum
waris Islam o, Dengan demikian dibarspkan umat Islam akan febih mematuhinya,
<dan hal ini teizh diwajudkan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, dimang dalam
Kompilasi Fukum Islam mengenai kewarisan Islam telah diatur dalam Buku 17 serta
Undang-undang-nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Untuk menjamin terlaksananya Kompilesi Hukum Islam kKhususnys mengenai
kewarisan dibutuhkan suatu peranan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan oleh
Undang-undang Pokok Kekuassan Kehakiman No.14 tahun 1970 sebagai Pengadilan
yang berdiri sendin dan dengan adanya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama harus
digalakkan dengan memberikan keputusan-keputusan (bukan lagi fatwa-fatwa) delam
hal kewarisan © yang berasas  al-Quran dan  Hadits, serta ywrisprudensi
perkembangannya.

2.2.3. Sumber Hukumn Waris Islam
2.2.3.1L.Al-Qur'an

Al-Qur"an adalah wahyu Allah SWT, yang merupakan mu'jizat yang diturunkan
kepada pebi Muhammad SAW, scbagai sumber hukum dan pedoman hidep bagi
pemeluk apama Isiam
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Pokok-pokok isi al-Quran:

B op @

Tauvhid iatah kepercayaan/rukun iman.

Tuntunan ibadah

Janit dan saksi

Hukum untuk bermasyarakat atau -berhubungan dengan sejarsh
manusia dan hubungan dengan Allah SWT,

Ayat-ayat yang berkaitan dengan masslah kewarisan, baik secara langsung maupun

tidak tangsong di dalam Al-qur'an dapat dijumpal dalam beberapa sunah dan ayat,
yaitu sebagal berikut,
a.  Menyangkut tlanggung jawab orang fua dan anak ditemoi dalam QS Al-
Bagarah (2) ayat 233
b. Menyangkut harta pusaka dan pewarisnya ditemui datarn QS.An-Nisa (4) ayat
33, Q8. Al-Anfal (8) avat 75, Q5.Al-ahzab (33) ayat 6,
¢. - Menyangkut stiran pembagian harta warisan, ditemui dalam QS An-Nisa' (4)
ayat 7-14, 34, dan 176
Berikut ini skan dijelaskan beberapa ayvat Al-OQurn yvang momebenkan
penjelasan tambahan terhadap persoalan kewarisan, ayat-ayal tersebut adalsh adalah
sebagai berikut:
-a. Tentang Kewajiban Berwasiat Untak Istd
Kewajiaban berwastat untuk istri dapat didasarkan kepada ketentvan hukom
yang terdapat dalam Suvrat Al-Baqarah (2): 240

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu dan
meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu}
diberi nafkah hingga setabun lamanya dan tidak disurub pindah (dari
rumahnya), Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada
dosa bagimu (wali stan waris dard vang meninggal) membiarkan
mereka berbuat yang ma’ruf terhadap diri mereka, Dan Allah Maha
Perkasa fagi Maha Bijaksana.

b. Tentang Anak Angkat. Ketentuan mengenai anak angkat ini dapat ditemukan
dalam sural Al-alizab (3321 4-5

Allah sekali kali tidak menjadikan bagi seseorang dua bush hati dalam
rongganys; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimy yang kamu zhiher
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itu sebagai ibumu, dan Diz tidak menjadikan anak-anak angkatmu
sebagal anak kendungmu (sendir). Yang demikian itv hamyalah
perkataanmu  di mulutmy saja. Dan Allah mengatakan  yang
sechenamya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilish
mereka {annk-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak
mereka, ituleh yang lebih adil pada sist Allah, dan jika kamu tidak
mengetahwi bapak-bapak mereka, maka (panggillah moereka sebagai)
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ade dosa
atasmu thadap apa yang kamu khilaf padanys, tetapi (yang ada
dosanya} apa yang disengaia oleh hatimu. Dan adalah Allsh Maha
Pegampunlagi Maha Penyayang.

Dari kedus ayat ini jelas terlihat bahwa kedudukan anak angkat tidak
dapat disejajarkan dengan kedudukan avak kandung, kalaupun disejajarkan
kata Allsh SWT ity banya dalam mulut szia, dan bukan merupakan hal yang
sebenamnys menurut hati nurant, dan oleh kerena itu kedudukan anak angkat
tersebut hanya mempunyai hubungan warls mewarisi dengan orang tua
kandungnya. Masalah pengangkatan anak miasih merupakan probiemea bagi
masyarakat di Indonesia, terutama keientvan hukem  kewarisannys.
Ketidaksinkronan tersebut sangat jclas dilihat, kalau dipelajad ketentuan
tentang eksistensi lembaga adopsi dalam sumber hukem yang bedaku di
Indonesia, karena sampai saat ini berlako duz sumber hukum mengenai
- pengangkatan anak, baik menurnt Staastsblad 1917 No.129 maupun hukum
Islamn. Oleh karena itu menjadi permasalahan tentang kewarisan anak angkat
menurut Kompilasi Hukom Islam dan Steatsblad 1917 No.,129.

Akibat hukum pengangkatan ansk menurut Kompilasi Hukam Islam
dan Staatsblad 1917 Ne.129 adalah dalam hal kewarisan, menurut Kompilasi
Hukum Islam anak angkat mendapatkan wasiat wajibal yang tidek boleh
lebih dari 1/3 bagian dari orang tua angkatnya,” sedangkan dalam Staatsbiad
1917 No.129 anak angkat menjadi ahli warls orang tua angkatnys, dengan

pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris darf bagian yang

“ Kompilasi Hukum Tslam, Op, (%, Pasal 209 ayat 2
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tidak diwasiatkan. Pengaturan tentang Wasiat Wajibah yang terdapat dalam
Kompilasi Hukumn Islam, dikemukakan sebagai berikut:*

Harta peninggalan snsk angkat dibagi berdagarken Pasal-Pasal 176
sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat
vang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyek-banyaknya 1/3
dari harta warisan anak angkatnya” (Bab V Pasal 209 ayat 1). “Terhadap anak
angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 173 dari harta warisan orang tua angkataya” (Bab V Pasal 209 ayat
2).

2232. Hadist |
Hadist adalah perkstean Nabt Muhammad SAW, perbuatannyva dan
keterangannya. Kedudukan hadist dalam bubungan dalam AlQuran, yaitu:

a; Mempertegas hukum dalam Al-Qur’an

b} Memperjelas hukum dalam Al-Qur’an -

¢) Menetapkan hukum yang betum ada di Al-Qur'an -

Hadist-hadist yang berkaitan dengan kewarisan adalah sebagai berikut:*
A. Tentang Cara Untuk Mengadakan Pembagian Warisan.

Menyangkut cara pembagien warisan ini dapat diketemukan ketentuan
bukumnya dalam sebush hadits dari Ibnu Abbas rs, in berkata: Bersabda
Rasulullah saw: Serehkaulch pembagion warisan jtu kepuda ablinve bila ada
yang lersisa, -moka berikeniah kepada keluarge Ioki-daki terdekat (Hadits
disepakati Imam Al-Buokhart dan bnam Muslim).

B. Orang yang Berbeda Agama Tidak Saling Mewarist.

Dalam hukum Waris Islam ditetapkan bahwe orang yang Berbeda Agama

tidaklah dapat saling waris-mewarisi, dasar hukum mengensi hal ini dapat

“ Direktorst Pombinaan Badan Peradilen Agama, Direktorst Jendral Pembinasn
Kelembagaan Agame Istam Departernen Agema, Kompilasi Hukum Ifam & Inderesia, 199171992,
him {04,

7 Subrawardi K.Lubils dan Simanjutak, Op.C, him 35-39..
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ditemukan dalam sebual hadits dari Usamah putra Zaid, ia berkata bahwasanya
Rasululah saw bersabda: Orang Ilam tidak mempunyai hak waris alas orang
kafir, dan orang kafir tidak purya hok waris atas orang Islan(Hadits disepaksti
Imam Al-Bukhari dan Tmam Muslim) '

C. Bagian Anak Perempuan, Cucu Petempuan, dan Saudara Perempuan

Adapun yang dimaksud bagian anak perempuan, cucu perempuan, dan
saudara perempuan di sini adalsh apabila tidak ada ahli waris laki-lakd, dengan
lain ahli waris vang tinggal keseluruhannya perempuan. Pembagian dalam hal
sepertl ini dapat ditemukan ketentuarnya. dalam hadits dari Thau Mag'ud, ra., ia
berkata tentang snak perempuan, cucu pérempuan, dan saudara-perempusn, maka
Rasululish saw, menghukumi bagi arak perempuun separuh bagian, cucu
perempuan dari anak laki-laki seperemam bagian dan sebagai pelenghap dari
sepertiga, dan sistrrya umink saudara perempuan. (Hadits diriwayatkan oleh
Imam Al-Bukhari}

D Bagian Datuk dari Harta Warisan Cucunya.
Menyangkut bagian datuk (kakek) dari harta warisan cucu leki-lakinya yang
meninggal dapat ditemukan dalam sebuah hadits dari Imren Potea Husain, ra., ia
berkata:
*Sesungguhnya cucu laki-laki telah meninggal dunia, maks berapakah
wastat yang harus kuterima?” Jawah Rasululiah saw: Kamu mendapat
bagian seperenam. Seielah orang itu pergi, Beliau panggil lagi dan
bersabxda: Bagimu seperepam lagi, dan setelah orang itu pergi Belisu
Panpgil lsgi: Sesungguhnys seperenam yang ini adalah fambahan”
{Hadits diriwayatkan oleh Timam Ahmad dan mam yang empat)

Imam At-Tirmidzi menyatakan shohih. Dan hadits inl darfl riwayat Jmam Hasan

Al-Basri dari Iman putra Hushain, tetepi dalam mendengamya dari Rasulullah

terdapat perselisihan.

E Bagian Nenek dari cucu yang tidak punya Ibu

Dalam hal seorang cucu meninggal dunia dan tidak mempunyat ibu, maka

bagian nenek dslam hadits diterangkan sebagai berikut, dari Ibnu Buraidah, dari

ayshnya, ra., ia berkata: “"Rasulullah sow menetaphen seperenam bunt nenek (kakak
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perempun), bila cucunya ity {yung meninggal dunig) Hdak punya ibu.” (Hadits
diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i} Ibnu Huzaimah dan fbnu
Jarud menyatakan “shahib-nya” dan Ionu Adi memperkuat ke-shasih-annya.
F Paman Menjadi Ahli Waris Keponakanuya
Dalam hal paman menjadi ahli waris keponakannya ini dapat ditermukan dasar
hukumnya dalam hadits yang diriwayatkan dari Migdam putra Ma'di Kariba, ra., ja
berkate: “Bersabda Rasulullah saw: Paman itu inlah ahli warisnya orang
tkeponakan) yang tidak purya ahli woris.” (Hadits dirtwayzatkan oleh Imam Ahmad
den Imam empat, kecuali At-Tirmidzi, Imam Abu Zur'sh Ar Razi meng-hasan-
kannya, dan Al-Hakim serts fonu Hibban menyatskan shehib-nya.
(G Bayi Sama Haknya Dengan Orang Dewasa
Dalam hukum waris Istam perolehan tidak dibedakan antara seseorang yang
belum dewasa dengan sesecrang yang dewasa, ketenuan int dapat diteraukan dalam
hadits dari Yabir ra., ia berkata: "Bavf sudal dapat menangiy itu pun termasuk ahli
waris,” (Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud}. Tonu Hibban menyatakan shahin-
nya. : : A
H Pembunuh Pewaris tidak menjadi Ahli Warls
Dalam ketentvan hukum waris Islam, bahwa seorang yang membunuh
pewaris tidaklah menjadi ahli waris dari yang dibunuhnys, hal ini dengan tegas
' diternukan dalam hadist dari Amr putrs Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ra., ia
berkata: “Bersabda Rasulullah saw: Bagi pembunuh tidak pumve hak warisan
sedikit pun. (Hadits diriwayatkan oleh An-Nasa'l dan Ad-Daruquthni), fmam Ibnu
Abdul Barr mémperkuaz kéaskaf;ihmya, tetapi An-Nasa’l meng-ila-kannya. Yang
benar: “hadist ini maugquf” pada Amr putra Syw'aib ra,
I Tentang dshabah
Menyanghut tentang ketentwan Ashabah dapat ditemukan dalam beberapa
hadits antara kain:
a} Hadits yang diriwaystkan oleh AbBukhari dan Muslim, dari Tonu Abbas,
balrwa Nabi saw, bersabda: Berikanlah bagian-bagion yang lelah
diterdukan ity kepada pemiliknya yang berhak menurut nush; dan apa

Universitas Indonesia

Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH Ul, 2009



yang lersisa maka berikanlahk kepada ashabah laki-laki yang terdekat
kepada si mayit®

b} Jadikanlah saudara-saudara perempuan dan anck-anak perempuan ity

satu ashabah.

¢} Dari Abu Hurairah ra., bahwa Mabi saw. Bersabda: #dak ada bagi seorang

mukenin kecuali akn Iebih berhak atasmya dalam. wrusan dunia don
athirainya. Bacalah bila kamu suka: Nabi it lebih wtama dari orong
mukmin dari diri mercka sendivi. Oleh sebab itu, siapa yang mkmin yang
mati yang mati dan meninggaliun harta maka herta itu diwarisi oleh
ashabahnya, siapapun mereka itu adarmya. Dan barangsiapa ditinggali
wtang atau bebun keluwarga oleh si mayit, maka hendaklah ia datang
kepadatu, karena akulah mawlanya.
J Tentang Aw/

Persoalan ax! ini timbul ke permuksan pertama kalinya sdalsh pada waktu
suaty persoalan disjukan kepada Umar ra, dan untuk memecahkan perscalan
terscbut Umar memutuskan bahwa penyelesaiannya harus dengan ad, dan ia
berkata kepada sahabst vang ada disisinya: “Jika akw mulai memberikan kepada
suami atou 2 {dua) orang saudara perempuan, maka tidok oda hak yang
sempurna bagi yeng lain, Maka berilah ake pertimbangan,” “maka Abbas bin
Abdul Muthalib pun memberikan pertimbangan kepadanya dengan aul”
Dikataksn pula bahwa yang memberikan pertimbangan ite izlah Ali. Sementars
yang lain mengatakan bahwa yang memberikan pertimbangsn iu Zaid bin
Tsabit¥ Masalah ‘@l dapat juge merupakan masslsh yang dirumuskan dari hasil
ijtihad, oleh sebab itu dapat dikatakan sebapai masalzh iitihadivah. Kesimpulan
masaieh gw/’ adalah, bahwa berhubung dalam pelaksanaan pembagian harta
warisan , jike ahli waris harus memperolch bagian sebagaimana ditetapkan oleh

nash, yakni apa yang menjadi sabam bagi mereka apa adanya, maka harta tidak

* Sayid Ssbiq, Fikh Sunnak Jikd 14, (Bandung: Al-Ma'rif, 1988}, him. 259,
¥ Ibid,, bim. 266.
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akan cukup. Oleh-Karena itu bahagian mereka harus dikecilkan atau dilurangi
secara adil berimbang dengan mempergunakan mumus terfentu yang telah disusun
oleh para ulama shii Faraidl,
K Tentang Waktu untuk Menetapkan Kematian
Adapun yang dimaksud dengan menetapkan kematian zdalah bila seseorang
pergi dan terputus sama sekali kabar beritanyva, tidak diketahui iompatnya, dan juga
tidak diketahui apakah dia masih hidop atau sudsh mati. Untuk hal ini dapat
dipedomi riwayat dari Malik, bahwa ia bekats, “empat tahun”, karena Umar ra,,
berkata: “Sefigp isiri yang ditinggalkan pergi oleh suaminya, sedang ja tidak
mengelahyi di mana suaminya, maka dic memmggu empat iahun, kemudian ia ber-
iddakh selama empat bulan sepuiuh hari, kerudian lepasiah dig ™ (Hadits Riwayat
Al-Bukhari dan Asy-Syafi’i).

L Tentang Anak Zina dan Anak Li'an
I3alam hal anak zina dan anak 1i’an dapat didasarkan kepada hadits, dari Thnu
“Umar, bahwa seorang laki-laki telah me-i’an istrinya di zaman Nabi saw, dan ia
tidak mengakui gnak istrinya, maka Nabi menceraikan antara kedua suami istri ita.
{Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Abuy Dawud). Dan lafal hadite tersebut adalah
“Rasulullah saw menjadiken pewarisan anak Ii’an kepada ibunya dan abli waris
ibu sepeninggal si ibu.”
2.2.3.3. Bithad :
fitihad artinya sepakat, setuju atan sependapat, Ijtihad adalah mengpunakan
seluruh kesanggupan uatuk mebetapkan hukum syara’ dengan jalan meayimpulkan
dari Al Quran dan Hadits, Tujuan ijtthad tidak lain adalah vsaha menyesuaikan nash
kepada kenyataan dalam praktek agar nash tersebut dapat dilmplementasiken dalam
kenyataan. Maka tidaklah ferlaly salah bahwa hukum waris Islam yang telah tertulis
dalam kitab-litab forafd? it masih dapat menerima perubahan dan perkembangan
zaman secara substantif walaupun sistem harus tetap dipertahankan
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2.3. Asas Hukom Waris Islam .

Menurut Prof.Dr.Amir Syarifudin.’? Ada tima asas yang berkaitan dengan
sifat pemilikan harta oleh yang menerima, kedar jumlah harta vang diterima dan
waktunya terjadt peralihan harta i, Asss-asas tersebut adalah:

2.3.1. Asas ljbari (memaksa/compdsary)

Perolechan harta dari orang yang sudsh meninggal kepada ahli warisnya berlaku
dengan sendirinya menuent ketetapan Allsh SWT tanpa digantongkan pada kehendak
pewaris atau ahli waris. Adanya unsur Hiban dalam sistem kewsrisan Islam tidak akan
memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentean hulum
Istam ahli waris hanva berhek menerims harta yang ditingpalkan dan tidak
berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan olch pewaris, Kewajibannya hanya
sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkan dan
tidak berkewajiban melunasi wtang itu dari hartanya ahii -warig, Tjbard dari segi
pewaris meagandung arti bahwa apapun kemauen pewaris terhadap hartanya, maka
kemauan itu dibatasi oleh ketentuan yang ditetapkan Allah SWT.. Oleh Xarena itu,
sebelum meninggal ia tidek perly memikirkan atau merencanakan sesuaty terhadap
hartanya, karena dengan kematiannya itu secara otofmatis hartanys beralih kepads shli
warisnya, baik shii waris itu suka ato tidek suka, Adenva asas [jberi dalam hukum
kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yaitu sifat hukum foreid (hukum
waris Islam) adalab ijbari, artinya merupakan ketentnan Allah dan Resul-Nys yang
menjadi kewajiban bagi setiap muslize untule mematuhinya®' Namun demikian,
dalam pelaksansannya dimunpgkinkan adanya “perdamaian™ diantara ahli waris.
Karena itu, sesual pula dengan fleksibilitas hukum Islam termasuk hukum feraidnya
dan sesuai dengan bodaya dan {oleransi bangsa Indonesia; maka pada umumnya umat
Islam di Indonesia dalam menghadapl mesalah harts bendanya, khususnys harta
peninggalan, menempuh salah satu atau Iebih disntara 3 (tiga) slternatif berikut
a) Dengan sistem hibah, artinya seseorang pada waktu masih hidup sehat, telah

membagi-bagi harta bendanya kepada ahli wacrisnya, khususnya kepada

% Arviir syacifuddin, Hukum Kewarisan Isiam, (Fakaria: Prenada Media, 2004), hlm 20,
¥ Masjfuk Zuhdi, Op. Cit., hlm. 70,
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anggota keluarga intinya (suami/istri/dan anak-anak) dengan maksud agar
harta bendanya jatub kepada oranp-orang yang memang dikchendski untuk
kesejahteraan hidupnya den sgar dikemudien bari setelah i3 meninggal,
tidakiah terjadi perselisihan diantara shli waris tentang harta bendanya, Islam
dapat menystuini sistern hibah ini, bahkan menganjurkannya, karena
mengandung unsur- positif , yakni .dapat mempererat silaturahmi, dan
memberikan kesejahteraan hidup bagi keluarga/ahli warisnya, selama hibah
itu dilaksanakan déngan adil (tidak pilih kasih), sesuai dengan ajaran Nabi
Muhammad yang tidak dibenarkan. orang tua memberi hibah kepada anak-
anaknya secara diskriminatif.

Dengan sistern wasiat, ariinys seseorang membuat pesan sccara.lisan atau
tertulis dihadapan saksi, bahwa ia memberikan sesunto kepada seorang (ahli

- waris atau bukan) ateu kepads suatu badan/lembags setelah i3 meninggal.

Ahli waris wajib melaksanakan wasiat, maksimal. sepertiga . dari harta
peninggalan. Jika lebih dari sepertiga. wasiatmya, maka.sah/iidaknya ferserah

- kepada persetujuan ahli waris. Jika ahli waris dapat setuju, kelebthan sepertiga

itu dapat dilaksanakan, Islam dapat' menyetujui sistemn wasiat ini, bahkan
menganjurkannys, karena banysk mengandong unsur positif/masiahat, seperti
halnya hibah. Perhatikan firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 180,
Dengan sistemn firaid scperti yang ielsh ditetapkan dalam al-Quran dan
Hadits, namun dalam melaksanakan Hukum Faraid ini, dimunglinkan adanya
“perdamaian”™ berdasarkan kesepakatan bersama hasil musvawarah seimua ahli
waris dengan memperhatikan rasa keadilan dan situasi dan kondisi khosus
masing-masing. Untok jelasnya, disajikan beberspa contoh pelaksanaan
hukum faraid berdasadkan kerelaan dan kesepakatan ahli waris hasil
musyawsrah sebagai berikut:

1) Semus ahli waris telah rela dan sepakat menyerahkan semua bagian

masing-masing kepada seorang 2hli waris yang mendapat kepercayaan
{pinisepuh) untuk membagi harte peninggalan vang telah dikuasakan
kepadanva, Kemudian ia mungkin membagikan harta peninggelan kepada
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semua anak sama bagiannya baik untuk anak lelaki maupun anak wanita;
atsu mungkin ia memberikan bagian waris lebih besar untuk anak-anak
yang masih studi atau masih belom bekerja daripada bagian waris untuk
mercka yang sudah selesai studinyz atau yang sudsh bekerja atau sudah
berumah tanggs dengan sukses.

Seorang stan beberapa orang shli waris melepaskan hak warisnya atas
harta peninggalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada seorang di antars
ahli waris untuk memberikan kepada abli waris lainnya veng lebih
memerlukan harta peninggalan itu,

Semua shli wars telzh: sepakat memberikan hak kepada si cucy yang
ayah/ibunya telah meninggal dunia lehih dahulu sebelum kakeknys. Dan
bagian st cucl itu sebesar bagian ayah/ibunya endai kata orang tuanyaz ito
reasih hidup pada waktn kakeknya meninggal, atau bisa juga ahi waris
semuanyy telah sepakat memberikan hak maksimal sepertiga deri harta
peninggalan kepada si cucu tersebut. Kesepakatan ahli waris tersebut
tampaknya bertentangan dengan pendapat berbagai mazhab, termasuk
mazhab syafil yang memandang si cucu tersebut gugur haknya sebagsai
ahli waris karena ada shli waris lainnya vang lebih dekst. Misainys
saudara laki-laki ayah atau ibunya (pamannya). Di lembaga peradilan
agame di Indonesia sampai kini tampaknya belwn ada yurisprudensi
mengenai kasus si cucu tersebut sebagai abli waris vang berbak menerima
bagian dari -harta peninggalan, baik afss nama warisan stau atas nama
warisan atau atas nama wasiat wajib. Hal inf mmunglan disebabkan masih
kustnya pengaruh mazhab Syafii di Indonesia. Namun dapat dikarapkan,
bahiwa Indonesia sebagai negara yang meyoritas penduduknya beragama
Islam dan yang telah maju taraf pendidikannys, kesadaran agama, dan
kesadaran hukomnya, akan segers mempunyai pedoman hukum Islam
mengenai warisan, wasiat dan sebagainya vang tak terikat dengan mazhab;
tetapi  berorientasi pada kemaslahatan umat/masyarnkat denpan
memperhatikan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.
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2.3.2. Asas Bilateral.

Dalara kewarisan menpandung arti bahwa harta warisan beralih melaiui dua arah.
Yang berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari ke dua belah pthak
vaitu pihak garis ketnrunan laki-laki dan pihak dari garis keturunan perempuan. Hal
ini dapat dilihat dalam Firman Allah SWT surat an-Nisa (IV) ayat 7,11,12, dan 176,
Dralam ayst 7 ditegaskan babrwa seorang Jeki-laki berhak mendapat warisan dari pihak
pyahnya dan juga dari pihak fbunya. Bepitu puls seorang percmpuan berhak
mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan
dasar bagi kewarsan bilateral. Dalam ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan
berhak menerima warisan dari kedus orang manya sebagaimana yang didapat oleh
anak laki-laki dengan perbandingan seorang anak laki-laki menerima sebanyak dua
kali bagian anak perempuoan. Begitu pula aysh berhak menerima warisan dari
anaknys balk laki-laki ataupun perempuan. Dalam ayat 12 ditegaskan bahwa bila
pewaris seorang faki-laki vang tidak memiliki anak, maka saudara laki-laki dan atau
perempuan berhak menerima bagian dari harta tersebut. Dalam ayat 176 ditegaskan
bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan dan bapaknyz sudah
meninggal puda. Sedang ia mempunyal savdars leki-laki dan perempuan msks
saudara-saudaranys itu berhak mendapat warisannys. Dari keempat ayat tersebut di
atas terlibat jelos bahwa kewarisan itu beralih kebawah (anak-anak), ke atas (avah dan
ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihiak garis keluarga yaitu
laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garls keluarga yaitu garis
laki-laki dan perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

2.3.3. Asas Individual
Bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan,
Masing-masing ahli warls menerima bagiannya secars tersendin tanpa terikat
dengan ahli waris yang lain. Sebaiknya selunth harta warisan yang akan dibagi-
bagi dinyatakan dalam nilai tertentu, kemudian jomlak tersebut dibagikan kepada
setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Pembagian
ini secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan waiib dilaksanakan
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oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggamya
sebagaimanga yang dinyatakan dalam Firman Allah SWT surst al-Nisz ayat 13 dan
14,

2.3.4. Asas keadilan berimbang,

Dalam bhubungannya dengan materi yang diatur dalam hekum kewarisan,
keadilan despat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan Kewajiban,
keseimbangan sniara yang diperoleh dengan keperiuen dan kegunsanya. Asas inl
mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbanngan antara hak dan
kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus
ditunaikannya. Laki-laki dan peremapuan misalnys mendapat hek yang schanding
dengan kewajiban yang dipikuluya masing-masing delam kehidupan keluarga dan
masyarakat, Dalam sistem kewarisan Tslam, harta peninggalan vang diterims oleh
ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab
terhedap keluarganya. Oleh karena itn bagian yang diteritna olch masing-masing
ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing tethadap
keluwg&nya.sz

2.3.5 Asas Kematian

Yang menyatakan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya
berlaku setelah orang yang mempuonyai harta meninggal dunia. Ini berarti bahws
hukum kewarisan Islam hanya mengenal suatu bentuk kewarisan yaitu kewarisan
akibat kematian Semata atau yang dalam perdata atau B.W disebut dengan
kewarisan abinteststo dan tidak mengenal kewarisan karenz diangkat atau
ditunjuk dengan wasiat yang dibuat pade wakiu masih hidup atau yang disebut

kewsrisan secars festament,

2.4 Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam
2.4.1. Menurut Ajaran Kewarisan Bilateral Hazairia.

e  Muhsramad Dand AR, Hukum don Peradilan Agama, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997},
126,
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Menurut Prof. Dr, Hazairin, SH. Bila dilihat dari sudut orang yang menerima bagian
harta peninggalan, maka ahli warls dapat dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu;
2.4.1.1 Dadl faraaidh
Adekalanyz kasta “dud” disebut Vdzeww!”  atan “deawil” yang artinya
mempunyai, sedangkan kata al-foracidh yang merupakan jamak dari kata ol
Farii-dha artinya bagian, >
Dengan-demikian dewd furanidh berarti ahli waris terfentu yang mendapat bagian
tertentu pada keadaan tertentu. Yang dimaksud dengan bagian tertentu disini
adalah bagian yang: sudah jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran.> Seperti 1/8,
1786, 174, 1/3, 1/2 dan 2/3.
Misalnya anak perempuan yang tidak didampingl angk laki-laki, ibu, bapak jika
ada anak, saudara perempuan dalem hal glaaloh, jandas seria duda. Dientara
orang yang telah discbutkan ini, ada yang selale meniadi Dzal faoraidk sajs yaitu
ibu, janda dan duda. Dan pada kesempatan lain menjadt ahli waris yang bukan
dzul faraaidh yaitu anak perempuan yang didampingi anek  laki-laki, bapak,
saudara laki-faki, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki.
2.4.12 Dzul garabat
Yaite 2hli waris yang mendapat bagian warisan tidsk tertentu jumlahnya atau
mendapat bagian sisa atau discbut juga mendapat bagian terbuka. Kalau dilihat
dari segi hubungannya dengan si pewaris, maka duwd garabory adalah orang yang
mempunyai  hubungan kekeluargasn desgan pewaris melatui geric laki-laki
maupun perempuaa,55 Hubungan garis keturunan yang demikian ito discbut juga
hubungan garis keturunan bilateral. Al-Quran merinei ahfi waris yang mendapat
bagian tidak tertentu {dzs! garabat) yaitu:
a. Anak laki-laki
b. Anak perempuan yang didampingi ansk laki-laki

* Ssjuti Thalib, Op. Ciz, hlm 38,
¥ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Faris Istam, (Yogyakarta: UIF Press, 2001), tim 36
5 Thatib, Op. Cit, him §7.
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¢. Bapak

d. Saudara laki-laki dalam hal kalaalah

e. Saudara perempuan yang didampingi savdara laki-laki dalam hat

kataalah.
2.4.1.3 Mawali (ahli waris pengganti)

Yaitu ahli waris yang mendapat bagian menggantikan kedudukan orang tuanya
yang telah meninggal dunia teriebik dahulo, Mereka yang meniadi mawali ini
adatah keturunan anak pewaris, keturunan sandara pewaris.

2.4.2, Menurut Ajaran Kewarisan Patrilineal S8vafi't
Sajuti Thalib menegaskan behwa penamaan kewarisan patrilineal terhadap
hukum kewarisan yang dianut oleh pengikut imam Syafi’i dan beberapa abli hukum
Islam fainnya ialah svatu pepamaan berdasarkan kesimpulan saya atas ketentuan-
ketentuan yang terdapat dalam ajaran terssbut mengenal soal-soal yang menyangkut
dengan kewarisan, .
Dilihat dari sudut orang yang menerima bagian harta peninggalan maka ahli waris
dapat dikelompokkan menjadi tiga golnng&n:ﬁy
2.4.2.1 Dzawul faraaid] yaitu ahli waris tertentu yang mendapat bagian tertentu
dalam keadaan tertentu.,
2.4.2.2 Ashabah yaitu ahli waris yang:
a. Tidak ditentukan bagiannya tetapt ia akan menerima seluruh harta
warisan zpabila tidak ada ahli waris yang deawul faracid sama sekali
atau

b. Jika ada ahli waris dzawyl faraaidh, dia aken menerima sisanya atau

% thid, him 54,
# Basyir, Op. 7, im 36-40
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¢. Apabila tidak ada sisa sama sckali karena harta peninggalen sudah
habis terbagi kepada para ahli waris yang dzawul feraaidh maka dia
tidak mendapat bagian apa-apa.

d. Ada juga yang berpendapat asebat, ialah mereka yang ada hubungan
keluarga dengan orang yang meninggal, yang berhak menerima sisa
atau seluruh harta peninggalan, misalnys anak laki-laki atau bapak
yang meninggal *

24.2.3 Daowal orhom yaitn abll warls yang mempunyai hubungan darah dengan
pewaris melalui garis penghubung anak perempuan, tetapi tidak fermasuk
golongan ahli warls Zeawul frud! dan -ashabah, Prof Hazairin menyebut ahli
waris deul arfiam ini sebapai anggota keluarga menanta laki-Iald,” sedangkan
prof Mahmud Yunus menyebutkan ahli waris dewf arhiam adelah snggota keluarga
yang mempunyai hubungan dengan ahli pewaris tetapi hubungan itu telah jauh.®
Zawud arham, berasal dari kata Zaww, vang artinya orang-orang yang mempunyai,
dan ai-arham, jamak el-rahim, yang attinya keluacga‘kerabat, Zawd arfam, ialah

" mereka yang masth ada ikaten keluarga dengn orang yang meninggal, yaog tidak
masuk ke dalam kelompok pertama dan kedua. Misalnya: kakek (bapak dari
ibuy®!

2.5, Rukun Mewaris
masalah kewarisan baru timbul apabila memenuhi rukun-rekunnya scbagai

berikut:*

2.5.1. Harus ada muwarrits

* Masjfok Zuhdi, Op.Cit,, him. 64.
* Hazairin, Op. Cit.,, him. 77.

% Muhemumed Yunus, Hukum Warisan Dalam Inlam, {3skerte, Pudtaka Muoharmadiah, 1974),
him £0.

F Masjfuk Zuhdi, Op. Cit, hlm, 64,

2 ahmad Rofiq, Figh Mawarls, {akarte: Raja Crafindo Persada, 1998), him 22-23,
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Yaitu orang yang meninggal dunis dan meninggalkan bharta peninggalan.
Syaratnya adalah bahwa muwarrits itu harus benar-benar telah meninggal dunia.
Apakah meninggal secarn hakiki, secara yuridis (hukumya} atau secara fagdiri. Mati
hakiki adalah mati yang dapat dibuktikan dengsn panca indra atan pembuktian
menurut ilmu kedokteran:

. Mati hukumya maksudnya adalah seseorang yang dinyatekan atan dianggap
telah meninggal dunia, disebabkan karena hilang dan tidak diketahui kabar beritanya,
seperti berkecamuk perang, pergi mnerantau di suatu tempat atau sustu negara. Orang
vang bersangkutan dianggap sudah meninggal sejak ada putesan pengadilan. Sesudah
itulah, kalau ada harta dan zhfi warisnya dapat dilaksanaken pembagian harta
warisan. Penetapan kematian sessorang harus oleh hakim, tidak boleh oleh ketentuan
seseorang yang tidak mempunyal wewenang runtuk menetapkanya. Matt fagdird
maksudnya, seseorang diduga kuat mati karena sesuatu sebab seperti minum racun,
dipaksa minum racun, terminum recun, dibunuh, bunuh din atas terburuh.

2.5.2. harus ada al-waris gteu abli waris

Yaitu orang yang akan mewsrisi harte warisan si mati karena memiliki
dasarfsebab kewarisan scperti Karens adanya hubungan darsh (masad) sten
perkawinan dengan si mati.>

2.5.3. harus ada af-mauruts atay o-mirats

Yaitu haria peninggalan si mati setelah dikurangi blaya perawatan jenazah,
pelunasan utang dan pelaksansan wasiat. Ketiga unsur fersebut merupakan lingkaran
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi asas yang fundamental {rukun)
terjadinya kewarisan. Jika salah satu unsurnya tidak ada, mengakibatkan iidak
berlakunya suaty kewarisan.
2.6, Syarat-Syarat Mewaris
Syarat-syarat pewarisan ada 3 (figa} yaitu 4

© Mustich Maruzi, Pokok-pakok Home Waris, (Semarang: Mujehidia, 1981), him 11
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2.6.1. Adanys orang yang meninggal dunia baik secara hakiki atay secara hukumnya,

Jadi syaratmys adalsh seseorang secara pasti telah menmingga! ateu
pertimbangan bukum.

2.6.2. Ahli waris masih hidup sccara jelas pada saat pewaris meninggat dunia, Ahli

2.6.3.

watls merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang-ditinggalkan oleh
pewaris. Perpindshan hak tersebut diperoleh. melalui jalan kewarisan. Oleh
karena Hu sesudah pewaris meninggal dunia, shii warisnya harus benar-benar
hidup.® Termasnk dalam pengertian ini adalah bayi di dalam kandungan (ol
hamly. Meskipun masib berapa janin, apabila dapat dipastikan hidep, melalui
‘gerakan (kontraksi) atau cara.lainnya, baginya berhak mendapat warisan,
Untuk. itu perlu diketahui batasan yang tepas mengenai paling sedikit dan
paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa
ianin tersebut akan dinasabkan.*

Mengetahut golongan ahli waris. Hubungan antara pewaris dengan shli waris
harus jelas, hal i} untuk mengetahui apakah ahli waris tersebut sebagai anak
kapdung, swami istri, saudara dan sebagainya. Dengan demikian dapat
ditentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris.

2.7 Penghslang Kewarisan

Dalam hukum kewerisen Islam seseorang dapat terhalang untuk menerdme

warisan atau menjadi ahii warie®

&

2.7.1. Karena Berlainan Agama

Artinya agama pewaris dengan ahli waris berbeda. Hal ini didasarkan pada
hadits rasul, rowshu Buchori dan muslim vang artinya "Orang Islam tidek

¥ Syech Mubammad Al Ash Shobuni, Hubum Warls Memuow Al-Quran dan Hadits,

{(Bandung Trgenda Karya, 15935}, hlm 16

¥ A. Rahmad Budiono, Pembaharuan Hulem Kewarisan Ixtam Di Indamest, (Baudung:

Citru Aditya Bakti, 1999), him 10,

% Rofiq.Op. Cit., him 10.
% 1hid, him 24-31.
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mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang
Islam”™
2.1.2. Karens Pembunuhan.
Pembunuhan yang dilakukan shli waris tethadap pewaris menyehabkannya
tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Hal ini sesuai
- dengan hadits Rasulullah SAW .yang artinys “Barang siaps membunuh
seorang korban, meka ia dapat mewarisinya, waleupun korban tidak
mempunysi ahli waris selain dirinys sendiri. {Begitu juga) Walaupun korban
‘itu adalah orang tuanya atan anakaya sendiri. Mala bagi pembunuvh tidek
berhak menerima warisan™
2.7.3. Karena Perbudakan
Perbudakan menjadi  penghalang mewarisi, bukanlah karema  status
kemanusiannya, tefapi semata-mata karena status formalnya scbagai hamba
sahaya (budak). Mayoritas ulama scpakat bahiwa seorang budak terhalang
untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakuksn perbuatan
hukum. Sesual dergan firman Alah SWT dalam surat al-Nahl : 75 yang
artinyz menunjukkan “dich SWT telah membuat pertmpamaan (yakni)
seorang budak (homba sahayy) yang dimilild yomg tidak dapat bertindak
terhadap sesuatupun...”. Namun pada masa sekarang ini perbudakkean sudah
tidak ada lagi.
2.8 Hak Dan Kewajiban Yang Berkaitan Dengan Harta Warisan
Ada empat macam hak dan kewajiban yang timbul schubungan dengan adanya
harta warisan:*®
2.8,1 Menyelenggarakan Pemakaman Jenazah
Biaya untuk keperluan ini, termasuk biaya untuk memandikan, mengafani,
mengangkut jenazah, menggali tanah, dan menguburnya, dibebankan atas harts
peninggalan, Bila tidak ada harta peninggalannya, maka semua biaya yang
berhubungan erat dengan keperlusn tersebut, dibebankan kepada anggots
keluarga yang berkewajiban menanggung nafkshnys. Bila tidak punya keluarga

® Masifuk Zuhdi, Op. Cit., Wim, 58-64.
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yang menanggung nafkahnya, maka segala biays uvotuk keperiuan pemakaman
tersebut menjadi tanggungan Badid Mal.

Pengeluaran biaya darl haria peninggalan untuk keperluan pemakaman
jeonzsh ity harus didahulukan atas pengeluaran-pengeluaran harta peninggalan
untuk  melunasi  butang-hutang dari orang yang meninggal itu. Dan
penyelengparasn pemakaman jenazab itu harus dilaksanakan dengan cara yeng
sederhana, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh pula kekurangan, sehingga tidk
memenuhi  ketentan  vang telah  ditetapkan olek agama. Karenanva,
penyelenggaraan. pemakaman jenazah secars berlebihan, tidak boleh bisyanya
dibebankan atas harta peningpalan, tetapi menjadi tanggung jewab anggoda
keluarga yang menyelenggarakannya. Demikian pula spabils mengundang orang
banyak untuk tahlilan, atan membaca ayat-ayat al-quran atau membaca syair-syair
dan memberikan makanan berhari-hari {misaluya 3 hari}, maka sepals biays untuk
keperiuan tersebut, {idak dapat diambilkan dari haria peninggalan, tetapi harus di
fanggung oleh anggota vang mengadakan hal-hal tersebut, kecuali teleh mendapat

. persetojuan semua ahli warls; sebab hal-ha! terscbut tidak diperintahkan oleh

agama.”

2.8.2 Pelunasan Semua Hutangnya.

Semua hutang yang dibuat semasa hidup almarbum dan belum sempat
dibayar, harus dilunasi dengan menggunakan harts peninggalannys, sckalipun
sampai habis semua harte peninggalan ifu untuk menutup semua hutangnya.
Kemudian apabila masih ada sisanya, maka sisanya inilah yang jath untuk wasiat
dan warisan. Tetapi apabila harta peninggalan itu tidak cvlup untuk menutup
hutangnya, maka hariz peninggalan dibagl untuk orang-orang yang menghutangi
mepurut perimbangan (prosentase) jumlah hutangnya kepada mereka,

Adapun hutang orang yang meninggal vang ada hubungan dengan hak Aliah,
seperti zakat, nazar, dan sebagainya, menurat mazhsb Hanafi, ahli warls tidek
wajib membayar tanggungannya kepada Allah (seperi membayar zakat atan

1.

# Yusnan Muohammad Makhlof, al-mawaris fi al Isdam, (Mesin: darol Kagub, 1954), hinn10-
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meleksanakan nazar), selama iz tidak berwasiat untok keperlvan itg, dan ia tetap
berdosa. Tetapi spabila ia berwasiat untuk memenuhi tanggungannya kepada
Allzh, maka shli waris harus melaksanakan wasiainya dengan menggunakan
maksimal sepertiga dari harta peninggalan setelah dikurangi lebih dahulu dengan
pengeluaran-pengeluaran  untuk onglkos pemakaman dan untuk pembayaran
hutang-hutangnys kepada sesama manusia. Menurut mazhab Syaili, bila orang
punya tanggungan kepada Allah dan kepada sesama manusia, dan ia mati sebelum
sempal membayamya, sedangkan harts peninggslannya tidak cukup untuk
melunasinya, maks yang wajib didshulvkan adalah melunssi tapggungannya
kepada Allzh. Ketentusn ini berdasarkan Hadits Nabi: -

Seorang laki-laki datang kepada Nabi vatuk memberitahukan bahwa saudara
perempuzmys telal nazar melakukan haji, dan ia telah matl sebelum sempat
melaksanakan nadarmnya. Maka Nabi bertanya, “Sekiranya dis punya buiang
kepada seseorang, apakah engkau membayarmnya?’. Jawabnya: “Ya".
Kemudian Nabi bersabda, "Lunaskanlah kepada Allsh, karsna huteng
(tanggungan) kepada Allah adalahi lebih bérhak (lebih wjib) untuk dilunasi™.
(Hadits riwayat al-Bukharii, Muslim, dan an-Nasai dari Jbnu Abbas).”

283 Pelaksanaan Wasiat-wasiatnya

Holum membuat wasiat im wajlh, apabila bersangkutan dengan tanggungan
seseorang kepada Allah, misalnya zakat, dan nazar yang belurn dilunasi/dipenuhi.
Dalam hat ini, ahli waris wajib melaksanakan wasiat-wasiainys, sekalipun sampai
menghabiskan seluruh harta peninggalan, Meskipun demikian, ahli warls wajib
melaksanakannya (wasiatys) maksimel sepertipa dari harta peninggalan. Kalau
wasiatnya melebihi sepertiga dari harta peninggalan, tidakiah dapat dibenarkan,
kecusli apabila ahii warisnya dapat menyetujui, atau tidak mempunyai ahli waris
samg sekali.

2.8.4 Membagikan Harte Peninggalan

" tnu al-Diba* ol Syasibani, Talsire of wesyf Hla jami’i al-Ussd min Hadite @ Resel, juz 1
{Kairo: Darui Keirn, 1934), him. 313,
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Islam {(Qur'an dan Hadits) lelah menetapkan siapa yang berhak menerima
warisan, urotan prioritasnya, dan baglan-bagian yang diterima oleh masing-masing.

2.9 Wasiat
2.9.1 Pengertian Wasiat

Wasiat berasal dari bahasas Arab vsitu kata washshoitu asp-gpyoia, ushi antinya
ausholtuhu yang dalam Bahasa Indonesia artinya “Aku Menyampaikan sesuatu,™”!
Sedangkan menurut Figh Islam bermacam-macam peogertian yang diberikan
terhadap wasiat (fesfament) atau washivyah. Wasiat berdasarkan hukum perdata
secara umum sama dengan pengertian hukum- wasiat yang terdapat dalam hukom
2 kewmsan fslam dan hukum kewsrisan Adat. Namun perbedaannya hanya pada
bentuk wasiatnya, dimana: menurut hukum Eropa (KUH Perdata) harus dituangkan
dalam suatu akia dan akta potaris (akia sutentik), sedangkan menurat hukum Islam
dan hukum Adat dapat berbentuk lisan dan tulisan, '

Perbedaan bentuk tersebut pada masa sekarang, terutama di daerah perkotaan
sudah tidak relevan, sebab pada wmumnya hampir semua lapisan masyarakat sudah
menuangkan wasiat dalam bentuk akta, misalnya dalam suatu kasus seseorang yang
beragama Islam membuat wasiat dafam bentuk akta Notaris ateu wasiat autentik,
apakah pemberian wasiat fersebut dapat disebut berdasar hukum Fropa
{menundukkan dirt pada KUH Perdata) atau berdasar hukum Islam? Jika wasiat
tersebut dikatakan berdasar hukum Eropa dengan alasan dibuat datam bentuk akta
Notaris (wasiat autentik) iaka pada masa sekarang sudah tidek bisa dipertahankan,
Terlepas dari bunyl Hadits vyang diriwayatkan Bukbard dan Muslim yang
mengatskan:”> “Hak bagi seorang muslim yang mempunyal sesuaty yang hendak
diwasiatkan, sesudah bermalam selfamz dua malam Hada lain wasiatnya itu tertulis
padn amal kebajikannya”. Wasiat adalah hak setiap musiim den merupakan

' Bavid Sakig, Op. Cit, him. 215,

7 Sulrawardi K. Labis dan Simsnjuntak, Op Cit. him 46,
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perbuatan hukum sepihak, jadi tidak memerlukan jfab kabul (serah terima) antara
pewasiat dengan penerima wasiat, karcna meninggalnya pewasiat merupakan
ketentuan dari Allzh dan tidek dapat diperkirakan kapan waktunva. Pada sast
pewasiat meninggal, misalnya saat di tengah perjalanan ¢tanpa kehadiran pewasiat),
maka wasiat yang dibuainya menurut pandangan hukem adalah sah,

Berikut beberapa pengertian wasiat menurut beberapa pendapat antara lgin
sebagal berikot: Hanafl, wasiat ialah memberikan hok memiliki sesuatu secara
tabarru (sukarcla) yang pelaksonaonnya ditanggubkan seteiah adanya perisitwa
kematian dari yang memberikan, baik sesuaty ity berupa barang maupus manfaat,
Malikiyah,

wasiat islah suatu perikatan yang menghamsken penerima wasiat menghaki

sepertiga harta peningpalan st pewaris seperinggaloya atzu mengharuskan
pengpantian hak sepertiga hartz peninggalan si pewasiat kepada st penerima
wasiaf sepeninggalannya pewasiat.”

Menurt Undang-undang Mesir (Undang-undang Wasiat No. 71 Tahun 1946), wasiat
adalah tindakan seseorang terhadap haria peninggalan yang disandarkan keadaan
setelah meninggal™

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wasiat (Yestamen) ialah suatu akia
yang memuat permyataar seseorang tewang apa yang dikehendakinya akon terjadi
setelah ia meninggal dan yang afbirnva dapat dicabut kembali 2

Menurat Hazairin memberikan definisi wasiat sebagai berikut:

“Wasiat lalah ketetspan sescorang sebelum matinya uniuk mengeluarkan
sesudsh niatinya scbagian dari harta peninggalannya untok keperluan orang-
orang dan baden-badan yang ditunjukkanuya, mungkin disertai dengan
berbagai pesan-pesan lagi untuk dan kepada ahli warisnya™

78 patchur Rahiman, Hukumr Waris Itam, {Yogyekarta: Al Maarif, 1975),hm, 203.
™ M 1dris Ramaulyo, Op, Cit., him. 304,
* R. Subeki, Op. Cir., Pasal 875

78 Hazairin, Hukum Kekefuargaan Nasional, (Jakartg; Tintamas, 1969), him. 48,
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Menurut Saefudin arief, wasiat adalah pernyataan atay perkataan orang lain kepady
orang lain bakwa ia memberikan hartanva kepada orang lain, membebaskan hutang
orang it atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaanmya setelah ia
meninggal dunia.”

Dari betbagai pengertian wasiat tersebut penulis mengambil kesimpulan
bahwa Wasiat jalah Pemberian hak (kepadg seorang stau badan) untuk memiliki atau
memanfaatkan sesuatu, yang ditangguhkan pemberian hak fersebut setelah
pemiltknya meninggal, dap tanpa disertai imbalan atay penggantian apa pun dad
pihak yang menerima pemberian hak itu.

2.9.2 Dasar Hukum Wasiat (washivyah)

1. Menurut al-Qur’an

- QS. al-Bagarah (IT) : 180. Diwejibkan atas kamu, apabila seseorang di antara karmu
kedatangan (tanda-tanda} akan mati, apabila ifz‘ mempunyei harta yang banvak,
berwasial wntuk ibu bapak dan kaum kemf}amya.?g

- GS. aleaqarah (1) : 181. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelaly ia
mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya untuk orang-orang yang mengubah.”

- Q8. al-Bagarah 1) : 182, Akan telapi barang siapa khawatly terhadap orang-orang
yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan
antara mereka, maka tidekloh ada dosa baginya®

- Q8. al-Maidah (V) © 106, Sescorang yong akan berwasiat, maka hendakiah
disaksikan oleh dua orang saksi vang adil di antara kamu ¥

- Q5. an-Nisa (IV) : V1g. Pembagian yang dimaksud dalam Q. IV : 11 huruf a
sampai dengare hurdf f Huw adeloh setelah dikelwarkan wasial ataw/ dan
}:atafzgmzagz

7 Saefudin Arief, Op. Cit., him. 32.

 Departemen Agama, 4 Ouran dan Terjemohannya, (Jakarie: Bumi Resty, 1974), hm, 44,
™ Ibid., him. 44,

%0 phid.,

M 1sid,
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- Q8. an-Nisa IV}: 12¢ wasial ataw/dan utangmu

- (8. an-Nisa (V) ; 12f wastat ataw/don wtangmu

- Q8. an-Nisa (IV) : 12t wasial ataw/dan wlangmu

~QS. an-Nisa (IV) : 176f  wasiat ataw/dar wiangmu

- QS. al-Bagarab (I} : 240. Dan orang-orang veng akan meninggal diamiara kamu
dun meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk istri (istri-istri), diberi nafkak
hingga setahun dengan tidak disuruh pindak dari rumaknya™.

2. Hadits

- Hadits, Rawahu! Tirmidzi dari Abu Huralrah RA: “Sesumgouhnva Ailah telah
memberikan hak kepada setiqy orang yang berhak dengan demikion tidak ada
wasiat kepada ahlivaris”,

- Pendapat Imam Syafii berdasarkan, Hadits Rasul SAW. Al-Daruquthay: “Tidak ada
hak untuk menerima wasiai bagi orang yong menerima pusaka, kecuali para ahli
warisnya membolehkannya. Menurat Fugeha Syiah boleh berdasarkan” (QS. al-
Bagarah (i) : 180)

- Hadits rasul rawahul Bukhari:

Allzh SWT memerintahkan sedekah kepadamu sepertiga harta untuk
menambab amal-amaimy sekalian, meka keluarkaniah sedekah itu
menurut kesukaanmu atas untuk menambah kekurangan-kekurangan
amal perbustannya pada waktu masih hidup,

3. Hukum Positif
Pasal 194 ayat 1, Bab ¥, Buku Il Komptlasi Hukum fefam, yang berbunyi: Orang
yang teloh berumur sehurang-kurangmya 21 tohun, berakal sehat dan tanpa adanya
poksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendamva kepada orany lain atou
lembaga,

Berwasiat dapat dikatakan sebagai cita-cita manosgia supaya amal
perbuatannya di dunia diakhiri dengan amal-amal kebajikan untuk menambah amal

8 ihid,,

® Ipid., him. §9.
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tabarrubnye kepada Allah yang telah dimilikinys sesuai dengan apa yang
diperintahkan Rasulullah SAW, :
2.9.3 Hukumnya Berwasiat menurut hukum Islam
1. Wajib
Berwasiat itu hukumnya waiib, apabila wasiat it untuk pemenuhan hak-hak Tuhan
yang dilalaikan oleh wasiat. Misainya, zakat yang belum dibayar, kafarah, nadzar
fldyvak, posaka, haji titipan orang, hutang-hutang dan lain-lzin. Q8. an-Nisa (IV) 1 ig
dari Ionu Hazam, Tbnu Yasir,*
2. Sunnah
Uniuk orang-orang yang tidek menerima pusaka atas untuk motif sosial, seperti
berwasiat kepada fakir miskin, anak vatim, bertujuan betfaborrik kepada Allah
menambah amal memberikan sumbangan kepads kerabat yang kekurangan dan
lembaga sosial.** '
3; Haram
Berwasiat untuk keperluan maksiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-
tempat perjudian, pencurian dan sebagainya. Lihat Q8. al-Bagarah (11} : 182
4. Makruh
Makruh hukumnya apabila berwasiat untuk Seseorang, &i‘}éisiia dengan wasiat itu
mereka ‘z'mzi}adi memiﬁki’sifv‘at yang negatif dan tambab melakokan perbuatan yang
tercela. Kalau kemudian menjadi orang baik dengan wasiat itu sunah hukumnya®
3, Mubah
" Berwasiat yang dituj ukan kepada kerabat atau fetangga yvang penghidupannya mereka
tidak kekurangan, Dalam hal borwasiat kepada ahli waris¥’, Hazairin berpendapat
bahwa boleh berwasiat kepada ahii waris dengan alasan vang mendesak karena perip
biaya pengobatan yang besar, pendidikan anak-anak yang masih kecil-kecil dan perlu

® Patchar Rahmen, Op. Cit., km 207,
*> M Idris Ramulyo, Op. Cit., kim 308
® Ibid., W 307

¥ Azhur Ahmad Basyir, Op. Cit, him. 19.
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biaya banyak untuk bizya pendidikan atau perawatan sedangkan shli watis lain sudah
cukup mampu.®
2.2.3.1 Rukun wasiat
Ada 4 macam rukun wasiat, yaiae®’
1. Qrang Yang Berwasiat (nushi)
Baligh (dewasa)
Berakal sehat {agiD)
Bebas menyatekan kehendaknya
Merupakan tindakan fabarru (derma}
Tidak dibawah curatele
Isiam
2. Orang Yang Menetima Wasiat (Musha-lohu)
a. Harus dapat diketahui dengan jelas siapa yang mencrima wasiat itu, nama

& oo TP

e

badan atau organisasi tertentu atat masjid-masjid.
b, Telah wujud (ada) ketika atau pada wakin wasiat dinyatekan ada
sehenarinya tau ade yoridis misalnya anak dalam kandungan.
¢.  Bukan tujuan kemaksiatan
3. Suatu Yang Diwastatkan (Musha-biki)
g. Dapat berlaku sebagai harta warisan atau dapat menjadi obyek perjanjian,
b. Benda itn sadeh ada (waijud) pada wakiu diwasiatkan,
¢. Hak milik pewnsiat (mushil.
4. Sighat (lapaz) wasiat
Disaratkan dengan kalimat vang dapat dipahamkan untuk berwasiat. Jjab pertanyaan
kehendak dari mushi {pewasiat mutiak). Kabul (penystean menerima dan musha lahu
atau penerima wasiat tidak mutlak). Menurut KUH Perdata (BW) Pasal 887, Wasiat
tidak memandang agsma

™ Hazairin, Op. Cit. hlm. 74.

¥ M kddis Rumulyo, Op. C#, iim. 308-309,
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2912 Batalnya Wasiat:™

1. Mushi {pewasiat) menarik wasiatnya,

2. Mushi kehilangan kecskapan untuk bertindak,

3. Mushi meninggalkan hutang vang mengakibatkan habis hartanya pembayaran
hutang (hadits ali bin abu thalib).

Musha-tain (penerima wasiat) meninggal dunia lebih dahuly dani mugshi.

Musha membunuh mushi (hadits al-darquthny)

Musha-lahu menolak wasial,

A

Musha-bihi {(sesuatu yang diwasiatkan) itu keluar dari milik mushi sebelum
meninggal,

2.9.4 Wasiat Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Dalem Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam hal adanya harta bersama,
apabila ada seseorang yang beragama Islam wafat dan shli warispys tidak mau
menggunakan hukum kewarisan Islam, misalnys karena istri dalam perkawinan
dengan harta bersama dan mempunyal ansk-anak (suami meningalkan angk
disamping isixi} bagian warisannya akan lebih besar jika menggunakan B.W. daripads
jika menggunakan hukum kewarisan Islam. Saffudin Prewiranegars menyatakan
bahwa hukum Islam dalam bidang kewarisan itu adalah volumtery law dan bukan
compulsory law,” sedangkan Notaris Ridwan Indra mempergunakan istilah vofwrary
Iaw ini dengan istilah lain, yaitu optional fow.” Bahwa sehenarnya hukum kewarisan
adafah compulsory (keharusan) kazena orang Islam harus mengikuti hukum Islam
secara keselurihan, Hal ini sebagatmana discbutkan deflam Al Quran surat Al
Bagamh (i1} ayat 208 yang berbunyl: lai erang-orang yang beriman, mosubicé
kamu ke dalam Islam secura keselurubannya, dan jangenich kamu turst fanghah-

langkah setan. Sesunggudmya seran ity muswh yang mvata bugdmu. Pengertian hak

W hid _him. 300,
# Safrudin Prawiranegars, “Hukum Kewarisan [slam®, Panii Masyarakat {April 1987} 25.

F M. Ridwan indr, Hukwn Waris Di Indonesia (Memarut BW, Dan Kompilasi Hukum
lam), (Yakarta: CV Haji Masaguag, 19933, him. 12,
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opst dalam perkara kewarisan adalah hak untuk memilih hukum warisan apa yang
dipergunaken dalam menyelesaikan pembagian warisan,” Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor:

1.

Dalarn Undang-undang No. | Tzhun 1974 tidsk mewajibkan seorang
yang beragama Islam tunduk pada hukem Kewarisan Islam karena tidak
dinyatakan dalam Undang.undang mengenai hal terschut maka tidak ada
sanksi bukum yang dapat dikenakan kepada para pelaku.

Dalam Undang-undang No. 7 Tehon 1989 Tentanp Peradilan Agama,
dalam penjelasan Umum angka 2 alinea keenam menyebutkan
bahwaSehubungan dengon hal tersebui, para pikok  sebelum
berperkara dapal mempertimbangkan untuk memilik hukum apa yeng
akan dipgrgunckan dalom pembagian warisan.” Hal inl berarti UL
masih membuka kemungkinan tentang hak opsi, hak dimana para ghli
waris memiliki bak untuk memilih bukum waris mana yang mercka
sukal untuk menyelesaikan perkara warisan mereka. Hal ini karena
berlekunya asas personslitas keislaman. Maksud dari ases personalitas
keistaman ini edalah yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada
kekussaan pengadiian dalam lingkungan peradilan apama, hanva mereka
yang miengaku dirinya pemeluk agama Islam. Sedangkan pemeluk agama
lain (non muslim} tidek tunduk kepada kekuasaan badan peradilan
tersebut.™

Namun dengan lahimya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan
atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Terjadi perubahan
dan perubahan-perubshan tersebut terutaroa mengenai hak opsi {pilih) bagi pihak

* Yunits Rosniati, “Akibat Hukum Pemberian Wasiat Avtentik Kepada Ahli Waris Menurut
Huknm Kewsdsan Istem B4 Indonesia {Putwan Pengadilan Agame Baniarmasin Nomor 320/Pd.
G199/ PA. Bjm Dan Putusen MA No. 75k/AG/1993)," (Tesis: Fakultas Flukum Magister
Kenotarintan, 20067}, him. 58,

® Cik Hasan Bisr, Peradilon Agama Di indonesia, (Jakarta: Rajaweali Pers, 1996), hm. 151,
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yang bemekare sudah dibapus sehingpa penjelasan umumbpya dan kewenangan
mengadili perkaranya dalam Pasal 49 sudah sejalen dimana dalam hal ini perkara
wasiat bagl orgng-orang vang beragama Islam menjadi Kompetensi absohut
lingkungan Peradilan Agama. Akibatnya setelah adanya Undang-undang No. 3 Tahun
2006 orang-orang yang beragama Islam tidak dapat lagi melakukan penunduken diri
terhadap hukum waris selain hukum waris Islam.

Ditinjau dari segl hukum Islam penghapusan hak opsi ini sudah sesuai dengan
prinsip kewarisan Islam. Hak opsi ini dihapuskan karena berfentangan dengan prinsip
hukum waris [slam dimana bagi orang Islam seharusnya hanva menggunakan hukum
waris Islam, namun hak opsi ini malah memberikan pilihan kepada orang Islam vntuk
menggunakan hukwm waris lain selain hukum Islam, yaite hukum waris barat atau
hukum waris adat, Penghapusan hak opsi ini semskin memantapkan penerapan
hukum kewarisan Islam kepada pemeluknya. Namun demikian M Yahya Harshap
dalam bukunya berpendapat jika hak opsi tersebui tidak tegas menunjuk kearah
pengambilan salah satu gistem tata hukum kewarisan lain, misalnya para pihak vang
menyimpang dari ketentuan jumlah porsi yang ditentuan datam hukwm warisan Islam,
dan tidak membuka kesempatan untuk memilih salah satu sistem hukum warisan lain,
maka hak opsi yang demikian masih dianggap dalam kerangka pemantapan
penerapan hukum warisan Islam®® Hal ini tentu saja berbeda dengan pengaturan
Undang-undang Nomor 7 Tahua 1989 yang dapat kita lihat perbandingannys dalam
bagan berikut ini;

BAB I
KEKUASAAN
PENGADILAN

UU No. 7 Tahun Perjelasan Atas UU No. 3 Tahun Penjelasan Atas

M. Yehys Hurshap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Perodilan Agama {Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989}, {(fekurta Pustake Karting, 1697), hal. 166
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1989 Tentang UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Ul No. 3 Tahun
Peradilan Agamna 1989 Tentang Perubahan Atas 2006 Tentang
Peradilan Agama | UU No. 7 Tahun Perubahan Atas
1989 UU No. 7 Tahun
1989
Angka 37
Pasal 49 Pasal 49 Pasal 49 Pasal 49
(1} Pengadilan Ayat (1) Pngadilan  Agama | Penyelesalan

Agama berfuga, Cukugp jelas bertupas dan | Sengketa tidak
-berwenang berwenang hanya dibatasi di
memerikss dan memeriksa, bidang perbankan
memutus dan memutus, dan | gyari’ah, melainkan
menyelesatkan menyelcsatkan juga di  bidang
perkars di tingkat perkara di tingkat | ekonomi  syari’zh
periama antara pertama antara | lainnya. Yang
Orang-orang vang orang-orang yang | dimeksod  dengan
beragame Istam di beragama Islam di | "antara orang-
bidang: bidang: orang yang
&. Perkawinan 8. Perkswinan | beragama  Islam™
b, Kewarisan, b. Waris adalal  termasuk
wasiat dan ¢. Wasiat orang atau badan
hibah, vang d. Hibah hukum yang
dilakukan e. Wakaf dengan sendirinya
berdasarkan I, Zakat menundukkan  diri
hukum g. Infag dengan  sukarela
Islam; h. Shadagah |{ kepada hukum
¢. Wakafdan dan Islam  mengenat

Pelaksanaan Pembuatan.
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sadaqeh
{2) Bidang
Perkawinan
sebagaimana yang
dimaksud dalam
ayat (1) huruf g
ialah hai-hal yang
diatur dalam atau
berdasarkan
Undang-undang
‘| mengenai
perkawinan yang
berlaku.

i

Ekonomi

syariah

hal-hal yang
menjadi
kewenangan
peradilan  agena

sesusi ketentuan

Pasal ini.
Hurufa...o.viscenn
Huruf'b

Yang  dimaksud
dengan warls

adalah penentusn
siapa yang meniadi
ahli . WHFES,
penertuan
mengens harfa
‘peninggalan,
penentuan  bagian

| masing-masing ahli

waris dan
mclaksanakan
pembagian  harta
peninggaian
tersebut serta
penetapan
pengadilan  atas
permohonan

seseorang  tentang
penenfuan  siapa
yang menjadi ahlj
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waris, penentuan

bagian masing-

masing ahli waris

Amandemen Undang-undang nomor 7 Tahun {989 menjadi Undangundang
pomor 3 tahun 2006 adalah sustu hal positif, karena Undang-imdang ini dimaksudkan
untuk memperbaiki kekurangan vang ada pada Undang-undang yang lama. Dan peran
penting pemeriniab dalam mensogialisasikan Undang-undang nomor 3 tehun 2006
sangatlah diperlukan seat ini, mengingat Undang-undang ini masih tergolong bar.
Kurangnya sosialisasi atas Undang-undang ini, menurut pendapat penulis dapat
mentmbulkan kurang efektifnya Undang-undang ini terutama mengenai hukum
kewarigan itu sendiri.

2.9.5 Wasiat Menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Iokakarya yang diadakan di Jakarta tanggal 2-5 Februari 198§ telah
menerima dengan batk Rancangan buku Kompilasi Hukem Islam, yaitu Buku |
Tentang Hukum Perkawinan, vang sekarang sudah menjadi Undang-Undang No. [
Tahuon 1974, Buku I tentang hukum kewsarisan, Boku I Tentang Hukum Perwakafan
yang sekarang telah menjadi Undang-umdang No. 40 Tahun 2006, berdasarkan
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Junt 1991, Presiden Republik
Indonesia menginstruksikan Mentti Agama untuk menyebarluasken Kompilasi
Hukum Islam,

Syarat-syarat Pemberi Wasiat, yaite:™
1. Orang vang telah berumur ysekurang-kurangmya 21 Tahun, berakal Sehat dan
tanpa adanya Paksaan dapat mewasiathan sebagian harta bendanya kepada
orang lain atau fembaga.

2. Harta benda yang diwasiatian harus merupakan hak dari pewasiat.

3. Peralihan hak terhadap barang atau benda yang diwasiatkan adalah setelah si

pewasiat meninggal dunia.

0§ thet: Pasal 194 ayat 1, 2 dan 3, Kompilasi Hokum Jsiam.
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Diephuis, Land, Meijers dan Veegens memiliki pendapat mengenasai

pengertian akal sehat, mereka berpendapat bahwa:"’

Selain daripada orang gila, juga mereka yang kehilanpan akal schat seperti
karerra sangat mabuk staw denrarn berat harus dianggap tidak cakap pula.
Apakah seorang pembuat wasiat ifu waras atau terganggu akal sehatnya,
harus dibuktikan oleh mereka yang menyangkal tidak sahnya suatu wasiat.
Notaris sama sekali tidak berwemang untuk menentukan masalah ini.
Demikian, apabila dalam surat wasiat terdapat klausul bahwa pada waktn
pembuat wasiat menandatangani surat ito ia sedang dalam keadsan schat,
tidak berarii apa-apa. Ketiadaan akal sehat dapat dibukitkan oleh saksi-saksi
dan pada waktu itu, akta itu tidak dapat ditudeh palsu,

Jadi akal sehat bukan hanya terbatas pada kehilanpan fngatan, akan tetapi juga mabuk
atau demam berst dapat dikategorikan sebagai kehifangan akal sehat, dan pembuktian
atas akal sehat pewasiat ini harus dibuktikan dihadapan pengadilan, dan notaris tidak
dapat dituntut dan akta yang dibuatnya adalah palsu 2pabils dalam akts wasiat sudah
terdapat klsusul bahwa pembuat wasiat yang menandatangani akta tersebut
menyatakan diri dalam keadnaan sehat, sadar dan tanpa pzksaan dalam membuat akta
wasiat rsebut.

Syarat sahnya peleksanaan wasiat adaleh*

1.

Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, ateu tertalis
dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris,

Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan
kecuali apabila semua shli waris menyetujui,

Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui olek semua ahli watis,

4. Pernyataan persetujuan pada poin (2) dan (3) dibuat secara lisan di hadapan

dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang sakst di hadapan Notaris

Penyebab batalnya suatu wasiat adalah:™

% Romar Andasesmits, Notaris Il Hokunt Harta Perkawinan dan Waris, (tatan Notarfat

Indonesia: Fawn Burat, 1991}, him, 248,

# Likat: Paset 195 Kompilesi Hukum Islars,

% ihat; Pasal 197 Kompilasi Hukum Isiam.
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{1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim

yang telah mempunyal kekuatan hukum tetap dibhukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mezocoba membunuh  ataw

menganiaya berat kepada pewasiat;

. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa

pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan vang diancam bukuman
lima tahun perjara atau hukuman yang lebih berat;

. Dipersalahkap dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat

untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan

¢alon penerirna wasiat;

. Dipersalabkan telah mengpelapkan atzu merusak ataw memalsukan

surat wasiat dan pewasiat.

{2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk uniuk menerima wasiat it

a. Tidak mengetehui adanva wasiat tersebut sampai meninggal dunia

sebelum meninggalnya pewasiat;

. Mengetahut  adanya  wasiat tersebut, tapl iz menolek  untuk

mensrimanya;

. Mengeiahui adanya wasiat itu, tetspi tdak permah menyatakan

menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya

pewastat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah,

Pihal-pihak veng tidak boleh menerira wasiat adalah:

i.

Wasiat fidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan
perawatan bagi sescorang dan kepada orang yang memberi tuntunan
kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecaali
ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa,'™

*0% 1 that: Pasal 207, Kompilasi Hukem Islam,
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2. Wasist tidak boleh diberikan pada Notaris dan soksi-saksi pembuat akia
tersebut.'®!

Datam Kompilasi Hukum Islam juga dikenal mengenai pencabutan suatu
wasiat apabila si pembuat wasiat menghendskinya, namun pencabutan wasiat ini
memiliki tata cara tersendiri. Tata cara yang diatur dalam Kompilasi Hukem Islam
terdapat dalam Pasal 199 yang berbunyi:

13 Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima
wasiat beluny menyatakan persetufuan atau sesudah menyatakasn
persetujuan tetapl kemudian menarik kembali.

2} Pencabutan wasiat dapat dilakukan secars lisan dengan
disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan
oleh dua orang saksi atau berdasarkan akia Notaris bila wasiat
terdahulu dibuat sscara lisan.

35 Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut
dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang seksi atau
herdasarkan akta Notaris.

4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akta Notaris, maka hanya dapat
dicabut berdasarkan akta Notaris.

Dalam hal pembuatan wasiat secara tertutup Kompilasi Hulum Islam
mengaturnya pada Pasal 203 dan Pasal 204,

Pasal 203

1} Apabila surat wasiat  dalam  keadaan  fertutup, maka
penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnys atau di
tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

2} Bilamana sustu surst wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199
maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserehkan kemball
kepada pewasiat.

Pasal 204

1. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup
dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli
waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita
acara pembukaan surat wasiat i,

2. Jika surat wasiat yang terfutup disimpan bukan pada Notaris
maks penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat
atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris

18 7hid, Pasal 208,
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atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana
ditentukar dalam ayut (1) Pasal ini.

3. Setelgh semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka
oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahken kepada
penecima wasiat guna penyelesatan selanjutaya,

Sehubungan dengan telah dicabutnys wasiat tersebut maka Pasal 203 ayat {2)
Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa surat wasiat vang dicabut itu diserabkan
kembali kepada pewasiat.

Harta warisan yang diwasiatkan mepurat ketenfuan Kompilasi Hukum Islam
hanyn boleh 1/3 (seperfiga) dari harta warisan. Apabila wasiat melebthi 1/3
(sepertiga) dari harta warisan sedangkan ahli waris ade yang tidak menyetujui, maka
wasiat banya dilaksanakan sampai 1/3 (sepertign) harta warisnya, Dalam hal harta
wasiaf vang berupa barang tak bergerak, bila karena sustu sebab yang sah mengalami
penyusuian atan kerusakan yang terjadi sehelum pewssiat meninggal dunia, maka
penerima wastat hanya akan menerima harta yang tersisa. Ketentuan wasiat sebanyak
1/3 (sepertiga) dari haria warisan ini sifatnya tidak mutigk karena selama ahli warlg
menyetujui lebib dari sepertiga Kompilasi Hukom Islam membuka kemungkinan i,
akan tetapi sampai batas berapa harta warisan yang disetujui oleh ahili warls untuk
diberikan dalam wasiat tidak digtur.

Dalam pengaturannys Kompilasi Hukum Islsm juzs mengatur peribal adanya
suat keadaen tertentu yang menyebabkan seseorang dapat membuat surat wasiat

dengan cara yang berbeda dengan pembuatan wasiat pada umumnyva.'” Keadaan
- tertentu fersebut adalah apabila dalam keadaan perang, parz angpota tentars dan
mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah perlempuran
atau yang berada di suatu tempat yang sda dalam kepungan musuh, dibelehkan
membuat surat wasiat di hadapan seorang komansdan atasannya dengan dihadiri oleh
dua orang seksi. Keadaan tertentu lainnya yvang diatur dalam Kompilasi Hukum
Islam adalah mercka yang berada dalam perfalanan melalui laut dibolehkan membuat
surat wasiat di hadapan nakhoda atau mealim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak

" Lihet: Prsat 205 dan 206 Kompilasi Hukum Isiam.
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ada, mska dibuat di hedapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua
orang saksi.

Persoalan wasiat ini apabila dibubungkan dengan persoalan pembagian harta
warisan, maka perlu terlebib dahulu memperhatikan beberapa bal barulah kemudian
harta tersebut dibagikan kepada ahli wearis sebagaimanas termnyata dalam diegram
berikut ind:

Prosgs Pelaisanann
Pembagian Harta
Peningpralan
¥ ¥ ¥ e ¥

Sumt  kelotapon  dasi Pokti WaSIat Hibak keirrangan o bela
glau serst Febernngan prg hasta pesingisien,
waris gleh pars whli inztansi yang
waris yang  diketahui
sleh fureh dan camat beswening yang
extare g waris T ad alan

tidaknye wasier vang

it oleh noteris.

PEMBAGIAN HAETA
PENINGGAAM

Hal tersebut berlaku juga dalam hal pembagian harta peninggalan berdasarkan
hukum waris barat yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
hukumn waris adat, hanya saja Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sumber
hukum positif bagi hulum kewarisan untuk orang-prang Islam di Indonesia masih
berpayung dari Instruksi Presiden {Inpres) yang kedwdukannya iebih rendah daripada
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2.9.6 Peran Notaris Sebagai Pelaksana Pembagian Warisan.

Notaris adalah salab satu pejabat pelaksana pembagian warisan,’” datam
melaksanakan tgasnya tersebut notaris harus mengikuti peraturas yang berlake di
Indonesia, Apabila dikaitkan dengan Pasal 38 ayat 2 huraf ¢ Undang-undang nomor
30 tahun 2004 tentang peraturan jabatan notaris tersebut dapat disimpuikan bahwa
Notaris adalah satu-satunyve pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat
semus akia otentik tentang perjenjian dan perbuatan hukum dan penetapan yang
dikehendeki oleh semun pihak. Dalam pengertian latn notaris berwenang membuat
sermua akia otentik kecuali ditugaskan kepada pejabat lain yang disebut secara khusus
dan jika wewenang tersebut sudah diberikan kepada pejabat lain maka notaris tidak
berwenang lagl tumtuk membuat akta vang bersangkutan. Conioh: notaris tidak
berwenang membuat akta peralihan mengenai tansh baik yang sudah bersertifikat
maupun yang belum bersertifikat, karena berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah
no. 19 fahun 1961: Perbuatan akia peralihan tersebut harus dilakukan di hadapan
Pejahat Pembuat Akta Tanah (PPATL

Contoh lain akta kelahimn dibuat olch Pejabat Catatan sipil dan notaris tidak
berwenang untuk Hu, Dalam prakeek, masvarakat diwajibsan untuk membuktikan
tindakan pernilikan atan tindaken Hukum berdasarkan pembuldizn dalarn Pasal 1867
KU H Perdata yang herbunyl “Pembukiian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-
tulisan dibawah fangar. Sclanjutnya Pasal 1868 K.U.H Perdata menyebutkan: "Suary
Akta Qtentik ialak suatu okta yang didalom beniuk yang ditentukion oleh Undang-
undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegowal umum yang berkuasa uniuk

itu di tempat di mana akta dibuatnya”,

W1 ihat Pasal 38 avat 2 bumuf ¢ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris
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Akia Notaris sebngai akia otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian

yain 104

I.

Ek.)

Kekuatan Pembuktian Lahiriah

artinya kemampuan akta itu sendirl untuk membukiikan dirinya sebagal akte
otentik, kemampuan mana tdak dimiliki oleh akia dibawah tangan,

Kekuatan Pembuktian Formal

artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam wlisan ftn,
scbagaimara yaﬁg tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa
yang diuraikan olch pejabat dalam akta itu sebapai yang dilakuvkass dan
disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu. Singkatnya akta itu
membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar
dan juga dilakukan sendiri oleh nolaris sebagal pejabat umum didalam
menjalankan jabatarnys.

Kekuatan Pembukiian Matenial

artinya akfa jtu memberikan pembuktian yang dalam tentang kehenaran dari apa
yang tercantum dalam akta ini.

Perbedaan anlara akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan

akta yanp dibuat dibawah tangan jalah; '™

1) akta otentik mempunyai tanggal yang pasti {perhatikan bunyi Pasal UUJIN
vang mengatakan menjamin kepastian tanggainya dan sefsrusnya sedang
mengenai tanggal darl akia yang dibuat dibawah tangan ldak selalu

demikiany.’™

%4 3 1.8 Lumban Tobing, Op. Chr., hin. 55-58,
2 shid, b, 56,

6 ) ihat Passl 38 avat 2 huref ¢ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jsbatan

Motariy
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23 Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal membpunyat kekuatan
eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akfa yang dibuat dibawah tangan
tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial'™

31 Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat dibawah tangan lebih besar
dibanding dengan akta otentik

Karena ity, isi keterangap yang dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar,
isinya mempunyal kepastian schagal yang sebenamya, menjadi terbukti dengan sah
diantara para pihak, dengan pezzgeﬁian:ms
a. Bahwa akfa itu, apabila dipergunakan di muka peradilan adalah cukup bahwa bagi

hakim tidak diperivkan untuk meminta tanda bukti lainnya, Disamping ttu,

b. Bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengen alat-alat
pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurat Undang-undang

Kita juga mengenal yanp disebut dengan akta para pihak (akia parryy) dan skiz
pejabat {akita refaas). Akta parti) adalsh akta yang dibuat berdasarkan keterangan dan
pengakuan para pihak dihadapan notaris, contohnya adalah kemauan terakhir (wasiat}
Sedangkan akta refaas adalah akta yang dibuat oleh notaris. Seperti: risalah rapat,
berita acara, dan lain-lain. '

Notaris merupakan satu diantaza peiabat yang dapat mengetahuinya ke dalam dan
membaniu kehidupan keluarga seseorang. Berapa banyak hubungan kekeluargaan dan
masalah kelugrga yang dipaparkan dan diungkapkan kepada notaris dimana hubungan
itu benar-benar harus diketahui oleh notaris untuk dapat diselesaikan sebaik-baikaya.
Hal su perlu, karenn hubungan kebendasn diantara para anggota keluarga tidak
terlepas dan hubungsn darah dikalangan mereka. Misalnya dalam pembuatan swat

surat wasiat, akia perjanjian kawin dan penyelesaian pensisahan dan perabagian harta

7 G.H.S Lumban Tobing, Op. C#., bhm, 56,

8 1iabib Adjie, “Kiasifikasi Akta Nowris yang Mempunyai Kekuatan Pensbuktian Scbagai
Akt di Bawah Tangan dan Batal Demi Hukum Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris (UUIN),”
hitp:/fwwy hgbibadjie comiartika KL ASIFIK AR I0AKTA pidf i2 Februari 200%.

" G.H.8 Lumban Tobiag, Op. Cir., Mim. $1-52.
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peninggalan {(P2HP). Dalam pembuatan akta pemisshan dan pembagian harta
peninggalan, notaris berperan menentukan mulal darl bagian masing-masing ahli
warls sampai dengan kepada siapa-siapa saja harts warisan ity dibagikan, Hal diatag
adalah peranan notans dalam hukum keluarga.

Sehenarnya dengan akta yang dibuatoya, nolaris sudah berperan dalam
pembangunan hukwn nasional. Sebagai contoh, gkta notaris menipakan salab satu
sarana untuk mencegah terjadinya perkara-perkara dalam bidang hukum. Dalam hal
pambangunan ekonomi petan notaris diaptaranya adalah dengan membuat akta
perianjian kredit, akia kuasa, memasang hipotik, akta jual beli dan fain-lam,

Selain Notaris pejabat lain yang berwenang untuk membuat surat Keterangan
warls adalah sebagaimana temyata dalam diagram berkut ing Y

Ryra: Keterangan

Hak Waris
Balai Harta Trsititusi Lurh dan
Peninpgalan Pomerintah Canmd NOTARER
] Feagadifan Penpadilis
[ Megss Ap#ma
; } | \
Cittings Seturah g Sesungpubnys mecka Untah;
org Arsb Wargn JHME hanya reengesahkis Fropn
don Megara beragime Reerungamt wirls yang Berikut
galongen Indonzsin isiam berrdisig purat kedrangin Tlwr
Himir a5ing kecunli bk mmcawnyis kanenn s Asing
Ll yUng orEng- gresohnt sdaish helerangon prlongan
pkan Clas crang yEng itnk werly dengon membawa Tiomg Hen
{Tiang bog} BErAEHME saks? dun orsg kemuding
g Isiam furgh resmntkans
d pernyrlicn waris iersebat
kemsdinn dibawa ke Comat

1 Iisampaikan cieh Darwani Siddie, dalam perkulishan “Tehnik Pembuatan Akia {117, pada
Fakulas Hukum Magister Kenctarian Universitas Indeonesis, di Depak, § Februari 2009.
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Dari diagram tersebut dapat dilihat bahwa yang berwenang untuk membuat surat

keterangan waris bukan hanya notaris, tetapi juga insititusi pemerintah, Balal Harta
Peninggalan, dan lurah/camat. Yang memibedakan aniara satu dengan yang lainnya
adalah subyek dari surat keterangan waris fersebut dan keterangan waris yang dibuat
selain oleh seorang Motaris memiliki beberapa kelemahan, kelemahan tersebut

misainya saja pada pembuatan surat keterangen weris yang dibuat oleh lurah atau

camal yaitu:
1

%«.)

i#}

Format keterangan waris vang diketahui oleh RT/RW, lurah, camat ini
tidak memiliki standar, karens bentuknya bermacam-macam.

Data yang terdapat dalam keterangan waris kurang akurat. Tidak terdapat
data yang berkaitan dengan wasiat. Padahal wasial adalah hal yang umum
ada di masyarakat,

Demikian pula darl sisi kebensrannya, keterangsn waris masih
dipertanyakan otentitasnyz. Seringkali apa yang tertulls dalam keterangan
warls berbeda dengan kenyataan scbenamya, seperti © tidak selurubs abli
warls tercantum  dalam  keterangan warlg, bahkan ahll warls tidak

menandatapginya di hadapan lurah dan camat yang bersangkatan.

Sedangkan Permohonan Penetapan Pembagian Harta Peninggalan (P3PH} yang

dibuat oleh Pengadilan Agama juga tidak jauh berbeda dengan surat keterangan waris

memliki beberapa kelemnahan, vaitn:
1. Terbitnya P3PH hanya didasarkan pada mekanisme dan acara singkat, artinya

tidak seperti mekanisme dan acara bagi suatu perkara {sengkeln), misalnya:
tidak dilakukan publikasi (pengumuman) secars terbuka yang fungsinya
memberi kesempatan kepada "siapa pun” (pihak ketiga) yang mungkin

mempunyai kepentingan dengan barta peninggalan yang akan dibagi tersebut.

Pengumuman ini bisa dilakukan dikentor Penpadilan Agama sctempat (yang

bersangkuian dengan status para ahli waris), di kanior kelurahan atau kantor

kecamatan maupun Ji kantor pertanzhan jika menyangkut harta peninggalan

yang berupa tanah, Pengumuran itu jugs dapat dilakukan melalui mass media

' Suefudin Arief, Op. Cir,, him. 223.
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cetak seperti sural kabur harian terutama vang beredar didaerah tempat
meninggalnya pewaris. Dilibat dari segi proses pembuatannya ini, maka isi
keteranpgan yang tercantum dalam PIPH mengandung kelemshan yang
berstfat materil.

2. Pembuatan PIPH tidek disertai dengan pengecekan di Daftar Pusat Wasiat
{Departement Kehakiman}. Seharusnya hakim agama melakukan hal ini untuk
membuktikan tentang ada tidaknya wasiat yang dibuat oleh almarhum sernasa
hidupnya, buik wasiat yang dibuat dihadapan nolaris ataupun wasiat dibawah
tangan.

3. Di dalam P3PH pada umumnya juga belum dicanunskan nilai penaksiran
fappresial) yang scharusnyva dilakukan oleh juru taksir yang profesional,
SBelama i nilai penaksiran yang dilakukan oleh “orang” atas haria
peninggalan hanya didasarkan atas kesepakatan para ahli waris saja (Pasal 187
KHI), artinya hanya bersifat kekeluargaan., Seharusnya jika penaksiran
dilakukan oleh orang atau badan yang profesional dan netral (tidak berpihak
pada kepentingan salab satn aldi waris), maka skau diperoleh nihu penaksiran
yang akurat dan obyektif

Penpadian Agama, Lurah atav Camal dan Balsi Harta Peninggalan memiliki
kewenangan yang sama dengan Notaris dalam hal pembuatan surat keterangan Waris
namun seperti vang dipsparkan sebelumnys surat Keterangan warls, ataupun
Permchonar Penetapan Pembagian Harta Peninggalan (P3PH) memiliki kelemahan,
hal ini bisa disebabkan oleh karena belum ada Undang-undang atsupun peraturan
pelaksananys vang mengatur ataupun bisa disebsbkan karena pejabat-pejabat tersebut
(lwrsh/camat atay hakim) belum memiliki cukup keahlian yang diperiukan untuk
menjalankan jabatannys tersebut sepertl yang dimiliki olels seorang notaris.

Seorang notaris dalam menjalankan Jabatannya barus memilikd pengetahuan
teoritis vang didapat selama menempub pendidikan Magister Kenotaratan pada
smiversitas yang mengadakan program untuk g dan kemudian pengetahuan yang ia
dapatkan tersebut diterapkan ke delam prakiek begitu ia terjun ke masyarakat. Notaris

berwenang untuk membuat akta otentik menpenai semua perbuatan, perjanjian dan
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penetapan  yang dihaeuskan oleh statu  peraturan umum  atau  oleh  yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam soatu akta otentik seperti dalam
pembuatan akta wasiat. Diantara akta-akta yang dibuat oleh notaris adalah:''?
1. akia ijin kawin (Pasal 35 dan 71 BW)
akia perjantian kawin (Pasal 147}
akta hibah (Pasal 176 BW)
akia pembagian dan pemisahan harta (191 BW)
akta pengangkatan sahnya anak (Pasal 253 dan 256 BW)
akta wasiat umum (Pasal 538 BW}
akta pendivian PT, CV, dan Firma
skta perjanjian umim
dan masih banyak akta lainnya yang jumlahnya sekitar 150 akia.
Wasiat merupakan perbuatan hukumn sepihak {merupakan pernyataan sepibak),

PN A w0

Jjadi wasiat dapat dibuat tanpa kehadiran peneriima wasiat dan dapat dilekukan dalam
bentuk tertulis, karena untuk memberikan kepastiar dan perlindungan hukum bagt
pemberi wasiat, pensrima wasiat, dan pihak ketiga, misalnya saja para kreditur. Salah
satu cara wntuk membenkan kepastian dan perlindungan bukum bagi para pihak
tersebut adalah dengan jalan membuat wasiat dalam beatuk akia otentik secara
notarial baik dibuat oleh notaris atav disimpan dalam protokol notaris.

Protokel notaris adalah kumpulan dokumen vang merupakan arsip negara yang
harus disimpan dan dipelthara notaris.'"? Undang-undang membebankan tugas kepada
seorang notaris, dimana fuges ini merupakan tanda pemberian kepercayaan dan
pemberian kekuatan pembukiian kepada skta-akta vang dibuat oleh nolaris. Sebab
Jika tidak demikian untvk apa menugaskan kepada notans ealuk "membenkan
keterangen dart semua apa yang notans saksikan di dalan: menjalankan jabatannya

atau antuk mengkonsiatir secara ofentik apa yang diterangkan oleh para penghadap

V2 iaid him 38.

'Y 1.ihat Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 30 Tahan 2004 Tentang Sabatan Notaris,
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kepada notarls dengan permintaan agar keferangan-keterangan mereka  itu
dicanturnkan dalam suaty akta” dan menugaskan mereka membuat akta mengenai itu.

Akia otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, ini berarti bahwa akia otentik
mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekat pada akta itu
sendiri, sehingga alat pembuktian yang lain fidak perlu lagi. Akta otentik
membuktikan sendirl keabsahannya seperti yang lazim dalam babasa Lafin: “acta
publica probant sese ipsa” apabila swatu askia kelibatanya sebagai akta otentik,
artinya menandskan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari
seprang pejabat wmum, maka akta iiu terhadap setiap orang disngpap sebagal akta
otentik, sampai dapat dibuktikan bakwa akta itu adalah tidak otentik' ™

Suatu akta ofentik, apabila dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup dan
hakim tidak diperkenankarn untuk meminta tanda pembukiian lainnya di samping i,
Walaupun pada smunmnya yang dianut dinamakan vrife hewijstheorie, yang berarti
bahwa kesaksian para saksi misalnya tidak mengikat para hakim pada alat bukti ity,
akan tetapi lain halnya dengan gkta otentik, dimana undang-undang mengikat hakim
pada alat bukti itu'" Sebab iika tidak demikian, apa gunanya undang-undang
menynjuk notaris yang ditugaskan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukt jika
hakim dapat begitu saja mesgenyampingkannya,

Ada yang berpendapat warisan tidak terpolong sebagai pemindahan hak dan
pemilikan merupakan kelanjutan saja dari pewaris kepada ahli warls, Untuk balik
nama karenz warisan kepada ahli waris itu tidak diperiukan akia peiabat, cukup
dengan keterangan warls vang dibuat oleh abii waris sendiri yang diketahui/disahkan
olel turah dap camat atau Pengadilan Negeri. Akan tetapi bila diantara ahli waris itu
langsung membagi warisan yang diperolehnya itn maka dipecdukan zkis pembagian

warisan, ' 16

"M G 3.8, Lumban Tobing, Op. Cit., him 35
'3 thid, him. 61,
119 11abib Adjie, Loc. O,
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Penjualan tanah oleh para ahli waris dimnana tanah itu sudah terdaftar atas nama -
pewaris, maka pembuatan akta jual-belinya harus ditanggubkan sampai tanah itn
dibalik nama dulu ke sias nama para ahl waris, Untuk tanah yang belom terdaflar
ditanggubkan sampai dengan ditunjukkannya surat keterangen warisan. Balik
namanya dilakukan bersama dan pewaris kepada ahli waris dan kepada pembeli.

Dalam hal warisan inl, orang-orang WNI ketorunan bangsa Eropa dan juga WNI
keturunan Cina masih tundok kepada hukum barst yaite hukam Perdata (BW),
sedang bagi WNI keturunan Arab dan Timur Asing lainoyz mungkin masih menganut
hukum warisan negara leluburnya, Demikian maka sebelum susty akta jual beli
dibuat dimana vang melepaskan hek itu terdini dari para ahli waris dari pewaris yang
masih terdafiar sebagal pemegang hak atas tanah itu, maka bagl warga yang tunduk
pada hukem Barat (B.W.} hendaknya dimintakan dahulu, surat keterangan warisan
vang dibuat oleh seorang notaris. Untuk warisan WNI keturunan Arab atan keturunan
Timur Tengal lainnya dibutuhkan surat keterangan warisan dari Balal Harta
Peninggalan (Weeskamer). Sedang bagi Warga Negara Indonesia asli, sebelum
berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 cukup membual sural Keterangan waris yang dibuainya
sendiri dengan disaksikan hurab dan dikuatkan oleh camat atau bila perlu oleh
Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Sedangkan sekarang bagi Warga Negara
Indonesia vang beragama Islam hanya boleh meminta ke Pengadilan Agama saja.

Kedudukan notaris dan PP.AT seperti yang tergambar dalam diagram, jupa
mempunyai  kaitan  erat  (signifikasi) depgan pelaksansan pembagian harez
peninggalan secara damal (diluar penpadilan/mon legitasi) tferhadap orang yang
tunduk kepada hukum perdats barat (BW) maupun orang asli Indonesia yvang tunduk
kepada hukum adat. Apabila selama ini berkembang anpgapan wmum bahwa profesi
notaris hanya diperiukan oleh mereka vang tunduk pada hukum perdata barat {BW},
sebenarmya anggapan semacam itu tidak selalu benar lterutama sctelah berlakunya
Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukom Islam vang bersumber dari

huku Islam. Jauh sebelum adanya K.U.H Perdats al-Quran telah tertebih dahalu
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mengatar mengenai adanya profesi notaris, sebab ketika al-Quran diturunkan, jabatan
Notaris belum ada di negeri-negeri Barat.!? '

Al-Quran mengatur mengenai hal ini dalam QS. al-Bagarsh (I} avat 282 dan 283
dimana dinyatakan dengan tegas bahwa agama Islam bukan semata-mata mengurus
scal ibadal dan puasa saja. Kalan soal-seal wusen sw'amalah atau kegiatan
hubungan diantara manusia dengan manusia yang dinamal hukum perdata, sampai
begitu jelas disebut di dalam surat al Bagarah (ID) ayat 282, Dalam Islam tidak ada
pemisahan antara urusan negara dari dalam agama. Islam menghendaki hubungan
yang lancar, Hadist mengatakan: Ticek merusak dan iidak kerusakkan”, di orntara
manusia dengan manusia.''®

Adanya peraturan "penulis” dalam al-Quran, di negmra vang teratur telah
menjelma jadi "Notaris”, dan saksi memang jadi alat pelengkap dari seorang Notaris,
dan Notaris wajib menuliskan apa sufe syarat yang dikemukakan ¢leh  vang
bersangkutan, dan notaris dan saksi fu tidak boleh disusabikan, artinya hendakish
dibayar. Dan ayat 282 Surat Al Begaral (II) ini menguatkan lagi babwa kalau
pembayaran Notaris dan sakst tidak diperhitunghkan termasuk Hu suaiu kedorhakaan
dalam agama. Peraturan Notareele acte telah Kita terima sebagal pusaka yang baik
dari pemerintahat penjajahan yang kita gantikan,'"”

Surat Al Bagarah (II) ayat 282 dan 282 mewmerintabkan supaya perjanjlan vang
dilakukan oleh kedua belah pihak dituliskan dengan terang oleh penulis yang pandai
dan bertanggung jawab. Dan apabila  diuraiken bunyi ayat satu demi satu akan
ditemukan mengenal pengatuzan profesi Notaris
1. “wahai orang-orang yang beriman! Apabila komu mengadakan sustu perikaian

hutang piutang buot diperubi suaty masa terientu maks twlisalah dia. ' (pangkal

avat 282)', Tujuan ayat ini adalah kepada sekalian orang yang beriman kepada

U7 abdabmulik Abdutkarim Amruilah (Hamba), Tafir Al-dshar Juzr' i, Cet kee3, {Jakeria:
Panji Masvarskat, [982), lim. 109,

WA shid.

" thid .
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Allah, supaya hutang piutang ditulis, ituiah dia yang berbuat sesuatt pekerjaan
“karena Allah”, karena perinizh Allah dilaksanakan. Sebab itu tidakiah layak,
kavena Derbaik hati kedua belah pihak, lalu berkata tidak perlu dituliskan, karesa
kita sudah percaya mempercayal, Padahal umur Kedua belah pibak sama-sama di
tangan Allah, St A mati berhutang, tempat berhutang menagih kepada ahli
warisnya, ahti waris (para ahli waris) bisa mengingkari hutang it karena tidak
ada sural perjanjian.

. Perlunya seorang penulis: "Hendaklah menulis diantara kamu seorang penulis
dengan adil.”'™' Penulis yang tidak berpihak-pihak, yang mengetahui, menuliskan
apa-apa yang minta dicatatkan oieh kedua belah pihak yang beranji dengan
selengkapnya, Kalau hutang wang kontan, hendakiah sebutkan jumlahnya dengan
terang, dan kalau pakai agunan hendeklah tuliskan dengan jelas apa-gpa barang
yang diagunkan ilu,

" Dan janganiak enggan seorang penulis menulishon sebogai yang diajarkan oleh
Allgh " Kata-kata ini menunjukkan pula bahwa si penulis ite jangsn semate-
mata pandai menulis saja, selain dari adil hendakiah dia mematuhi peraturan-
peraturan Allah yang berkenaan deéngan wusan hutang piutang, Misalnya tidak
boleh ada riba, tetapi sangat dianjwkan ada Qwdhan Husanon, yaitn ganti
kerugian yang layak. Seumpama hidup kita di zaman sekarang memakai uang
kerfas yang harganya tidak tetap, sehingga orang vang meminjamkan uangnya
lamanya sate tahun, nyats sekali merugikan bagi vang meminiamkan. Niscaya st
penulis ada juga hendaknya pengetabuan tentang hukwm-hukum peraturan Allah.
Sekali-kali fidak bolen si penulis itu enggan atau segan memuliskan, meskipun
pada mulanya hal yang akan dituliskan ini kejihatannva kecil saja, padahal
dibelakang hari bisa jadi perkara besar. "Maka hendakiah dia menuliskan.” kata-
kata ini sebagai Ta '%id penguat perintah yang telah dinratkan di atas.

8 spid hlm 103,
R rhid

W hid
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4. kewsjiban orang yang bersangkutan © "Dan hendaklah merencanakan orang yang

ni23 vang berkewaiiban atasnya adalah terutama si

berkewajiban  atasnya.
berhutang dan si berplutang atau seumnpama si pengupah membuat rumah kepada
tukang atau pemborong membuat rumah .

5. "Dan hendaknya dia teket kepada Allah, Tuhannya dun janganlah  dia
mengurangi sedikitpun dari padanye.”® akhimya seketika menjelaskan bunyi
perjanjian kedua belah fihak wvang akan ditulis hendakleh dengan hati jujur,
dengan ingal kepada Allah, jangan sampai ada yang dikurangi, artinya yang
dikemudian hari bisa jadi pangkal selisih, karena misalnya sslah penafsiran
karena memang disengaja hendak mencari jalan “membebaskan diri” dengan cara
yang tidak jujur,

6. Dari hal wali: "Maka fika orang yang berkewafivan ity seorang safif atau lema?s
atou dia Hdak. songgup merencanckon moaka endokiah walinpa  vang
merencanakan dengan adil. "' di dalam kata ini terdapat tiga macam orang vang
bersangkutan, tidak bisa turuf menyusun surat perjanjian. Pertama orang safih,
kedua Dha'f, ketiga tidak sanggup, Orang safih jalah orang yang ftidak panda
mengatur harta bendanya sendirt, baik karena borosnya atau karena bodohnya,
Palam hukum Islam, Hakim berhak memegang harta bendanya dan memberinya
keperluan hidup dari harta iu. Karena kalau diserabkan kepadanya, beberapa
waktu saja akan habis. Orang yang dha'if (lemah) ialah anak kecil yang belum
pamayyiz atau orang tua yang telah lemah ingataniya, atau asak yatim kecil yang
hidup dalam asuhan orang lain. Orang yang lidak sanggup memuabual rencana
adalah orang vang bisy artaw gagap atau gagu. Pada orang-orang yang seperti
ketipa macam itu, hendaklah walinya, yaitu penguasa yang melindungi mereka
tampil kemuka menyampaikan rencansa-rencana yang mesti ditulis kepada penulis
tersebut. Dan si walt itupu wajib bertindak yang adil.

2 bid,
124 mhid

2 thid.
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7. Dari hal dua saksi: "Dan hendakalah kamu adakon dua saksi dart laki-laki
ke, "'*® Disind dijelaskan dua orang saksi laki-laki. Meskipun disini tidak
disebutkan bahwa kedua saksi Hu mesti adil, dengan sendirinys tentulah dapat
difahamkan bahwa keduanya tentu mesti adil, kalau pada penulis dan wali sudah
disyaratkan berlaku adil. Dalam kata "syahid” sudah terkandung makna bahwa
kedua saksi itu hendakiah benar-benar mengetahui dan menyaksikan perkara yang
tengah dituliskan itu, jangan semata-mata hanya hadir saja, sehingga kalau perlu
diminta keterangan dari mereka dibelakang hari, mereka sanggup menjelaskan
sepanjang yang mereka ketahni. Abdulmalik Abdulkarim Amrullah berpendapat
bahwa dibolehkan untuk mengambil sgksi yang bukan beragama lslam, asal dia
acdil dau jujur, dan mengetahni duduk perkara yang dituliskan mengenai perjanjian
TR

8. "Tetapi jika ridet ada dua loki-laki, make (Bolehlah) seorang laki-laki dan dua
perempuan, di anmtara seisi-seksi yang kamu  sykai. “28 P viung kalimat
dikatakan “di antara ssksi-saksi yang kamu sukal” yaitu yang disukai atas
disetujui karena dipercaya kejujuran dan keadilen mereka, tetapi meskipun
banyak laki-lald, padahal mercka tidak disukai, bolehlah diminta menjadi saksi
dua orang akan ganti dari seorzng saksi laki-laki adalah: “"Supaya jika seorang
diantara {perempuarn) ity keliry, supayva diperingatken oleh yang seorang lagi.”

8. “Dan janganlah enggan suksi-salsi vpebila mereha diundung (odi saksi), gl

Maka apabila saksi it diperdukan, terutama dalam permulaan mengikat janii dan

membuat surat, janganish hendsknya mereka enggan, malahan dia termasuk

amalan yang haik, yaitu turet memperlancar perjanjian antara dua orang sesama

Istam, Dia hanya boleh enggan kalau menurut pengetahuannya ada lagl orang

lain yang [ebih tau soal duduk perkara dari pada dirinya sendin. Adapun kalan

% 1hid,.
R ihid .
2 rhid, him 165,

% thid. hlm 106
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dikemudian hari terjadi kekacauan, padohal namanya sudab terturut menjadi
saksi, sedang dia berhalangan buat datang, tentu salahnya sendiri.

"Dan janganloh kamu femu memdiskannya, kecit aiaupun besar, buat dipenuhi
pada masarya. """ Karena sebegsimana  dikatakan tadi kerap kali hal yang
mulanya disangka kecil kemudian hari ternyata syukur ia telah tertolis, karena ia
termasuk soal yang besar dalam rangkalan peganiian itu. “Yang demikian itulah
vang adil disisi Allah, dan lebih teguh untuk kesaksian, dan lebih dekat untuk
tisdak ada keragu-raguan ” Dengan begini, maka headilan di sisi A4liah
terpelihara baik sehingga tercapesi yang benar-benar "harena Aliah”, dan
apabila dihelakang hari dipersaksikan lagi, sudah ada hitams diatas putih tempat
herpepang, dan keragua-raguanpun hilang, sebab sampai yang sekecil-kecilnya

pun dituliskan.

. Penjuaian tunai tidak perlu ditclis: "Kecundi perdagangon tunai yang kamu

udakan diantara kamu, maka tidaklah mengapa kamue tidek tuliskan, " Sebab
sudak timbang lerima berbadapan, maka jika tdak dituliskanpun tidak apa. Tetapi
di zaman kemajuan seperti sekarang, orang berniaga sudah lebih teratur, sehingga
membeli kontaypun dituliskan orang juga. Sehingga si pembeli dapat mencatat
berapa uangnyz keluar pada han ita dan si penjual dapat menghitung penjuaian
barang yang laku dengan sempurna. Tetapl yang semacam i sparg’, kalau

dikatakan tidak mengapa, tandanya ditulis lebth baik,

. "Dan hendaklah kamu mengadakan saksi jika kanwu berjrat beli”™ Inipun untuk

menjaga jangan sampal setelah selesal agad jual-beli, ada diantara kedua belah
pihuk vang merasa dirugikan. Apalagi terhadap barang-barang yang beser, tanah,
rumah, mobil, kapal, dan schagainya.

R/
B rhig

B2 rhid .
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“Dan tidak bolek dipersusahkan peruiis dan tidak pula saksi. #133 Teranglah yang
dimaksud disini adalah perbelanjaan atau ganti kerugran bagi si penulis dan saksi
di dalam manuliskan perjaniian-perjanjian i atau menyaksikannya, Sebab hal ini
meminis tenags mereka dalam hal untung rugi orang. “Karena kalau kamu
berbuat begity, maka vang begitu adalah suatu kedurhakaan pada diri kamy
masing-masing.” Ini adalah tuntunan dan peringatun kepada pihak vang membuat
perjanjizn. Apakah pantas tenaga orang diminfa uniuk sembarang kedurhakaan
dan aniaya? Tidaklah salah sebelurn memboat perjanjian, diadakan tawer
racnawar dengan si penulis dan saksi. Ataupun sebagal Notaris zarman sekarang
mengadakan ukuran tarif tertenty pada perkam-perkara yang diperbuat surat
perjaniiannya di hadapan mereka.

Dan sebagai penutup berfirmantah Tuhan: “Dan hendakieh kamu berrakwa
kepada Allah, dun Allah akan mengejer kamu”'™ Ariinya bagaimana besar,
scbagaimanapun Keeil perjapjian yang kamu ikat tw, namun safu hal jangan
diabaikan. Yaiu dengan Tuban, baik oleh si penulbs, ataupun oleh saksi-saksi,
ataupun  oleh  wali  yang mewakili mereka-mereka yang tidak dopat
mengemukakan rencana tadi. Apaksh lagl bagi pthak yang hulang piutang
keduanya, Insyediiah urusan ini tidak akan sukar, fnspadiloh tdak akan tegadi
kesulitan di belakang hari, malahan kalan ada kesulitan, Tuhan akan member
petunjuk jalan yang sebaik-batknya. Tetapi kalau takwa sudah muls! hilang dari
salah satu pibak, mudah sajalah mengacaukan pexjanjian slang piutang yaog telah
dituli tu. "Dan Ailah atas tiap-tinp sesuatu adaleh Maha Mengetahui.” (Ujung
ayat 282). "Dan jika kamu di dalam perjalanan.” (pangkal ayat 283). Di dalam
musafir, "Sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah hkamu
pegang barang-barang agunan. > Artinva pokok pertama, baik ketika berada di
ramab atau di dalam perialanan, hendakizh perjanjian butang piviang dituliskan.

2 ahid Rlm 167,
34 by,

B 1pid  him 108
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Tetapi kalau terpaksa karena penulis tidak ada, atau sama-sama terburu di dalam
perjalanan diantara yang bechitang dengan vang berpiutang, maka ganti menulis,
peganglah oleh orang yang memberi hutang itu barang agunan, gadaian, atau
horg, sebagal jaminan dari pada uangnya yang dipinjam atau di hwang
“Tetapi jika percava yang sefengah komu kepada yang setengah, maka
hendaklah orang yang diserahi amaenat itu memunaikan amaenatnya  dan
hendaklah ia takwa kepada Allah, Tuhennya "' Misalnva si fulan berfutang
kepada temannya ilu Rp 1.000,- janji hendak dibayar dalam masa tiga bulan, dan
untuk menguatkan janji digadaikannya sebentuk cincin yang biasanya harganya
berlebth dari pada jumiash hutangnyas. Maka hendakish kedua belah pihak
memeull jant.

Dhari kedua ayat al-Quran tersebut menggambarkan bahwa dalam agama Islam
tidak membedakan antara urusan agarna dan negara, antara negara dan agama harus
saling berkesinambungan. Sedangkan mengenal pembayaran atas jasa notaris selaku
pejabat negara dan saksi dalam ayat itu juga dinyatakan dengan tegas bahkan dalam
ayat itu disebuikan apabila jasa notaris dan saksi tidak dibayarkan merupuakan
penistaan ferhadap agama. Sehingga dapat penulis simpulkan bahws orang Islam
telah mengenal dan bersilat fleksibel terhadap perkembangan profesi secrang notaris
serta raenurut pendapat penulis, ayat i dapal dijadikan schagal penguat atas
ketentuan delam Kompilasi Hukum IGslaim bagi orang-crang Isiam yang akan
membuat akia wasiat untuk membuatnya dihadapan seorang notacis.

Profesi seorang potaris dalam Islam seperti uraian diatas sangat penting perannya,
Dalam hal kewarisan Islam peran notaris ini diatur dalam Kompitasi Hukum Islam,
sebagaimana yang telah diuraikan dalam beberapa Pasal, yaitw

1. Pasal 19§ ayat {1}; wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi,

atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan netaris

2. Pasal 19§ ayat (4); pernyatzan persetujuen pada eyat (2) dan {(3) Pasal ini

dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.

3 1bid.
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3. Pasal 199 ayat (2); pencabutan wasint dapat dilakukan secara lisan dengan
disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang
saksi atau berdasarkan akta nolans bila wasiat terdahuly dibuat secara lisan

4, Pasal 192 ayat (3); bila wasiat dibuat secara tertulis, maka disaksikan oleh dua
orang saksi atau berdasarkan akta notaris,

5. Pasal 199 ayar (4); bila wasiat dibust berdasarkan akta notaris, maka hanya
dapat dicabut berdasarkan akta notaris.

6. selanjutnya feniang tata cara penyimpanan surat-surat wasiat disebut dalam
Pasal-Pasal: 203, 204, dan 208 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal-Pasal tersebui diatas dengan jelas discbutkan bahwa notaris mempunyal peran
yang penting dalam jabatannya dalam bidang Kkewarisan, khususnya sebaga
pelaksana pembuatan dan pencabutan wasiat bagi orang Tslam.

Selain dalam Undang-undang Peradilan Agama, Kompilast Hukum I1slam dan Al
Curan, ketentuan hukum lsinnya yang memperkuat bahwa Jasa Netaris bukan hanya
dipergunakan bagi orang-orang yang tunduk padan K.UHPerdata tapi jugz bagi
orang-orang Islam adalah Undang- Undang Nermor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan
Jabatan Netaris Pasal 16 UUIN huruf D berbunyi »Dalam menjalankan jabatunnya
notaris berkewafiban memberikan pelayanan sesuai dengan keteniuen dalam
Undang-undang ini, keewall ada alosan wuntuk menolaknya.” Dengan demikian,
Notaris dilarang menolak klien tanpa dasar hukumn yang dibenarkan. Hal ini berarti
fika ada klien yang datang kepada Notarls meminta membsagi harta peninggalan harus

dilavani dengan ketentuan yang berlaku

29.7 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat, ™’
2.8.7.1 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Proses Pembuatan Akia Wasiat

Notaris harus berupaya mengetahul bahwa identitas dan keterangan para
pihak (pihak) dalam akia ndalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh
keterangan-keterangan itu dari Karts Tanda Penduduk (KTP), paspor, atau surat-surat

®7 Yurika Florin Candrata, “Tanggung Jawab Netaris Terhades Pembualan Akls Wasiat
{Analisa Kasus Berdasarksn Keputusan MA No. 387/PK/Pdr2007)” Tesis Magister Kenotariatan
Universitas Indonesis, 2009}, blm. 4[-49.
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lain dari orang-orang yang bersangkutan serta meminta informasi. Hal ini penting
bagi Notaris untuk meyakinkan dirinya, bahwa orang yang datang menghadap
kepadanya itu benar-benar adalah sama dengan orang yang namanya dicanturnkan
dalurm aktanya itu sebagatmans orang itu juga dikenal dafam masyarakat, '
Berdasarkan Pasal 36 a PN, para notaris wajib untuk membuat dafar,
dalam mana dicatat menurut uritan pembustan akfe-akta yvang disebut dalam Pasal |
Ordonansi Pusat Daftar Wasiat, yang mereka buat tiap-tiap bulan. " Mengenai hal ini
Undang-undang Jabatan Nutaris juga mengatur hal yang sama, dimana pengaturannya
terdapat dalam:'*®
I, Pasal 16 ayat 1 hurof b © membuat daftar akta yvang berkenasan dengan
wasiat menurut Urutan waktu pernbuatan akta setisp bulan”
2. Pasal 16 ayat | huwf - “mengirimkan daflar akta sebagsimano dimaksud
dalem huruf h atau daflar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daflar
Pugat Wasiai departemen vang tugas dan (anggung jawabnya di bidang
Kenotariatan dalam waktu 5{lima) hari pada minggu pertama setiap bulan
berikutaya,
3. Pasal 16 huruf i@ "mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman dafiar
wasiat pada setiap akhir bulas.
Sedangkan menurut Pasal 37 Peraturan Jabatan Notaris Notars mempunyai
kewajibar lain yaitu:

Secrang notaris juga mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada
vang berkepentingan tentang adanya surat wasiat yang disimpan olehnys,
dan dalam tempo 1 bulan setelgh diketahui meninggalnya si pewaris, notaris
tersebut menyampaikan salinan lengkap dari sural wasiat itu kepada Balai
Harta Peninggalan di doerah hukumnya,

(51,8 Lumban Tobing, Op. Cie,, him. 178-179,
29 Akta-akia yang dimaksudlan dslam Pasal fersebut ialah akis-akta yang berisi kehendak
terakitiv  dan hibah mengenal selurih atan sebagion dari harta pemberi hibsh dan semus akiz yang

berisi pencabutan kemhali dari kehendak terakhir atau dengan akta mans sesuatu surat wasiat nlografis
dizmbsil kembali oleh yang bersangkutan,

% Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Jabatan MNotaris
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Formatitas mengenai prosedur pembuatan suste akia wasiat harus dilaksanakan
dengan tepat, jika tidak maka wasiat tersebut batal menurut UU Jabatan Noteris dan
Kompilasi Hokum Islam, dan untuk itu seorang Motaris yang mempuat akta wasiat
tersebut dapat dimintakan perlanggungjawabannya.

2.%.7.2 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Wasiat

Akta wasiat adalah merupakan akta partij, dengan demikian maka isi akta wasiat
{atau segala apa yang diperjanjikan para pihak di dalam akia} dan segala akibat
hukumnys bukaniah menjadi tangpung jawab notaris karena notaris hanya
mengkonstantir keterangan atau kemauan para pihak dan menuvangkannya ke dalam
suatu akta, Sedangkan wasiat merupakan penjabaran danpada pengakuan hukum
terhadap kebebzsan rmanusia khususnys terhadap harta miliknya, tetapi terhadap
kebebasan tersebut Kompilast Hukum Islarmm memberikan pembatasan-pembatasan,
Batasan tersebut antara lain bahwa pemberian wasiat maksimal sepertiga dari harta
yang dimiliki pewaris. " Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkan secara
tegas masa perhitungan sepertiga wasiat, {efapi secara tersirat dapat ditagaskan balywa
sepertiga tersebut dibitung dart semua harta peninggalap pada saat kernatian orang
vang berwastal. Penegasan ini penting scbab tidak jarang wasial itu ierjadi jauh
sebelum orang yang diberf wasial im meninggai dunia, sehingga bhanyak tenadi
penyusutan atau penambahan harta milik orang yang memberi wasiat pada saat ia
meninggal dunia. Selain dan i, Pasal 200 Kompilast Hukom Islamm memberikan
penielasan bahwa harta wasiat yang berupa barang isk bergersk bila karena suatn
sebab yang sah mengalami penyusutan, atau kerusakan yang wrjadi sebelum pewasiat
meninggal dunia, maks penerima wasiat hanva akan menerima harla tergiss.

Berkaitan dengan rahasia jabatan, notaris tidak saja wajib merahasiakan sebatas
pada apa yang tercantum atau tertuang di dalam akta, akan fefapl jusa segaia apa yang
diketahui dan diberitahukan kepadanya dalam rangka pembuatan akia sesuai isi

suenpah jabatan notaris, bahwa notanis di dalam menjalankarn tugas dan fongsinya

W11 ikt Pasal 201, Kompifasi Hlum Fsizm,
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sehari-hari dituntut harus jujur, seksaroa dan tidak berpihak, serta wajib merahasiakan
ist akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya

Perbuatan hukum yang tertuang dalam akta wasiat bukanlah merupakan perbuatan
notaris itu sendiri, melainkan perbuatan hukum dati pihak yang menghendaki
perbuatan hukum it dituangkan dalam suatu akta nofaris. Perbuatan yang merupakan
kehendak para pihak merupakan kebenaran formal dan mengkonstantic perbuatan
hwkum merupakan bagian dari bidang tugas nolaris, yang membedakan snotaris

dengan pejabat-peiabai lainnya.

2.9.7.3 Tangpung Jawab Notaris Terhadap Pembuat Surat Wasiai

Tanggung Jawab notaris bukan hanya terhadap prosedar pembuatan surat wasiat
dan isi dan akta wasiat tersebut, fetapi juga terhadap pembuat surat wasiat, Notaris
harus juga memperhatikan apakah pembuat syrat wasiat tersebut telah memenuhi
syaral-syarat untuk membuat surat wasiat seperti yang dumaksudkan dalam Pasa) 194
ayat 1 Kompilasi Hukum Isiam.

Seorang notaris hanie mencek dap meneliti teriebih dahulu kebeparan setiap
dokumen dap surat-surat dari pihak yang menghadap dan kalau ternyata seovang tekzh
memberikan kelerangan yang tidak benar aisu palsy maka orang fersebut harus
memepertanggung jawabkannye menurut hukust. Apabila dapat dibuktikan bahwa
keterangan saksi pengenal adalah tidak benar, maka akan mengakibatkan skta itu
tidak akan mempunyal kekuatan oteptik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1877
K.U.H.Perdata.'* Dalam hal demikian ini notaris dibebaskan dari segala tanggung
jawab sepanjang kesalahan buksn darl notaris, Hal ini menjadi ranggung jawab dari
notaris, apabila notaris telah mengetahui bahwa keterangan tersebut tidak benar dan

3 pasal 1877 K.UH.Perdata: “Jika seseorang memungkici wlisen wau tanda 1aagannya,
staupun jika pra ahli warisnya stav oreng-orang yang mendapst hak menerangkan tdok mengakuinys,
maksa Bakim harus memerintahkan supays kebenaras dori tulisan atao tanda taugan terssbut diperiksa
di snuka pengadilan.
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tetap membuatkan skta berdasarkan keterangan yang palsy, berarti notaris yang salah
dan dapat dituntt.

Seprang notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, baik apakah karena
tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dalam
pembuatan akia fersebut sebagai svalu yang diancam secara perdata, maupun
tindakan-tindakan lain yang mungkin saja dilakukan oleh seorang notaris vang dapat
dikategorikan sebagal suatu tindakan dengan ancaman pidana,

Untuk menghindan kelalaian, seorang notaris harus mencek dan meneliti dahuolu
kebenaran setlap dokumen dan surai-swat dari pihak, kalau ternyata sescorang telah
memberikan keterapgan yang tidak benar atau palgy, maka orang tersebut harus
mempertanggung jewabkannya menurut hukum, Aken tetapi jika notaris telah
mengetahul bahwa dokumen tersebut palsu dan fa inasih tetap membuatkan aktapya,
maka notaris tersebut akan dituntat berdasarkan Pagal 266 ayat [ Kitab Undang-
undang Hukwm Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa menyurvh masukan keterangan palsa ke dalam suatu akta otentik
mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan
maksud untuk memakal atau menyuruh orang lain pakai akiz itu seolah-oiah
keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat
menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Dalam prakieknya sangat jarang ditemukan orang Islam menggunakan akia wasiat
yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ke dalam bentuk nofariil, Dari hasi]
peneditian di Kantor Pertanghan Depok, menurut keterangan dan Dedi Daskin
{(Kepala Sub Bagian Tata Usaha UB. Kepala Urusan Umum Dan Kepegawaian
Kantor Pertanahan Kota Depok) sejak lahirnya Kompilasi Hukum Islam sampai tahun
2009 tidak satupun terdapat data yang menunjukkan adanya peraliban hak atag tanab
vang bersumber dari wasiat masyarakat Depok beragama Islam yang dituangkan
dalam akta notariit.'” Sedangkan Pengadilan Agama kota Depok sendiri menurut
keterangan dari Didi Wahyudi (Panitera Pengadilan Agama Keta Depok) belum

" Wawancara dengan Dled] Daskin, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UB. Kepala Urasan
Uyrum Dan Kepegawaian Kantor Pertanshan Kola Depok pada tanggal 14 Mef 2009,
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pernahl menangani perkara wasiat yang bersumber dari Kompilasi Hukum Isiam. ™
Sedangkan dari hasil penelitian saya < beberapa Kantor notaris, vaitu kantor notaris
M. Said Tadjoedin di Jakarfa, notaris T. Titi Bagiono di Jakarta, dan notaris Dendy
Santoso di Bogor, ynenurut keterangannya niereksa tidak permah membuat akia wasiat
berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan notaris Saifuddin Arief yang
berkedudukan di Tanggerang menuryt keterangannys pemah membuat akiza wasiat
berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, akta wasiat mana akan dibahas dalam tesis inl.

Ada beberapa faktor atau kemungkinan vang menyebabkan akia wasiat
berdasarkan Komptiasi Hukum [slam sangat jarang ditemukan;

B, Masth rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnva alat bukti
otentik ini dalam mengamankan setiap transsksi hukum yang mereka
laksarakan,

2. Sechagian besar masyarakat Islam masih beranggapan bahwa notanis hanya
berwenang membuat akta waslal untuk golongan (ettentu penduduk
Indonesia, sedangkan akta wasiat mepurat hukum Islam berada dulam
kewensngan Pengadilan Agama setempat.

2.18 Agpek Hukwm Yang Perlu dimasakkan apabila Buku I¥ Kompilasi Hukum

Islam akan dijadikas Undagg-Undang Tersendiri.

2.10.1 Kondisi Hukum Kewarisan Islem di Indonesia Hingga Saat Int

Saat ini DPR sedang membust Rancangan Undang-undang buku I
Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan, Rancangan Undang-undeng ind
terdici dari 8 bab dan 42 pacal yang mengatur hal-hal yang penting dalam hal
kewarigan, antara lain perihal prinsip-prinsip kewarigan, ahli waris, bagian
warisan, kekurangan dan kelebiban harta warisan, wasiat, hibab dan mengenai

ketentuan peralihan.

W Wawencera dengen Didi Wahyudi, Ponitera Peagndilan Agama Kota Depok pada fanggal
14 Mei 2009,
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Rancangan undang-undang ini rencananya merupakan acuan bagi orang-
oreng yang beoragama Islam, Setelah sebelumnya Undang-Undang nomor 3 tahun
2006 fentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tabun 1989 tentang
Peradilan Agama.

Ditharapkan dengan diundang-undangkannya buku I Kompilast Hukum
Islamx mengenai kewarisan yang merupakan produk hukum fertinggt di bidang
kewarisan Islam dilandasi kerena produk hukum yang ada saat ini masih kurang
lengkap dan tidak sesuni dengan perkembangan meyarakat saat ind, selain ity
kargna dipicu olel terjadinya tuntutan adanya Undang-undapg kewarisan yang
berdasarkan hulcum Islam wmengingst mayoritas penduduk di Indonesia adalah
pemcluk agama Islam demi kepastian hukum.

Dalam rancangan undang-undang buku II Kompilasi Hukum Islam
tentang kewarisan dalam hal wasiat, memberikan kewenangan kepada notaris atan
dua orang saksi untuk membuat wasiat. Hal ini tidak berubah dari bunyi pada
Kompilasi Hukum Islam, sehingga belum ada perbaikan yang cukup signifikan
atas rancangan undang-undang ini. Karena mengenai dua saksi ini tidak
discbutkan penpaturannya mengenai syarat-syarat, dzn pengetahuannya dua orang
saksi ini dalam hal wasiat, Hal ini berbeda dengan notaris yang memang telab

mengetabut dan menemyuh pendidikan tentang hal tersebul.
2.10.2 Aspek-Aspek Hukum Kewarisan [slam Yang Perfu Diatur Lebibh Lanjut

2.10.2.1 Aspek Pengawasan

Banyak wacana digulirkan uniuk memperdebatkan urgensi diterbitkannya
undeng-undang kewarisan lslam guna mengantisipasi perksmbangan pembagian
warisan dalam masyarakat. Ada beberapa aspek hukum yang memeriukan pengaturan
tersendiri dalam konteks sistem kewerisan Isiam ini. Diantaranya adalah sisi
pengawasan pembagian warisan ataupun pelaksansan  wasial atau ‘esiamen/
compliance. Pentingnya fungsi pengawasan i dalam mekanisme pembagian
warisan dan pelaksanaan wasiat dalam hukum kewarisan Islam merupakan suatu

yang tidak dapat disbatkan. Pemerintahi perlu memperhatikan  pelaksanaannya
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dengan menegaskan pihak-pihalc yang bertanggung jawab menjalagkan fungsi
tersebut, dengan mengeluarkan produk hukam yang mengaturnya secara tersendini,
Selama ini belum ada kensep yang jelas mengenai pengawasan kewarisan Islam
bahkan dalam rancengan undang-undangnya pun tidak disinggung mengenai aspek
pengawsasan ini.

Pengawasan ini dilakokan unluk moemberikan kepastian hukaemy, oleh karena i
wasiat yang dibuat bagi orang-orang Islam harus sesual dengan hukum agama Islam
dan peraturan perundang-undangan yang berlake i Indonesia mengenal Hukum

Waris Islam, baik dari sepl materi atau ist maupun darl segi keberlakuan.

2.10.2.2 Aspek Konsep

Dalam hal pembuatan wasiat jugs masik banyak kekurangannys, diantaranya
adalah tidak disebutkannya bahwa suraf wasiat harus dibuat dalam bentuk otentik dan
dalam hal penyimpanan wasiat seharusnya tidak perlu diakukan oleh dua lembaga
yaitu sotaris atau Kantor Urusan Agame, karena dalam Undang-undang No 30 tshun
2004 tentang Jabatan Notaris sudah jelas discbutkan bahwa notaris adalah pejabat
vang berwenang membuat wasiat, sehinggs apabiia ada piliban atas lembaga vang
berwenang untuk melakoukan penylmpapan surat wasiat selain notaris akan
menciptakan kebingungan karena pada hukum warls barat penyimpanan dilakukan
oleh notaris, Sehingga akan lebih baik apabila penyimpanan dilakukan oeh notaris
saja, karena demi menciptakan unifikasi dengan mengingat bahwa notaris telah
terlatih untuk penyimpanan wasiat itu sendiri dan tercipta sinkronisasi antara undang-
undang Jabatan Notaris dengan rancangan undang-undang kewarisan Islam it

sendis.
2.10.2.3 Aspek sanksi
Aspek sanksi Perdata ataupun pidananya tidak disebutkan dalam Kompilasi

Hukum Islam maupun rancangan undang-undangnya, menurut hemat saya watisan ini

kaitannya tidak terlepas dari harta peninggalan, terutama pada saat pembapian
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warisan itu sendiri, karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecurangan yang
akan merugikan para abli warts staupun menimbulkan konflik diantara para ahli
waris, Sehingga harus ada pengaturan ssoksinga unluk memberikan efek jera
terhadap pelanggarnya.

Sanksi tersebut dapat dikenakan batk kepada para ahli waris maupun kepada
pihaic dihadapan siapa wasiet tersebut dibuat (notaris/saksi-saksi). Tujuan sanksi
tersebut adalah untuk mengembalikan hak-hak dari pihak yang dirugikan atas wasiat
ateu pembagian wanisan o sendiri sehingga tercipta kepasfian hukem dan
memberikan efek jera kepada para pelakunya. Suatu undang-undang apabila tidak
memiliki sanksi kuwrang mempunyai kekuatan yang mengikat, karena tidak ada rasa
takut bagi pthak-pikak yang mencoba untuk berbual curang atau beritikad tidak baik
atas harta peninggalan pewaris demij kepentingan pribadi.

Sunisi yang diberiken merupakan upaya dari tindakan preventif (pencegahan),
akan ftetapi dalam menpeniukan sanks: dalam undang-undang kewarisan int
membutohkan keshati-hatian dan ketelitian, karena hukum kewarisan in? masuk ke
dalam ranah hukumn keluarga sehingga sebaiknya sanksi yang dimaksud ini dikenakan
kepada pelaku apabila penyelesaian secara musyawarsh mufakat sudah tidak dapat
tercapai {merupakan pilthan terakhir),

2.1%. Surat Wasiat Tuag A

Contoh vang dipakai dalam tesis ini adalah akta wasiat yang dibuat oleh Tuan
A dihadapan Saifuddin Arief SH, MH notaris kota Tanggerang pada tanggal 30 Mael
2009, Adapun Isi surat wastat lorsebut adalah sebagai benkut
Bahwa ada seorang pewaris yang hendak mewasiatkan 1/3 dart harta peninggalannya
dengan perbandingan 2:1 kepada kedua orang anakoya yaitu C dan D. Dalam akta
wasiat tersebut terdapat klausula dalam zkia yang menyebutkan bahiwa penghadap
menggunakan akta wasiat umum (diluar para saksi) dan menerangkan tunduk kepada
hukurs: Islam dengan cara yang distur dalam Kompilasi Hukum Istam. Pade akhir
akta disebutkan bahwy akta wasiat ind dihadiri oleh 2 orang saksi yaitz Tuan L dan
Tuan M.
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Analisis kasus

Dalam akia wasiat tersebut discbutkan bahwa penghadap adalah Tvan A yang
hendak memberikan wasiat kepada dua orang anaknya vaite C dan D, Apsbila dilihat
dari segi bagian aktanya (kepala akta, premis, isi akia dan penutup akta) terlihat
dengan jelas bahwa pada dasarya penerapan wasial menurut hukum Islam memiliki
persamaan dengan bagian akta wasiat ymum yang lazim dipakai selama ini.
Perbedaannya adalah pada sumber hukum yang dipakai Pada akta wasiat bagi non
Istam maks ketentuan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
sedangkan pada wasial bagi orang Islam (musiim} maka sumber yang digunakan
Kompiiasi Hokum Islam,

Ketentuan sumber hukaem tersebut dapat terlibat jelas dengan melihat 2 (dus)
kalimat dalam akia, yaitu “Bahwa Penghadap menerangkan tunduk kepada hukum
Islam™ dap “Penghadap akan mermbuat Surat wasiat dengan cara yang diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 Kalimat-kalimat tersebut menunjukan babwa
Penghadap, Tuan Xhairul Fita adalah orang Islam dan pemberian wasiat tersebut
mengikull aturan yang ada dalam Kompilass Hukium Isiam.

Berdasarkan Ketentuan dalam Kompifasi Hukcum Isiam Pasal 201 wasiat yang
dapal diberikan tidak boleh lebih dari 173 bagian dari harta peninggalan, kecuali ahii
waris lain menyetujui uniuk diberikan lebih davi 143 bagian. Hal ini teru saja berbeda
dengan testament menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 916 a, yang
memungkinkan dilakukannya pengangkatan waris vrtuk selurub atau sebagion dari
harta peninggalan pewaris, misaloya /2. 173, 1/5 dan sebggainys sclama tidak
raelanggar hak dari ahli waris vang memiliki bagian mutiak (legétimie poriie).

Pada akta wasiat tersebut terdapat kalimat “Sava akan wasiatkan kepada
anvk-anak sava davi harin peninggolar dengan perbondingan 2:1.7 Yang menarik
adalah bahwa dalam Islam dikataken baglan warisan dari anak laki-laki dan
perempuan adalah 2:1, akan tetapi dalam pemberian wasiat kepada seorang anak laki-
laki dan seorang anak perempuan Kompilasi Huokum Islam tidak menyebutkan
ketentuan yang mengharuskan menggunakan perbandingan 2:1. Dalam Pasal 195 ayat
2 Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan pemberian wasidt tidak boleh lebih
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dari 1/3. Menurut pendapat penulis hal tersebut jebih dikarenakan karena semata-
mata merupakan kehendak dari pewaris saja, oleh karena iu dard hai tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa selain kedua anaknya merupakan zhli wans vang
mendapatkan bagian dar barta peninggelan pewarls berdasarkan ketentuan Kompilasi
Hukum Islam, juga selaku penerima wasiat berdasarkan wasiat nomor 10 tersebut.
Pada Pasal 195 ayat 3 dan ayat 4 disebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris dupat
dilaksanakan apabila disetujui oleh semua ahli waris, dimana pernyataan perserujuan
tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dikadapan
notaris. Sehingga menurul pendapat penulis akts wasiat nomor 1 tersebut bare dapat
dilaksanakan apabila tefab mendapat persetujuan dari ahli warfs Tuan A lainnya.

Selain hal-hal tersebut perbedaan dard segi materi antara akta wasiat bagi
musiim dan non musiim adalah akta wasiat untuk muslim tidak ada pengangkatan
pelaksana wasiat sepertt yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
karepa dalam Kompitasi Hukum islam tidak ada pasal yang mengatur mengenai
penunjukan pelaksana wasiat, Sehingga sepertl yang dapat dilihat dalam skia wasiat
tersebut tidak ditemukan kalimat yang berisi pengangkatan pelaksana wasiat seperti
yvang lazimnya ditemukan dalarn akta wasiat vmum yaag dibuat oleh noturis
berdasarkan Kitab Undang-Undang Huloun Perdata,

Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu akta wasiat vang dibuat oleh notaris
sernenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bagi setiap orang Islam
vang hendak membuat wasiat harus menundukan dirt pada hukum Islam, karena itu
perly diketahul oleh sctiap uotaris vang hendak membuat akta wasial wvotuk
menguasai materi dari Hukut Waris Islam yang telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Juncte Buke II Kompilasi Hukum Istem, Hal tersebut
dikarenaken suaty wasial baru dapat dilaksanakan apabila format dan isinya telah

sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku < Indonesia.
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PENUTUP

3.1 Kesimpulan

3.1.1 Implememtasi dari Pasal 49 Updang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka bunyi dari Pasal 4% berubah,
dimana tidak ada lagi pilihan hukwn lagi bagi orang-orang Islam dalam
menvelesaikan perkara untuk menggunakan hukum waris lain selain hukum
waris Islam, sehingga notaris delam membuat akia wasiat bagl orang-orang
Istam harus mengacu pada buku Il Kompilasi Hukum Islam. Karena jika tidak
membuat akia wasiat dalam bentuk sebagarmana vang dimaksud hukum Islam
maka akta wasiat tersebul dapat dibatalkan oleh peraditan agama apabila
disengketakan.

3.1.2 Konsep Kewarisan Islam sebagaimana diatur dalam buku i Kompilasi Hukum
Isiam pada prakteknya masih banysk kekurangan, Dalam hal pembuztan wasiat
pada Kompilesi Hukum Isiam dapat dibuat oleh notaris atau dihadapan dua
orang saksi. Akan ietapl akta wasiat yang dihadapan dua orang saksi bukanlah
akia wasiat yang notariil, sehingga kekuatan pembuktian pada peradilan agama
pun sangal lemah, apalagi pengaturan mengenai dua orang saksi ini masth dapat
menimbulkan  keuntungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk
memanfaatkan kelemahan pengaturannya dalam Konﬁpi!asi Ylokum Islam.
Apabila suatu wasiat dibuat dihadapan saksi-saksi dan bukan dihadapan notaris
maka tidak hanya saksi-saket sata yang ikut menyaksikan akan tetapi orang tua,
suamifistri, lurahfcamat setempat juga harus berada pada saat itu, hal ini
dilakukan untuk keperluan pembuktian spabila terjadi masalah dikemudian hari.

3.1.3 Kekunsan pembuatan akta wasiat yang yang potariil adalah memiliki kekuatan
perabuktian lahiriah, formal dan materill. Karena itu, isi keterungan vang

dimuat dalam akta berlaku sebagal yang benar, isinya mempunyai kepastian
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sebagal yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah diantara para pihak.
Suatn akia yang notariit adalah akia otentik, yang apabila dipergunakan di muka
pengadilan adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk memints tanda
pembuktian lainnya di samping it
3.1.4 Aspek-Aspek Hukum

Aspek-aspek hukum yang perhu dituangkan jika dikehendaki buku JI Kompilasi
Hukum Islam akan dijadikan undang-undang tersendiri demi terwujudnya
kepastian hukum aatara lain fungsi pengawasan, konsep wasiat dibual aturanoya
apukah harus berbentuk okia yang notariil ataw dibawah tngen, siapa vang
herwenang membuat wasiat, prosedur pembuaran wasiaf, kewagiban melaporkan

ke Daftar Pusat Wasiat dan sanksi apabila terjadt pelanggaran.

3.2 Saran

3.2.1 Diperlukan tenggung jawab dan pejabat yang mengerti akan pembnatan akta
wasiat maupun dafam hal penyimpanannya baik itu hukum waris barat, Islam
maupun adat, Pejabat yang paling tepat adalah notaris, guna menghindari
erjadinya  hal-hal yang tidak dikehendaki di belakeng hari dan untuk
menjalankan ketentuan Al Quran surat Al Bagarah (2} ayat 282 dan 283,

3.2.2 Agar capat dibuat penelitian lanjutan tentang hukum kewarisan Islam pada
prakteknya sehingga apabila buky II Kompilast Hukum Istam menjadi undang-
vadang dapat memenuhi dan menjamin kepastian bukum bagi orang-ocrang
Islam dan;

3.3.3 Untuk melaksanakan ketentuan dari Undang-lndang nomor 3 tahus 2006 yang
menyatakan tidak ada tagl pilihan hukum bagi orang Islam maka para notaris
harus menguasai materl Hukum Islem khosusnys Hukum Wans Islam dan
untuk dapat memberikan penyuluban-penyuluban bukum mengenai Hukum
Waris Islam kepada masyarakat yang membutubkan atsu yang datang kepada

notaris serta dengan binya yang terjangkau.
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e S,

1
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wef
o= e Y

dimakuudRkan oleh penghadar ity varng sava, MNolas:

‘surul tuliskan sebagai berikub ;s w
S8Baya cabul dan anggapr Lidak berlaku semusa st
wasial Jan semua lainnyva vark) mempunyal Kekuas
sebagal surat wasiat yang telah saya buat —--

sebelum surat wasiat inl tanpa pergecualian”.

Saya wasiatkan kepads anak-anak sava. vaitu :

L. ADRIAN HARDI PRATAMA 5 —— At -

2. FIRGA RAMADHANT FITRI ; =——w——ee— s
~apabila sava pada suatu hari ineninggal cunia mal
—-8aya akan waslatkan kepada anak—avak saya dari ;
harta pez‘sinm}glan daﬁgan pe:*b&l'@ingah z2 _::'}. yoom—-
wSebeium naakah-w&&iat'%ﬁrﬁabut dlbacaran penghac
semberitabukan lagl secara singkat dan jelag -
Keherglak tergkbirn?a-iﬁa kepada saya,. Notaris, w{

sekaranyg dihadapan para saksl yvang akan disebolhe

itu. - . e e = e e
Satglah'ﬂaskah térsabut dibacaxan Kewada panghadd
dan para @éaksi, saya, Notaris, menanyakan Kepada .-
bengﬁaé&w apakakh y&ng‘dib&aakan it benar-bepar —
wasialtiva, yang ségera Jijawab olael penghadap baln
naskals ter&e&uf belul berisl wasialtnya. ~——m———m——--
e g — B DEMIKIAN AKTA INL w—wwwwn R
\ : .
-Dibuat dan ﬁiaeléﬁaikan,dilTangeranﬁ, pada hard -
sfan tanggél sepsi-td tersebut pada bagian awal akls
ini, dengan dihadirl olebh $audara'znwaﬁ‘ lahlr Jdi
Jakarte. pada banggal empabt Aprll seribu égmbiiaﬁ
-ratus Lujuhpulubl satu (§4w04wr9%1}, Wa?ga‘wagara -

Inderesia, bertempat Tinggal di Jakarta, Palmoerah

Selatan, Rukun Tet&ﬁggé GO5, Rukun HWargas o2, ——w--

2z
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pEluratan Belora, Kecamatan Tanalh dbang, Jakarta
Pusal, pemegang Kartu Tandd FPebduuun maaes o«

OP. 5007 .04Q471 . 05365 dan Tuan MOCHAMAD YaHYAa, -
lahir i Bolonegoro, pada Langgal 08 (delapan) Me
1970 (seribu seubilanralus tuJuhpulun), Waraga —-—
MNagara ;ndone$ia. Dertempal Tinggal di Termgerang.
Jalan Karvawan I1YXI, Rukun Tebtaguia 0L, RuKuo Ware
0%, Kelurahan Karang Tengah, Kecamabtan Karaag -
Tenyais, bpenegsng Kar%u‘?anda Peorkluctuk Nomor w-w;
32,?5,12~i032,12d79,erdéanyg,geﬁawai PToTey e —
Retari&, wefaaai sakaiwsaksi- BRK ... e o e
~-Retelah sayva, Nata&ia, membagakan akta ini keﬁada»
pengtadae dan saksi-saksi, maka segera akta ini -
S ditarda tanganl oleh penghadap, sakai saksi dan -
saya, Notaris. wwwwﬁw~¢~w~~ww*#W~~f~~~~*~“_?“"~“f*;
_ ~Gibuat-dengan dya perubahban, vaknil saty tambahmnwi
dan -&;a-‘{;u R(L'Qi"&'taffl. Tl g ;""“""”“""“““"""“'““'“"f“"“
;Agli akla ini telsh ﬁitﬂﬁﬁ& tangani secukupsnya., -

~=GEBERIKAN &Qbégai salinan vaig sass Durvinva. ~—

Taz:getamz, 0 fviezi 2009

e
: _.«.-f’g% mwgw*

-. ‘ ?‘ b ‘c
I s ?Li{:c;m ARIEF, SH.MH.

2
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WASIAT

Momoi
~Pada hari int,
Btk
~Barhadapan dengan saya, SAIFUDDIN ARIEF, ~emmme——aw

Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris KOTAMADYA »-
flaerah Tingkat 11 Tangerang, dengan dihadird oleh -
saksi-saksgi yang saya, Notaris kenal dan akan ————-
digebutkan pada bagian akhir akta init; ~meecec———— .

¥

~fanghadap menerangkan terlebih dahulu dalam akta-
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L.X.

(S
\rj
!j

- A\ .

~Bahwa keterangan penghadap Harta Peninggalannysg --

antara Tain adalah 1 s e oo o e o i i =
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-fari Harta Peninggalan Almarbun tarsebut, ——wwmw-
surat dan sertipikat as?i%ya diperithatkan kepada -
saya, Nolarig, —————mswwmmmmon. s
~Berhubung dengan apa vang diuraikan diatas, —w-we-
penghadap mensrangkan hendaﬁ membuat Sural Wasiat -
tan untuk ity msmberifahukan kemauannysa yang —-——-—w
terakhir kepada saya, Notaris, sepenuhnya diluar —-

Saksimsagsi L e e S S i o U S S S . A .S e o s s
Pelaksanaan Pembuatan..., Oni Monica, FH Ul, 2009



~Kamauannya ini sava, Metaris, susun dan minta ——w-

untuk ditulis dalam perkataan-perkataan sebagat —--

DB T FHLIT L oo o o o o aam s ot I R 8 e -
-Bahwa "Sava tarik kembali dan hapuskan ssmyg ——w-w
wasitat dan surai-surat lain vang mempunyai ———meewen

kekuatan wasiat yang dibuat oleh saya, szsbelum ———-
surat wasiat ini, tidak ada yang dikecualikan. ——ww
Saya angkat istri saya dan anak-anak sava sebagai -
para ahli waris tersendiri, masing-masing uniuik —--
bagian yang sama. Saya angkat meniadi pelaksana —-=
wagial saya isiri saya

gomikian dengarn memberikan kepadanya segaia hak ——- .
yang menurut Undang-undang dapat diberikan Kepads ~
senrang pelaksana wasiat, terutama hak untuk ~-—-—-
mengambil gdan memegang seluruh harta peninggalan -
saya menurut aturan-aturan dagiam Undang-undang., =--- .
-"Apabila saya pada svatu hari meninggal dunia,—---

e =~ g ~ = o V. -~ = = 4 — o =t o o o
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~Seteliah susuhan perkataan fersebut selesail, maksa,-
sebelum sava, Natarié, bacakan, minta kepada —--—==-~
penghadap unfuk memberitahukan kemauannya vang -——-
terakkhir kapacda saya, Notaris, akan telapi sgkarang
dihadapan saksi—8akKsi, s o e e o o o sy o e
-Satelah permintaan itu dipenuhi oleh pshghadap, --
maka susunan perkaraan tadi saya, Notaris, Dacakan-

kepada penghadap dan sssudahnya, sa8r¥a, ntivoa: 15,
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tanyakan kepadanya apakah yang dibacakan itwu ben
memual kKemauannya yany tarakhir . —meme e e
~Pary atas pertanyaan itu penghadap mejawab bahwa
apa yang dibacakan jtu benar mamuat Kemauannya yw
TREBIITT . o o s o o o ot i ot i :
~Fambacaan, peértanvaan dan penjawaban itu semuan
dilakulkan dihadapan saksi—saksi, ——wm—m e,
~Penghadap saya, Motaris, kenal. ~v———em—mmm :
T = TRl oo = T DEMIKIAN AKTA INI —=——m e
;eﬁbuai dan diselesaikan di 1&NYE any, wpuaud frwr .

dan tanggal seperti tersebut nada bLagian awal akt
%ni, dangan dihadiri: olel Twan IRWAN, lahir di —;
Jakaria, pada tanggal empat Apriil seribu sembilan
ratus tajaﬁgu?uh'sat& (04-04-1971), Warga Hegara

Indonesia, bertempat finggail Jakarta, Paimerah --
Selatan, Rukun Tatanggsa 008, Rukun ¥Wargs 002, —---
Keturahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta .
#usatl, pemegang Kartu Tanda Penduduk womor @0 =ewe-
09,8007,040471.088%, dan Tuan KHAIRUL FITRI, lahq

di Jakarta, gada tanggal dua Pebruari seriby ———w-
sembilanratus tujuhpuluh satu (02-02-1871), Warga
Megara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, --
Kompliek Kostrad, Rukun Tétangga 0G4, Rukun waiga -
06, Kelurabasn Petulangan Utara, Kecamatan »——~—w--—a
Pasanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartuw Tanc
Panduduk Momer @ $9.5310,02027%1.06578, Kkeduanva ~~-
untuk sementara berada ¢ Tangerang, kedua-duanya
Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, ———w-

-Setelah sava, Netaris, membacakan akta ini kepade
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para panghadap dan saksi-saksi, maka segera akta
ini ditanda tangani oleh para penghada; , saks{ ---
saksi dan saya, Notarig. —w———m oo e i o e o ,

~Dibuat dengan
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NOTARIS
SAIFUDDIN ARIEF, SH, MH

Keota Tanperany

Noumser + OB AUNUYI72009
Patthal ¢ Lapuran Wasial Balun Januari 2009
Lampiran

Kepada Yils,
Kepalx Sab Bircktorat Harta Poniagpalan
Pwekioran Pesdata Deparkesien Flukam dan
Hak Asast Manusia Jlopublik Indonesia
BOTIR RASUNA SALD

JTARART A

Drensan Horiat,

Ciuna memenuhi Perpturan yang torcastum dalam Pasal 16 Ayat | Huruf )
Usdang-endneg Nomor 30 Talun 2004 Tentang Jabatan Notasie, bersaina iaf
Lami sampaikan Laporan Daflar Wasiat Bulan Januad 2009 separti yang Kaun
lasupirkan borsnus surat fni,

Denaikian agar dapat dircrige dongan baik dan nrenjadi makbum,
Tangeraug, 94 Pebruari 2009
..~ Hlormat Kami

SRONOTARIS
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"\ : E
SAITUDDIN ARIER, 51, M-

Terabusan Fepde Y, ¢
L. Kepaly Balai Harta Peainggaian di Jakaria
2. Partinggal

J4ROS. Cohraansinuto Na, 18840, Ween, CHedup, Taoperany (5156
el 726 VIR, 40 AEI0 Fax, 736 598
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